http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR¢.Y TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a
b
c
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2
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BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme
penyelenggaraan pemermtah yang terukur dan akuntabel
sesualr dengan asas-asas umum penyelenggaraan
pemenntahan yang balk dan terpenuhinya hak-hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan publk secara
maksimal, maka diperlukan adanya pedoman/petunjuk
standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur
yang jelas dan transparan,

bahwa standar pelayanan pubhk dan standar operasional
prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudabh,
terjangkau dan terukur,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propins1 Jawa Tengah (Benta Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informast
dan Transaks: Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribus: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887),

10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

11 Peraturan Menter1 Dalam Negernn Nomor 100 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu $Satu Pmintu Provinst1 dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1906),

12 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14},

13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs: dan Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
| Pemalang Tahun 2016 Nomor 61),
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14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im, yang dimaksud dengan

1

2
3
4

10

11

Daerah adalah Kabupaten Pemalang

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bupat: adalah Bupati Pemalang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang, yang selanjutnya disebut Dmas PMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Kepala Dinas PMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Sekertarts Dinas adalah sekertaris pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Kepala Bidang Pelayanan perymnan yang selanjutnya disebut Kabid
Pelayanan Peryjinan adalah Kepala Bidang Pelayanan Perjjinan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten
Pemalang

Kepala Seks: Pelayanan yang selangutnya disebut Kasi Pelayanan adalah
kepala seks1 pelayanan pada Dimnas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Kepala Seksi Perymnan yang selanjutnya disebut Kasi1 Perijjmnan adalah
kepala seksi peryman pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah
pelayanan secara terintegras: dalam satu kesatuan proses dimulai dan
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu
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12 Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang benis1 keseluruhan
rincian kewajiban dan janj: yang terdapat dalam standar pelayanan

13 Masyarakat adalah seluruh pithak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penernma manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung

14 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah yang memliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

15 Non penzinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

16 Front Office adalah petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang berurusan langsung dengan
masyarakat langsung

17 Back Office adalah petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang menangani administras:
peryinan dan non perymnan

18 Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajban, dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Non  perizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama penerima wewenang

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan
Bupati in1 dimaksudkan membernikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Pubhk dan Standar Operasional
Prosedur mm1 adalah terwujudnva kualitas pe¢lavanan, efisiens1 dan efektivitas
penyelenggaraan pelayanan public dan memngkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat sehingga mendapatkan kepercavaan darn masyarakat

BAB 111
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan Publik pada Dinas PMPTSP dikelompokkan menjadi
2 (dua) bagian, terdir1 dan
a komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan mehputi
1 persyaratan,
2 sistem, mekanmisme dan prosedur,
3 jangka waktu pelayanan,
4 biaya/tanff,
5 produk pelayanan,
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6 penanganan pengaduan, saran dan masukan
komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
d1 internal organisas1 mehput:

O~NOUNhWN

dasar hukum,

sarana dan prasarana dan/atau fasilitas,
kompetens: pelaksana,

pengawasan internal,

jumlah pelaksana,

Jaminan pelayanan,

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
evaluasi kinerja pelaksana

Pasal 5

Komponen Standar Operasional Prosedur pada Dinas PMPTSP meliputi dasar
hukum, jenis perizinan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan,
peringatan, pencatatan dan pendataan, dan bagan alir

(1)

gy

BAB IV
JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

Jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP
meliput

“Xg<egtoeomwo3yg"RET"DR™Oe Q0T

Izin Prinsip Penanaman Modal,

Izin Usaha Penanaman Modal,

Izin Prinsip,

Izin Mendirnkan Bangunan (IMB),

Izin usaha jasa konstruksi,

Izin Lokasi,

Izin Pendinan Penitipan Anak dan Kelompok Bermain,
Izin Produks1 Air Minum dalam Kemasan,

Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga,

Sertifikat laik hygiene sanitas: hotel,

Sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum,
Sertafikat laik hygiene rumah makan dan restoran,
Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional,

Izin Pemakalan Stadion Sirandu,

Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo,

Izin Reklame,

Izin Pendinan Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta,
Izin Instalasi Listrik,

Izin Pesawat Tenaga dan Produks:/ diesel,

Izin Penyalur Petur,

Izin Pesawat Lift,

Izin Instalasi Kebakaran,

Izin pesawat angkat dan angkut,

Izin Usaha Angkutan,

Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
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Izin Usaha Hotel Non Bintang,
Izin Usaha Hotel Bintang,
Izin Pondok Wisata,
Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen,
Jasa Agen Perjalanan Wisata,
Jasa Biro Perjalanan Wisata,
Jasa Pramuwisata,
Jasa Impresanat,
Jasa Informasi1 Wisata,
10 Jasa Konsultas1 Pariwisata,
11.Taman Rekreasa,
12. Gelanggang Renang/ Kolam Renang,
13. Kolam Pancing,
14. Gelanggang Permaianan dan Ketangkasan,
15 Rumah Bilyard,
16 Panti Pyat Tradisional,
17 Bioskop,
18 Atraksi Wisata,
19 Rumah Makan,
20. Karaoke,
21 Panti Mand: Uap,
22 Duma Fantasa,
23 Pusat Seni dan Pameran,
24 Taman Satwa dan Pentas Satwa,
25 Fitness Centre,
26. Salon Kecantikan,
27.Mandala Wisata,
28. Cafe,
29 Bumi Perkemahan,
30.Rumah Kos,
Tanda Daftar Usaha Panwisata Pada Kawasan Wisata Pantai Widun
Pemalang,
Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi,
Huller dan Penyosohan Beras,
Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control),
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW]),
Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R), dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB),
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Izin Usaha Industn (IUI),
Tanda Daftar Industn (TDI),
Surat Izin Operasional Pantu,
Izin Pemakaman,
Izin Krematorium,
Izin Umt Transfusi Darah,

CONO U D WD~

mm Izin Penyelenggaraan Optikal,

nn
[oo

Izin Pendidikan Dasar,
Izin Pendidikan Anak Usia Dini1 dan Pendidikan Non Formal,
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Izin Mendinkan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas

C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya,

Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan,

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),

Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) Kelas I,

Izin Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan,

Izin Produks: Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;

Sertifikasi laik fungs: bangunan gedung,

Izin Pemakaian Alun - Alun,

Izin Pemakaian Taman Patih Sampun,

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,

Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG),

Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman,

Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten,

Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja,

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten,

Izin perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup (PPLH),

1 1zin pembuangan limbah caur,

2 1zin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun),

3 1zin pengumpulan himbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
skala Kabupaten,

Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta,

Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan (SPPL),

Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan

dan/atau pemusnahan sampah industrt di rumah sakit, hotel dan

pabrik,

Izin Lingkungan,

Izin membuka tanah,

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT),

Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,

Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang

wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten,

Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisihh dalam

Daerah Kabupaten dan beroperasi pada hintas pelabuhan di Daerah

Kabupaten,

Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bag orang perorangan

atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada hntas

pelabuhan dalam Daerah Kabupaten,

Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisih orang perseorangan warga negara Indonesia atau

badan usaha,
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Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk
kapal yang melayam trayek dalam Daerah Kabupaten yang
bersangkutan,

Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai
dengan domusili badan usaha,

Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal,
Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,
Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan
danau,

Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal,
Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan lokal,

Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal,

Izin reklamasi d1 wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendinn (TUKS) di
dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal,

Izin mendinkan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter,

Izin usaha, 1zin pembangunan dan 1zin operasl prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten,

Izin operas: sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,

Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, 1zin
operasi, dan penetapan jalur kereta ap: khusus yang jaringannya
dalam Daerah Kabupaten,

Izin Insidentil,

Izin usaha smpan pmjam untuk koperast dengan wilayah
keanggotaan dalam Daerah Kabupaten,

Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
koperas1 simpan pimjam untuk koperasi1 dengan wilayah
keanggotaan dalam Daerah Kabupaten,

Izin pembehan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha
mukro,

Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi,

Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,

Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah
Kabupaten,

Izin usaha produks: bemh/bibit ternak dan pakan, fasilhitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah
potong hewan,

Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan,

Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan 1zin usaha
toko swalayan,
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qqqq Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat,

rrrr. Izin Usaha Toko Modern,

ssss Izin Perluasan Usaha Industn (IPUI) bag: industrn kecil dan menengah,

tttt Izin Usaha Kawasan Industnn (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan
Industn (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten,

Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Kepala Dinas PMPTSP

Komponen standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur jenis

pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati

mi

BAB YV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

Dinas PMPTSP sebagai penyelenggara PTSP mengolah dokumen persyaratan
Perizinan dan Non Perizinan mulai dan tahap penerimaan permohonan
sampai dengan terbitnya dokumen 1zin

Penyelenggaraan pelayanan pernizinan oleh Dinas PMPTSP menggunakan
pendaftaran secara langsung maupun online

Pelayanan perizinan pada Dimas PMPTSP diproses melalui Sistem Informasi
Manajemen Terpadu (SIMDU), sedangkan untuk pelayanan perizinan
Penanaman Modal diproses melalui Sistem Pelayanan Informas: Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Proses penyelenggaraan pelayanan prizinan dapat dilakukan untuk satu jenis
perizinan tertentu dan/atau perizinan parallel

Pemrosesan suatu 1zin dilakukan apabila persyaratan perizinan dinyatakan
lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam hal pembenan 1zin yang mengharuskan persyaratan teknis tertentu
oleh Perangkat Daerah berwenang dalam bentuk rekomendasi atau kapjan
teknis atau pengesahan atau bentuk lain yang sejenis harus dipenuhu terlebih
dahulu sebelum dokumen perizinan diproses

Persyaratan teknis tertentu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah
berwenang maksimal 7 (tujuh) han kerja sejak permohonan diterima atau
setelah dilakukan peninjauan lapangan

Hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sebaga1 dasar pengeluaran 1zin atau penolakan 1zin yang selanjutnya
dilakukan penomoran

Pemomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan

/ Peraturan Kepala Dinas PMPTSP
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BAB VI
PEMERIKSAAN TEKNIS DI LAPANGAN

Pasal 8

Beberapa perizinan tertentu selain membutuhkan pemeriksaan administrasi
juga dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Tim Tekms Pelayanan
Perizinan di bawah koordinas: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas
PMPTSP

Tim Teknis pernizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dan
petugas Dmas PMPTSP sebagai koordinator dan perwakilan Perangkat
Daerah teknis yang memihki kemampuan dan kewenangan untuk mengambal
keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenair diterima atau
ditolaknya suatu permohonan perizinan

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara
Pemenksaan (BAP) tinjau lapangan

Tim Teknis yang tidak dapat hadir pada saat tinjau lapangan tetap diwajibkan
untuk mengis: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya 2 (dua)
han setelah tinjau lapangan dilakukan agar proses perizinan dapat terus
dilaksanakan

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Tekms perizinan melaporkan hasil
kerjanya kepada Kepala Dinas PMPTSP

Tim Teknis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

Dinas PMPTSP menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan
dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran
posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan , serta
tatacara atau mekanisme pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui
berbagai media yang mudah diakses dan diketahw oleh masyarakat dan
duma usaha

Penyebarluasan informas: berbasis web, twitter dan aplikasi perizinan onhne
Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui pengaduan langsung, website, sms center, halo bupati dan surat
Bagan alir pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

{ Peraturan Bupati i
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(1)

)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

11

BAB VIII
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 10

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
Dinas PMPTSP untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lamprran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mni1

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

Sanks1 kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa

a Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha, dan/atau

b Pencabutan 1zin yang sudah diterbitkan

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP,
baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah prizinan
dikeluarkan, atas rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis selaku
pengawas/pembina

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan 1zin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan oleh Dinas PMPTSP berkoordinas: dengan Perangkat
Daerah terkait

Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak
mempunyal izin atau 1zinnya sudah tidak berlaku dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah penegak Peraturan Daerah

Pasal 13

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas pokok dan

f f fungsinya
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati in1 mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum
Pada Kantor Pelayanan Perjmnan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 43) dan Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada
Kantor Pelayanan Peryjmnan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati im1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang,
/~ - - padatanggal 1§ OQL Doty

\ BUPATI PEMALANG,

\\ ,—"_ﬁ

N JUNAEDI

Paraf Kasi Kabid Sﬁeli% Kadin Sekda
Hirarks /{/ & f \ %

Dmundangkan di Pemalang
pada tanggal [U‘} 4 S I

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG, _

W/’/

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR
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B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAR KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL Kyat Makmur No 11 PEMALANG Telp / Fax (0284) 323541

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisy
Disahkan Oleh
Nama SOP

BUPATI PEMALANG

Pelavanan Perizinan Dengan Cek Lokasi
(terlampir sebagaimana di dalam Kategori
Pelayanan Perizinan)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

Terlampir sebagaimana didalam Standar Pelayanan Pubhk

|
i
'
]
!
'
b
v
i
T

] Sanana / Diploma / SMU / SMK

2 Menguasal Komputer

3 Mempunyai ketelitian komumkatif Jujur dan mampu bekerja sama
]

"Puraluing ans Ferlenghapan

4
r

[ Arpate ; Laptuw
;t rrinrer

17 vyl Apen la

™

S T I A R R TR IR .
_lo AlK e |
helernatinn . {Pei catatan dan Pencutasa .
INCH SUIRA L KK LIAR N - r—' 5~— Hiaom T erm rryracn plangen nermcho
' ~ Perze varpad amiliaoce e 5 e TPV b ale s Pemninng i
3 P cutarp parda m oo res ster i
Peringatan o t
tUn uk memen th trnsp 11 1 dUAm dngurt $an 9011 it s i ankme mako oo vatatan waktinpe nelesariy masa b clako e dan baonretr Yus ha us H
UiSUSIaLsabihh repdda publin
2  Pengurusan Perizinan secara online dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan pruna hepada publik yang dilayani
Pelaksana Mutu Baku
i Uraian Prosedur / Reglatan Pemohon |Front Office Back Hasi Tim Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan Persyaratan / Waktu Qutput Keterangan
Office Teknis Kelengkapan
menerima permchonan  pendaftaran
secara manual ke Front Office atau —0( ; Tanda tertma atau
1 Scan kTP
secara onhine melalu Website bukt: pendaftaran
www 1zinonline pemalangkab go 1d
pemeriksaan berkas permohonen dan / \
kelengkapan  persyaratan Jika
persyaratan lengkap, maka mencetak \/
berkas permohonan yang didaftarkan Scan Surat
o |secara onlne merouting aphkaai ke berkas 15 Memt Permohonan dan
Back Office dan berkas dinmikkan ke permohonan dokumen yang di
kabid Jika berkas tidak lengkap maka persyaratkan
berkas dikembalikan ke
pemohon/permohonan tidak
dilanjutkan I,

/
(
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Kegiatan Back Tim Persyaratan / Keterangan
Pemohon |Front Office Office Kasi Teknis Kabid Sekdin Kepeala Dinas | Pengambilan Kelongkapan Waktu Output
E] Surat
Memvenifikasi berkas dan mendisposisi Permohonean
’ 10 Menit
ke Kas1 beserta dokumen Disposisi
persyaratan
4 disposist kabid
dan Surat
4 |Mendisposis: ke Back Office Permohonan 10 Menit Disposisi
beserta dokumen
i pcTsyaratan
S U S 5 TSR Y A S
’ | i SOP surat keluar
"1 2 Undangana
/ V4 i s
. IMembuat jadwal dan surat undangan — Kunr/ema/tnde/sm
i L sposis 1 ast 30 Memt Jadwal dan undangan |[¢ aadangar d harm i
perrertkeaan lol ant
l har setelah penerimaan
! herkas engkap can
‘ Lenas
—t - e U TSN U e e e G 0 S WSO SO
| 1 jangka waktu
Tim  telhis melabiuhan  peniocokain sebagrimana terlampir di
! L4 RBerkas Aqlt N
berkas yang ashh aengan berkas yang | b oh d Rerta Acara dalam Standar Pelavanan
G jada dan  membuat  Benta  Acaia I l i E | Dﬂlm onan aan i» Menit Pemert'\saan Publik (5PP) 2 ek
Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan ke k:l:;:r ananva > lapangan dilaksanakan 3
back office ditandatangani Pemohon ngkapanany hari setelah undangan
dikirim ke pemohon
mencetak draft surat 1zin atau surat \{__L Draft surat izin atau 1 lengkap: setelah
7 pengembahan/surat penolakan dengan E € Berita Acara 5 menit surat pengembalian/ penerimaan berkas 2
mendasar1 hasil BAP dan menyerahkan Pemeriksaan 1 hart setelah BAP
penolakan
ke Kasi diterima
tidak
Penehtian ulang kelengkapan dokumen a
persyaratan, jika benar dan lengkap di N\ Draft surat 1zin
{ persetujuan pada rancangan SK atau surat
g |para
dan diteruskan ke kabid atau menolak pengembalian/ 10 Menit paraf kasi
/dikembalikan untuk diperbaiki back penolakan
office
!
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N Pelaksana Mutu Baku Kot
° Uraian Prosedur / Keglatan Back Tim Persyaratan / eterangan
Pemohon {Front Office Office Kasi Teknis Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan Keleyngknpan Waktu Output
melakukan penelitian ulang
kelengkapan dokumen persyaratan, jika tidak i?:ts?::tt =
benar dan lengkap di paraf persetujuan
9 J ~N Memit  |Paraf kabid
pada rancangan SK dan diteruskan ke A ya pengfr;l‘bal?:é ° N
sekd1 atau menolak /dikembalikan penOfB{(:n
untuk diperbaiki kas: paral kA
melal alal veilehtian fleng Drafr sara.1zin
Kelengkapan dokumen persyaratal  iihe taakl X RIS prhd
10 ihewar dan It gaap dh purat ersetljaar \: PO e dbddiall/ 5wl Parafl sekdin
U raresngae G didid THEHOIOIAK N ya Lenola an paidl
dikembal kan untuh dipe: oeike las: dar Labd
tray surarizn
dinu surel
11 Tehalan pel widaiangan Skolzin / ) nengembatian/ 15 Meni* ! har setelah peacetaban
Surat Penolakan — pemolal an paraf ~ sutal it
tast katid dan
schdan
Penomoran Surat Izin  / Surat \
Penolakan serta mengarsipkan berkas Ej Surat lzin / Surat
12 |dengan scan SK dan Kelangkapan Pengembalian 5 Menit Nomor surat dan arsip
Berkas Permohonan di Sistem Aplikasi berkas
E dok
v
Surat Izin / Surat
nformasi dan
13 |me routing ke Pengambilan - Pengembalian 10 Memt c;okumen/ data  |dokumen
berkas
:I l 1 melalui sms center
— DPMPTSP Kab Pemalang
Memberitahukan ke pemohon melalui 2 1 han setelan
14
sms center bahwa izin telah jadi/ditolak miormasi S Menlt pembentaan penomoran surat dan
merouting ke
pengambilan
M
15 (Mengambil surat izin / surat penolakan D pembernitahuan 5 Menit Surat Izin/penolakan

oleh pemohon 2

/
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL Kyar Makmur No 11 PEMALANG Telp / Fax (0284) 323541

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revis:
Disahkan Oleh
Nama SOP

BUPATI PEMALANG

Pelayanan Penzinan Dengan Rapat dan Cek
Lokast (terlampir sebagaimana di dalam Kategorn
Pelayanan Perizinan)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

Terlampir sebagaimana didalam Standar Pelayanan Publik

1 Sarjana / Diploma / SMU / SMK

2 Menguasai Komputer
3 Mempunyai ketelitian, komunikatif, Jujur dan mampu bekerja sama

Peralaten dan Perlengkapan

1 ke nputer / raprop

2 T de

3 Huleu Agerda

4 1 ambar Disposisi / Monito™~g

"~ AThR

Keterkaitan

Pencatatan dan Pendataan

SOI’ SURAT hF1 UAR

1 Pencatatan Permohonan pada blangko permohonan
2 Dol at pala apllkum petigitian hie DPMPTSP kab ipaten Pemelang

3 Pencatatan pada buku register

Peringatan

i untuk memenuhi t1 anspaiansi dalam pengurusan perzin C
zinan secara online make Crsyaratﬂn waktu Cllyeles
p ] t P alan, masa berlaku Y da A

2 Pengurusan Perizinan secara online dilaksanaekan dengan memperhatikan pelayanan prima kepada pubhik yang chlayani

No Uraian Prosedur / Kegiat T v
datan _— s B ry Keterangan
Pemohon |Front Offi iy celongkapan :
co| o fice Kasi Teknis Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan Kelengkapan Waktu Output
menerima permohonan pendaftaran
secara manual ke Front Office at
1 aren Tanda terima atau
secara online melalui Website Scan K17 buke pendafiaren
www izinonline pemalangkab go 1d
pemeriksaan berkas permochonan dan
kelengkapan  persyaratan Jika /\
persyaratan lengkap, maka mencetak \/
berkas permohonan yang didaftarkan e o
secara online merouting aphkas: ke
2 Back Office dan berkas dinaik porm o e G s
as dinaikkan ke permohonan dokumen yang d1
Kabid Jike berkas uidak lengkap, maka persyaratican
berkas dikembalikan ke
pemohon/pergiochonan tidak
dilanjutkan !

——
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No Urafan Prosedur / Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Back
Office

Tim
Teknis

Sekdin

Kepala Dinas

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

3 Memvenifikas1 berkas dan mendispos:s:
ke Kasi

Surat
Permohonan
beserta dokumen
persyaratan

10 Menit

Disposist

4 |Mendisposis: ke Back Office

“iemuat gadwel dan swiat Ji dangan
tapal dan vemerkeann lolag

Tin  tekiim anelelk kar  percocohan
perkas vang sl dengan berlas yang
ala Jdanl membuat Berita Acara
Pemenksaan (BADP) yang diserahkan ke
back office ditandatangani Pemohon

(&)

/A

disposisi kabid
dan Surat
Permohonan
beserta dokumen
peras aratan

i1sposist kast

berras Ash
Permohonan dar
Dokumen
kelengkapananya

10 Menit

Disposisi

3U Menit

Jadwal dan undangan !3 undangan dikinim 1

1 S0P qurat keluar
!? Uhidern ur via
"mot i e 1 oinde s ems

el e iein [ VHATY
berhas lenghap dan
nenar

poppa..

15 Menit

Beriaa Acara
Pemeriksaan

1 1angka wakt

sebaga mara terlamrpir di
Aalam Standar Pelatanan
PLb ik (SPD) 2 iapar dai
cek lapangan
dilaksanakan 3 hari
setelah undangan dikirim
ke pemohon

mencetak draft surat i1zin atau surat
7 pengembalian/surat penolakan dengan
mendasar1 hasil BAP dan menyerahkan
ke Kasi

A

Berita Acara
Pemenksaan

5 menit

Draft surat 1zin atau
surat pengembahian/
penolakan

1 lengkaps setelah
penerimaan berkas 2
1 hari setelah BAP
diterima

Penelitian ulang kelengkapan dokumen
persyaratan, jika benar dan lengkap di
8 paraf persetujuan pada rancangan SK
dan diteruskan ke kabid atau menolak
/dikembghikan untuk diperbaiki back
office ,

ya

Draft surat 1zin
atau surat
pengembalian/
penolakan

10 Menit

paraf kas

/

@
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Keglatan Back Tim Persyaratan / Keterangan
Wakt Output
Pemohon |Front Office Office Kasi Teknis Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambiian Kelengkapan aktu P
melakukan penelitian ulang Drafs t 1zin
kelengkapan dokumen persyaratan jika tidak at‘:ut:lf:t
benar dan lengkap di paraf persetujuan
9 ~N Meni d
pada rancangan SK dan diteruskan ke A a pengfn;bah::r{ 10 Menit Paraf kabi
sekdt atau menolak /dikembalikan penof l;(:n
untuk diperbaiki kasi para’ kasi
1nelakukan penehtian ulang Dia®t suial hi
letengl apa  duhudiliell persvaratan nka b4 aralr suratr
10 [benar dan iengkeap d parat perscodiuan tdak (/\ pe &l alin S VMeant Prtaf urldr
ada -arcaniga s Sk oalay meroio A \/ va po~bhan panad
/dikenbaltl an untuk diperbaks {asidantabd
Ut syurat zin
LTI IRER R
|1 [mclahuken penundstangan 8K zin / \ pengembahan/ 15 Men 1 hari setelah pencetakan
Surat Penolakan { i penoianai paral ' aurat 17in
'a. hab.d dar
sekdin
Penomoran Surat lzin / Surat ,
Penolakan serta mengarsipkan berkas dj Surat Iztn / Surat
12 |dengan scan SK dan Kelangkapan Pengembalian 5 Menit Nomor surat dan arsip
Berkas Permohonan di Sistem Aplikas: berkas
E dok
]
Surat [zin / Surat
13 |me routing ke Pengambilan E Pengembalian 10 Menit c;:;lio:;l::l/g:?a dokumen
berkas
>|| l 1 melalul sms center
DPMPTSP Kab Pemalang
Memberitahukan ke pemohon melalu 2 1 han setelah
14
sms center bahwa izin telah jadi/ditolak informast 5 Memit pemberitahuan penomoran surat dan
merouting ke
pengambilan
15 Mengambil surat 1zin / surat penolakan D pemberitahuan 5 Menit Surat lzin/penolakan

oleh pemohon /,
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL Kyar Makmur No 11 PEMALANG Telp / Fax (0284) 323541

Nomor

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Disahkan Oleh
Nama SOP

BUPATI PEMALANG

Pelayanan Perizinan Dengan Non Rapat dan Non
Cek Lokasi (terlampir sebagaimana di dalam
Kategori Pelayanan Perizinan)

Dasar Hukum

Kuslifikasi Pelaksanaan

Terlampir sebagaimana didalam Standar Pelayanan Publik

b —
i Keterkaitan )

1 Sanana / Diploma / SMU / SMK

2 Menguasai Komputer
3 Mempunyai ketelitian, komunikatif, Jujur dan mampu bekerja same

'Pcr:latan dan Perlenghapan

1 wamp ter  _2pTOR

2 Thv e

3 mulu sgenda

A Lerbar Disposisi / Mon wiing

5 a7k

Pencatatan dan Pendataan

SOP SURAT nFi LAR

1 Pencatatan Permohonan pada blangko permohonan
2 Tenm itk Dalds ap xes perpreer onine DPAIPISH Kabapaten ! emalang
3 rencarntan pada buku registel

Peringatan

i untuk memenuhi transpaians: dalam pengurusan perizinan secara online maka, persyaratan, waktu penyelesaian, masa berlakunya dan biaya retribus: harus
disosialisasikan kepada publik

2 Pengurusan Perizinan secara online dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan prima kepada publk yang dilayani

Pelaksana Mutu Baku

No Uralan Prosedur / Kegiatan Pemohon |Front Office OB:;:. Kas! T:‘;':“ Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan !!’::l'::;l::;:n/ Waktu Output Keterangan
menerima permohonan pendaftaran

1 |secara manual ke Front Office atau —’( > Tanda terima atau
secara online melalui Website Scan KTP bukt: pendaftaran
www izinonline pemalangkab go 1d
pemeriksaan berkas permohonan dan /\
kelengkapan  persyaratan Jika
persyaratan lengkap, maka mencetak \/
berkas permohonan yang didaftarkan Scan Surat

o |secara online, merouting aplikasi ke berkas 15 Menit Permohonan dan
Back Office, dan berkas dinaikkan ke permohonan dokumen yang di
Kabid Jika berkas tidak lengkap, maka persyaratkan
berkas dikembalikan ke
pemohon/pegrmohonan tidak
d:lanjutkail/ {
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Kegiatan Back Tim Persyaratan / Keterangan
kt Output
Pemohon |Front Office Office Kasi Teknis Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan Kelengkapan Waktu P
Surat
3 ll:'ie;uav::'lﬁkasi berkas dan mendisposisi L———] g :::t):(:ir;i?xmen 10 Memit | Disposisi
4 persyaratan
disposisi kabid
dan Surat
4 |Mendisposis: ke Back Office Permohonan 10 Menit  IDisposisi
herarta dnlrtmen
<‘ perstamatar
mrnrmahk ]dm:v srat 121? } 'ltaud sarat E n A Dia‘s sula 14il dia ;cncctg;;i;g;;ciliﬂ
- |pengembalian /st penninkan dengar lﬁ-—————- il Acale t sar 80T Bedas o
" Imedasar hawd BAP inn menyerahl 1 Pemeriksaan o e TR 1 har aetelah RAP
‘ ru'n(wﬁl wan
ke Kasi dak d term
tida
- . SO 1 1( o
rPerelit an ulang hilcaghapan dokumen ‘ ) a
persyaratan itka benar dan lengkap d1 . ;\> y Liratr aurar 1710
g Iparat persetuman nade rancamgar S X dlau suial 10 Menn parat kasi
daul diteiusknan ke kaha atan mennial pengemhalian/
/dikembehiban untul diperbadu Dack penolakan
office
1
melakukan penelitian ulang ¥y Draft surat 1zin
kelengkapan dokumen persyaratan, jika tidak | AL atau surat
9 benar dan lengkap di paraf persetujuan N pengembalian/ 10 Memit Paraf kabid
pada rancangan SK dan diteruskan ke 4 ya enolakan dan
sekd: atau menolak /dikembalikan paraf kast
untuk diperbaiki kasi P
melakukan penelitian ulang Draft surat 1zin
kelengkapan dokumen persyaratan, jika tidak /V\ atau surat
10 |benar dan lengkap di paraf persetujuan < pengembalian/ 5 Menit Paraf sekdin
pada rancangan SK atau mernpololak ya penolakan, paraf

/dikembalikan untuk diperbaiki ]

kasi dan kabid

/
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur / Keglat Keterangan
/ Keglatan Pemohon |Front Office Back Kasi Tim Kabid Sekdin Kepala Dinas | Pengambilan Persyaratan / Waktu Qutput &
Office Teknis Kelengkapan
Draft surat 1zin
atau surat
11 melakukan penandatangan SK [zin / e pengembalian/ 15 Memt 1 hari setelah pencetakan
Surat Penolakan penolakan, paraf surat 1zin
kast kabid, dan
sekdin
Penomoran Surat Izn  / Surat J [
Penolakan serta mengarsipkan berkas C:] Surat lzin / Surat
12 [dengan scan Sk dan kelangkapan Pangrmbagl g 5 Mentt T usiivi sutal dall aresp
H Rerlag Peeroloia Ji Sislan Aulikas ! ’ B e !
: Dok § ! * _
‘ N ) ! |
! i ! Surat lzin 4 Surat o
' 13 I'me routng ke P nean bila L'J ’ ylemzon salan 10 Menk drz'“::;n /:1 1le; mnly men
g berkas I - o
} - i - - - i
! |
! . } EI ' i Vordlalie s e e ey
! . i L VISt ab Y ealang
Mo e ital ks ke getroben me i ! 2 1 harnt setelah
o 5 Merit crbeital
'™ |sms center bahwa 1zin telah jadi1/ditolak | ! mforma perTbelilal dan PENOMOran surat dan
! ! kiU UL ke
{ i nnngamhylan
15 Mengambil surat 1zin / surat penolakan G pemberitahuan 5 Menit Surat Izin/penolakan
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KATEGORI PELAYANAN PERIZINAN

PELAYANAN PERIZINAN DENGAN CEK LOKASI

ol B - B T ¢ T = T o B =

Bi——‘

< g o0ono0T OB

€

Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

Izin usaha jasa konstruksi,

Izin Lokasa,

1zin Pendinan Penitipan Anak dan Kelompok Bermain,

Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan,

Sertifikat laik hygiene sanitast jasa boga,

Sertifikat laik hygiene sanitas: hotel,

Sertifikat laik hygiene sanitas: kolam renang dan pemandian umum,

Sertifikat laik hygiene rumah makan dan restoran,

Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional,

Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi,

Huller dan Penyosohan Beras,

Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control),

Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R), dan surat keterangan

penymmpanan barang (SKPB),

Tanda Daftar Industn (TDI},

Izin Penyelenggaraan Optikal,

Izin Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan,

Izin Produks: Makanan dan Minuman Industn Rumah Tangga,

Sertifikasi laik fungs: bangunan gedung,

Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG),

Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman,

Izin dan pendaftaran lembaga pelanhan kerja,

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten,

Izin perhindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH),

1 1zin pembuangan limbah caur,

2 1zin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun),

3 1zin pengumpulan imbah B3 (Bahau Berbahaya dan Beracun) skala
Kabupaten,

Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah vang diselenggarakan oleh

swasta,

PELAYANAN PERIZINAN DENGAN RAPAT DAN CEK LOKASI

SR oo Q0 o

Izin Prinsip,

Izin Pemakaian Stadion Sirandu,

Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo,

Izin Reklame,

Izin Pendirnian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta,
Surat Izin Operasional Panty,

Izin Pendidikan Dasar,

Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
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Izin Mendirikkan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C
dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya,

Sertifikas:t Produksi Alat Keschatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) Kelas I,

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,

Izin Lingkungan,

Izin membuka tanah,

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT),

Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkur,

Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah Kabupaten,

Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomsili dalam
Daerah Kabupaten dan beroperas:t pada hntas pelabuhan di Daerah
Kabupaten,

Izin usaha angkutan laut pelavaran rakyat bagi orang perorangan atau
badan usaha yang berdomisihi dan yang beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam Daerah Kabuparen

Izin usaha penyelenggaraan angkutan sunga: dan danau sesua: dengan
domisih orang perseorangan waiga negara Indonesia atau badan usaha,
Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal
yang melayam trayek dalamn Daerah Kabupaten yang bersangkutan,
Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal,

Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan lokal,

Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
lokal,

Izin reklamasi di1 wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendir1 (TUKS) di dalam
Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKP) pelabuhan pengumpan lokal,

Izin mendiritkan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter,

[zin usaha, 1ziIn pembangunan dan 1zin operast prasarana
perkeretaapian umum yang jarnngan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten,

Izin Insidentil,

Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi,

Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,

Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten,
Izin usaha produks: benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan,

Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan 1zin usaha toko
swalayan,

hh Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
/ ¢ pengecer dan penyual langsung minum ditempat,
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C PELAYANAN PERIZINAN DENGAN NON RAPAT DAN CEK LOKASI

Izin Prinsip Penanaman Modal,

Izin Usaha Penanaman Modal,

Izin Instalas: Listrik,

Izin Pesawat Tenaga dan Produksi/ diesel,
Izin Penyalur Petur,

Izin Pesawat Laft,

Izin Instalas1 Kebakaran,

Izin pesawat angkat dan angkut,

Izin Usaha Angkutan,

Tanda Daftar Usaha Panwisata,

Izin Usaha Hotel Non Bimntang,

Izin Usaha Hotel Bintang,

Izin Pondok Wisata,

Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen,
Jasa Agen Perjalanan Wisata,

Jasa Biro Perjalanan Wisata,

Jasa Pramuwisata,

Jasa Impresanat,

Jasa Informasi Wisata,

Jasa Konsultasi Panwisata,

Taman Rekreasi,

Gelanggang Renang/ Kolam Renang,
Kolam Pancing,

Gelanggang Permaranan dan Ketangkasan,
Rumah Bilyard,

Pant1 Pyat Tradisional,

Bioskop,

Atraksi Wisata,

Rumah Makan,

Karaoke,

Panti Mand: Uap,

Dunia Fantasa,

Pusat Seni dan Pameran,

Taman Satwa dan Pentas Satwa,
Fitness Centre,

Salon Kecantikan,

Mandala Wisata,

Cafe,

Bumi Perkemahan,

30 Rumah Kos,

Tanda Daftar Usaha Paniwisata Pada Kawasan Wisata Pantair Widun
Pemalang,

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW),
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

Izin Usaha Industn (I1UI),

Izin Pemakaman, A,
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Izin Krematorium,
Izin Unit Transfus:t Darah,
Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan,
Izin Usaha Mikio Obat Tradisional (UMOT;
1zin Pemakaian Alun - Alun,
Izin Pemakaian Taman Patth Sampun,
Izin pengumpulan sumbalgen daiam Daeran Kabupaten,
Izin Pengesahan dan registrast Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL),
Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan
dan/atau pemusnahan sampah imdustrn di rumah sakit, hotel dan
pabrik,
Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan
perkotaan dalam 1 {satu} Dacian Kabupatern
Izin usaha penyelenggaraan angs<utan penyeberangan sesuai dengan
domuisili badan usaha,
Izin usaha jasa terkait dengarn perawata.t daaa perbaikan kapal,
Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,
Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
Izin operast sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintas: batas dalam : (satuj Dasrah Kabupaten,
Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, 1zin operasi,
dan penetapan jalur kereta ap: khrusus vang jaringannya dalam Daerah
Kabupaten,
Izin usaha simpan pinjam untuk koperas: dengan wilayah keanggotaan
dalam Daerah Kabupsaten,
Izin pembukaan kantor cabang, cabsng pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam untuk kopc.as:. dengan wilayah keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten,
Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro,
Izin usaha pengecer (togo, retail sub disuributor) obat hewan,
Izin Usaha Toko Modern,
Izin Perluasan Usaha indust (IPUD) bagt sndustri kecil dan menengah,
Izin Usaha Kawasan Industi: (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan
Industn (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten,

‘\ BUPATI PEMALANG
\ /—/

. NAEDI

Paraf Ka_su Kabid | Sekdin | Kadin Sekda
Hirarki \z
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PERATURAN BUPATI PEMALANC

NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PAD NINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

BAGAN ALIR PELAYANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

SEKSI PENGENDALIAN

KETERANGAN

‘ START l

h 4

Pernyataan
Pengaduan
Surat Tertulis
Informas: Lisan
SMS
Website
Twitter
Aplikas: perizinan
online
e Halo bupati

® o o o ¢ O

Diselesaikan

Memagurmpulkan
Pengadaan

_____K}E’J\\/Selelm\

\T/Besar

Inve stigas

setempat

STOP

Informasi Ke
Media Masa

v

l STOP %

Pengaduan

rarat
Koordinast /BAP)
| SR ;_- e —

Analisis Akar
Penvebals
Pengadiuan

y
Tt dak Lapjut
Penanganan Pengaduan
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T
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\\\\Dunfor Mas:.Ka
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-

l Evaluas: Tindax Lanjut
L
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JUNAEDI
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADDA DINAF PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H LN

KABUPATENN PCMALANG

MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PRINSIP 3 S (SENYUM, SAPA DAN

SIMPATIK)
MELAYANI DENGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABLE

IEWUJUDKAN PELAYANAN ZZRC COMPLAIN
PELAYANAN PRIMA DENGAN 3 BUKA (BUKA MATA, BUKA TELINGA
DAN BUKA HATI)

-

" Boup ALANG
—_

“ ___.~JUNAEDI

Kasi Kabid ] Sekdin { Kadin Sekda
Paraf

(g k7 /y, "
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Kepada Yth
Lewat Yth
Dan
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Bapak Bupati Pemalang

Sekretarns Daerah Kabupaten Pemalan’g/ﬂ’ ,%/;,.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

\$ November 2017

180/ %37 { Hk

Segera

1 (satu) Berkas

Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI
Dilaporkan dengan hormat,

Telah dikoreks! Peraturan Bupatt Pemalang tentang Standar Pelayanan Publik
dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Periznan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Koreksi i1 sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk 1itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM

AUNUROFIQ, SH

KABUPA RMALANG SETDA KA \TEN PEMALANG

4

Pembina Utama Muda mbina Tingkat I
NIP 19600122 198702 1 001 NIP 19670510 199603 1 002
= nf g PARAF HIRARKI
Rt A Kasubag(
P PN ’%% ) 1@\1
2 e

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah
Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229
Website www Pemalangkab go 1d
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IZIN LINGKUNGAN

223

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penilalan dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

uhwh

7

Fotocopy KTP pemohon

Fotocopy IPR

Fotocopy Cetak Peta

Dokumen RKL-RPL/UKL-UPL/AMDAL)

Fotocopy Akte pendirian usaha dan/ atau kegiatan
yang sudah disahkan oleh Kemenhum & HAM (untuk
PT) atau dasar hukum pembentukan lembaga
pemerintah (untuk lembaga pemerintahan)

Profil usaha dan/atau kegiatan dengan 1sian

a Nama penanggung jawab

b Nama usaha

¢ Alamat

d Bidang usaha

Lokasi usaha

Sistem,
mekanisme dan

/prosedur

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkas:1 ke Back Office dan
menyerahkan beikas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Vernifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknus,

Undangan dikirim Via Kurnir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencctak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikas: GIS

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Vernfikas: dan pembubuhan paraf hirark:i 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK lzin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretaniat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesal d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan [zin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

10 han kenja setelah berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Lingkungan

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

(O )NNO I SNV VR

Ruang informasi dan pengaduan,

Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
' Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlhian

» Berpengalaman
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o Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran, Ketelitian
» Kerasama, Komunikatif
» Empati, Pengendahian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | |\t elayan: d h dan profesional

elayan1 dengan ramah, sopan, rofesional,
Kesclamatan 2 Mem}l,)erlkan gela} anan sesé)al SPP d:n SOP,
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:1 kegiatan pelayanan

/l' | yang telah diselenggarakan

/
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IZIN MEMBUKA TANAH

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),

2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa I Yang Berhak
atau Kuasanya Yang Sah,

3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Transmigrasi,

4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang,

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

6 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebyakan Nasional di1 Bidang Pertanahan,

7 Peraturan Meter1 Negara Agrana/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan,

8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
2 Tahun 2003 tentang Norma Dan Standar Mekanisme
Ketata laksanaan Kewenangan Pemerintah D1 Bidang
Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah
Kabupaten/ Kota,

9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan,

11 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

[

1  Mengist Formulir Permohonan,

2 Fotokop: KTP Pemohon,

3 Pertimbangan Teknis dar1 Kantor Pertanahan/ Tim
Teknis,

4 Peta Lokasi/Sket lokas: yang dibuat pemohon yang
diketahui semua saksi batas,

S Surat pernyataan belum pernah
mendapat/memperoleh 1zin membuka tanah bagi
pemohon terhadap tanah yang dimohon,
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Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak
ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan
bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang
tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
disertar tanda tangan dan/atau sidik jan ister1 dan
anak dar pihak pertama dan disaksikan oleh Kepala
Dusun dengan diketahui Kepala Desa,

Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang
dimohon,

Fotokopt STTS PBB,

Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi1 Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkazt,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi d1 aphikas1 GIS

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa1 di1 proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalui SMS Center,
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19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 7 harn kerja setelah berkas permohonan diterima secara
penyelesaian lengkap dan benar

5 | Biaya/tanif Gratus

6 | Produk Izin Membuka Tanah
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
o Sikap
> Kejyuran, Ketelitian
» Kerjasama, Komumnikatif
»> Empati, Pengendalian emosi
9 | Pengawasan > Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan

1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional,
I ! 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP,
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Keselamatan
Pelayanan

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi

14 | Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

f !

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan

/
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IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagailaman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam
penerbitan Izin Lokasi, penetapan lokasi dan i1zin
perubahan penggunaan tanah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penilalan dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Izin Perubahan Penggunaan
Tanah

Persyaratan

Surat Permohonan,

Foto kop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) Pemohon,

Foto kopi akta pendirian dan/ atau akta perubahan
serta akta pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM untuk Badan Hukum perseroan terbatas,

Foto kop: surat tanah atau bukti kepemilikan tanah,
Foto kop1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak
Bum: dan Bangunan (PBB) dan / atau bukt
pembayaran tahun berjalan atau terakhur,

Proposal yang menjelaskan uraian rencana
pemanfaatan tanah, kecuali untuk rumah tempat
tinggal,

Menyampatkan akta otentik yang dibuat dihadapan
notaris yang menerangkan hubngan hukum antara
pemohon dengan obyek tanah daam hal pemohon
bukan pemilik tanah, dalam bentuk
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Perjanjian sewa menyewa,

Perjanjian pinjam paka,

Pemasukan modal dalam perusahaan (inbering),
Perjanjian dalam bentuk lain,

Khusus untuk perluasan usaha, agar melampirkan
1zin yang telah tcrbit sebelumnya

o0 o

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknus,

Undangan dikirim Via Kurnir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak lzin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di1 aplikas: GIS

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagilan
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

Pengambilan 1zin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
l‘ penyelesaian

20

har1 kerja secjak berkas permohonan dinyatakan

lengkap dan benar
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S | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,

Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

> Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlhian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyjuran, Ketelitian
» Kerjasama, Komunikatif
» Empati, Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala seks:i yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional

a g , ,
Kesclamatan 2 Mem{)enkan ;elay anan ,SGSEm SPP d:n SOP,
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
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14

M

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
perkembangan dan mengevaluast kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas,

Keputusan Mentenn Perhubungan Nomor KM 66
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

10
11
12

13

14
15

16

Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp 6 000,
Fotokop1 akta pendinan/ perubahan perusahaan
yang telah disahkan,

Fotokopt KTP Penanggung Jawab/ Pengurus
Perusahaan,

Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar,

Fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang, apabila luas lahan
lebih dar1 1 (satu) hektar,

Fotokop: Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin
Lingkungan, apabila luas lahan lebih dar1 5 000 M2,
Fotokop: Izin Gangguan, apabila luas lahan lebih darn
5 000 M2,

Fotokopt SITU,

Fotokop: SIUP dan TDP,

Fotokop: IMB, apabila ada kegiatan pembangunan,
Fotokop: bukt1 kepemilikan lahan,

Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan
Menanggulangi Dampak Lingkung bermaterar Rp
6 000,-,

Penyataan Kesanggupan mengganti rugr kerusakan
dan atau kehilangan kenderaan selama di parkir
bermaterai Rp 6 000,-,

Penyataan kesediaan membayar Pajak Parkir,
Pernyataan Kesanggupan Mematuh:1 Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan bermaterar Rp
6 000,-,

Fotokop: STTS PBB,
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan onlhine,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemerksaan
berkas, jika sudah Jengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplhikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Perijinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di aplikasi GIS,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Pernjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikast dan permbubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplhikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaltn SMS Center,

Pengambilan 1zin oleh pemohon,

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14

hann kernja sejak permohonan dan persyaratan

diterima dengan benar dan lengkap

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
/ Pelayanan

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
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7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran,Ketelhitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | | o javani d h, sopan, dan professional

elayani dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Memt})’enkan ;)gela} anan sesfal SPP dalil SOP
’Pelay anan 3 Menyelenggarakan pioses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi




http://jdih.pemalangkab.go.id/

237

14 | Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

(

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten  Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahur perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah drubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Keputusan Menternn Perhubungan Nomor KM 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang D1 Jalan Dengan Kendaraan Umum,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

wWN -

Fotocopy 1zin Usaha Angkutan,

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,

Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuh
seluruh kewajiban sebagai pemegang 1zin trayek,
Surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor laik
jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda
Nomor Kendaraan sesuai domusili perusahaan dan
fotocopy buku uj1 kendaraan bermotor,

Surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon
menguasa: fasilitas penyimpanan/pool kendaraan
bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan
bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau penguasaan,

Surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon
memiliki atau bekerjasama dengan

Sistem, 1
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan betkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
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S5 Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di1 aplikast GIS,

8 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh
Kasi Perijinan,

9 Venfikas:t dan pembubuhan paraf hirark:i 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Vernfikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK 1Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

14 Sekretannat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan [zin oleh pemohon,

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon,

4 | Jangka waktu
penyelesaian

S han kerja setelah hasil verifikas: dinyatakan lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
Perdesaan Dan Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas: dan_;%ngaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

O U b WN =

8 | Kompetensi
Pelaksana
[

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada mstansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

e Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
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e Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Koimurikatif
» Empati,Pengendahian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) )

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditanganmi oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpman sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 { Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel 4 mah 0 d ¢ i

elayanit dengan ramah, sopan, dan professiona
Kesclamatan 2 Mem}l;erlkan gelayanan SGSIE)&I SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinenja melaksanakan rapat keyja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahul perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

/[(( pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENYELENGGARAAN TAKSI DAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU
YANG WILAYAH OPERASINYA BERADA DALAM DAERAH KABUPATEN ,

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan jalan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

u b w

akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan
terakhir,

bukti pengesahan sebagai badan hukum dan
Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Tanda Daftar Perusahaan,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,

surat keterangan domisili perusahaan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

memiliki dan/atau menguasal tempat penyimpanan
kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis
dan memiliki 1zin dan Pemerintah Daerah yang
ditunjukan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi
seluruh  kewajiban  sebagar  pemegang  1zin
penyelenggaraan angkutan tdak dalam ftrayek,
bermaterai dan ditandatangam pimpinan
perusahaan,dan

Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau
bekerjasama dengan pihak lain yang mampu
menyediakan fasithtas pemehharaan kendaraan
bermotor

fr

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,
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4 Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

5 Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkat,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknais,

7 Undangan dikirirm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berta
acara pemenksaan, mencetak Izin jitka disetuju dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di1 aplikasi GIS

11 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perijinan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplhkas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Baglan pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu

penyelesaian 14 har kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff -

6 | Produk Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan
Pelayanan Tertentu Yang Wilayah Operasinya Berada Dalam
Daerah Kabupaten

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer

4 Ruang tun
Fasihtas S Ruang peni%lllahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetenst e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
| » Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
/ » Mempunyai keahlian
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» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
o Sikap
» Kejujuran,Ketehitian
» Kerjasama,Komunikatif
> Empat,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan haran dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) .

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi1 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel 4 b d g ol

elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Memgerlkan §elayanan ses1§)a1 SPP dalil SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang

Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
elaksanaan mengetahu perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
YF{ pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI
DALAM DAERAH KABUPATEN DAN BEROPERASI PADA LINTAS
PELABUHAN DI DERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan D1 Peratran,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

DA WN -

memiliki akta pendinian perusahaan,

memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan,
memiliki penanggung jawab,

menempat: tempat usaha, baik berupa milik sendin
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
perusahaan dari instansi yang berwenang,

memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,
nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga,

memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik
laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage),

memuiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik
laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150
(seratus hma puluh) tenaga kuda (TK) dengan
tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage),

memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik
laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tuyjuh
puluh lima Gross Tonnage), atau

memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia
yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175
(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage),

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,
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3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,

5 Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknzs,

7 Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE /SMS,

8 Tmm Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujyui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di aplikast GIS

11 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi1 Peryinan,

12 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Verfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretarnat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa1 di proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

17 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja sejak diterima permohonan secara lengkap

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang
Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi
Pada Lintas Pelabuhan D1 Daerah Kabupaten

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

|

1 Ruang informas: dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
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8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Penzinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
> Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasat Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejyjuran,Ketelitan
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan  pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamimnan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 { Jaminan Dinas PMPTSP memilikt kode etik pelayanan
Keamanan dan | -\ 1 vani d h dan professional

elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Iljzlszlzin:ntan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Yy 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,

mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

r( pelayanan yang telah diselenggarakan
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68 IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT BAGI ORANG
PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG
BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DALAM DAERAH KABUPATEN

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

s w

Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan,

PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan,
Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KM 33 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

L

Persyaratan Administrasi

1

2
3

8

Surat permohonan bermeterai dar1 Pimpinan
Perusahaan,

Fotokopt Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan,
Fotokopt Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan
perusahaan dari pihak yang berwenang (untuk Jenis
PT disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,
untuk Koperast disahkan oleh 1nstans1 yang
berwenang),

Fotokop1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan
Fotokopt KTP Direktur Perusahaan atau Ketua
Koperasi,

Menempati tempat usaha baik berupa milik sendin
maupun sewa, yang dibukukan dengan Surat lzin
Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dari instansi yang berwenang (kepala
desa/kelurahan),

Memuliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga
ahh di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar
atau tehnis pelayaran niaga tingkat dasar,
Rekomendasi dar1 Adpel/Kakanpel setempat,

Persyaratan Teknis

1

Kapal Layar {KL) berbendera Indonesia yang laik laut
dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin,
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Kapal Layar motor (KLM) tradisional berbendera
Indonesia yang laik laut berukuran sd GT 500 (lima
ratus gross tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin
sebaga: penggerak utama dan motor sebagai tenaga
penggerak bantu, atau

Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut
berukuran paling kecil GT 7 (tujuh gross tonnage) serta
paling besar GT 35 (tiga puluh llma gross tonnage),
Yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat
ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masth
berlaku

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onlne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikinnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan benta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi1 di aplikas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kasi Peryinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Peryman,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplhkas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,
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18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon,

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon,

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan Lengkap
dan Benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang
Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan
Yang Beroperas: Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah
Kabupaten,

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

e OV A WN =

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayvanan prima
» Mengoperasikan Komputer
s Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendahian emost

9 | Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan

Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran. berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan
Pelayanan

Ll

Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

[
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13 | Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuair SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi

14 | Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

f!

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA
INDONESIA ATAU BADAN USAHA

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan D1 Perairan,

Peraturan Mentert Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2015 tentang Keselamatan Transportasi Sungai,
Danau dan Penyeberangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

w

memuiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon
yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu
tanda penduduk bagi warga negara Indonesia
perorangan,

memiliki nomor pokok wajib pajak,

memiliki penanggungjawab,

menempati tempat usaha, baik berupa milik sendin
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisihi
dar instansi yang berwenang, dan

pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1
(satu) umt kapal yang memenuhir persyaratan
kelaiklautan kapal,

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke

T
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petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknuis,

7 Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di1 aplikas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelavanan Peryinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu Maksimal 14 {empat belas) han kena terhitung sejak
penyelesaian berkas dinyatakan LENGKAP

S | Biaya/tanff Gratis
6 | Produk Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
Pelayanan Sesuai Dengan Domisili Orang Perorangan Warga Negara

Indonesia atau Badan Usaha

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi e Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Pernizinan

{ » Jabatan pada mmstansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
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¢ Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

> Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan  pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh
Pelayanan hat1 secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode euk pelayanan
Keamanan dan ! Mel d " d " al

elayani dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mem%enkan pelayanan sesgal SPP dgn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahul perkembangan dan mengevaluasi kegiatan

A ( pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK DALAM DAERAH KABUPATEN
YANG BERSANGKUTAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Dacrah,

Peraturan Pemernntah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan Di1 Perairan,

Peraturan Menter: Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2015 tentang Keselamatan Transportasi Sungai,
Danau dan Penyeberangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

WK~

sesual dengan rencana induk pelabuhan nasional,
adanya kebutuhan angkutan,

rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan
danau,

ketersediaan kapal sungair dan danau dengan
spesifikast teknis kapal sesuar fasilitas pelabuhan
pada trayek yang akan dilayani, dan

potensi perekonomian daerah

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, pka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasit ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposis: ke Kasi Perijinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE /SMS,
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8 Tim Tekmis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di1 aplikasi GIS

11 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh
Kasi Peryinan,

12 Verfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesair di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan lzin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan
Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah
Kabupaten Yang Bersangkutan

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

\

o | OOVUT A WN =

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
s Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyjuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi




http://jdih.pemalangkab.go.id/

256

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jamimnan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | -y ovant d h dan prof I

ayani dengan ramah, sopan, dan professiona
g:lsae;;r?;tan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kena setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahur perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
( , pelayanan yang telah diselenggarakan
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71 IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SESUAI
DENGAN DOMISILI BADAN USAHA

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Menter1 Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan,

Peraturan Menter: Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2015 tentang Keselamatan Transportas:t Sungai,
Danau dan Penyeberangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

O H WN

~J

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Fotocopy NPWP,

Fotocopy Akte Pendirian Badan usaha,

Rencana induk pelabuhan nasional,

Adanya kebutuhan angkutan,

Rencana dan/atau ketersediaan terminal
penyeberangan atau pelabuhan,

Ketersediaan kapal dengan spesifikas1 teknis kapal
sesua1r fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan
dilayan,

Potens: perekonomian daerah,

Analisis dan evaluas:1 tekms hntas pelabuhan sesua:
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Z‘r

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office meirouting aphkasi: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
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5 Vernfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyjinan dan
mendisposist ke Kasi1 Peryman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikas: GIS

8 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Perjinan,

9 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Sesua1 Dengan Domisili Badan Usaha

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

/’:

e |OVUTHh WN —

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Penzman

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
¢ Ketrampilan
» Menguasal Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejyyuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan

Penizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditanganmi oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jamman Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d h d fessional

elayan1 dengan ramah, sopan, dan profession
Kesclamatan 2 Memi’)enkan gelayanan SeSEl)dl SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluas1 Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu1l perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

/f‘ ( pelayanan yang telah diselenggarakan

f
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IZIN USAHA JASA
KAPAL

260

TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerabh,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Sistem, 1

mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jitka disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di1 aplikasi GIS

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perijjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Pernjinan,

10 Verifikasi1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK 1lzin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

f‘ 12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,
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13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

16 Pengambilan [zin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
dan benar

Biaya/tanff

Gratis

Produk
Pelayanan

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan D1 Pelabuhan
Pengumpan Lokal

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

Kompetensi
Pelaksana

o OV P WIN =

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesual bidang tugasnya

» Mempunya1 keahhan

» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap

» Kejuyjuran,Kete itian

» Kerjasama,Komunikatif

» Empati,Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

!

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kunr Undangan 2 Orang

S Pengelola pengaduan 1 Orang
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12 | Jamman
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan
Keamanan dan

Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan

Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

L

1
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Petayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan yang telah diselenggarakan

)
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73 [ZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN

LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan sebagaimana telah diuubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhan,

4 Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KM 55 Tahun
2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus,

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

/

Persyaratan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

1 Mengis1 Formulir Permohonan bermaterai Rp
6 000,-,

2 Fotokopt akta pendirian/ perubahan perusahaan

yang telah disahkan,

Fotokopr NPWP perusahaan,

Fotokop1 KTP penanggung jawab badan usaha,

Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar,

Fotokopt SITU,

Rekomendasi kesesuairan ruang/ Izin

Pemanfaatan Ruang,

8 Fotokop: Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL),

9 Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi,

NOoOos~ W

10 Rencana Induk Pelabuhan,

11 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Petunjuk Operasional, apabila dananya bersumber
dar1 APBA/APBK,

12 Perjanjian Konses: dar1 penyelenggara pelabuhan
apabila dananya bersumber dar1 Badan Usaha
Pelabuhan,

/ 13 Stud: Kelayakan teknis
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o hasil survey hidrooceanografi skala 1 1000
dan tofografi skala 1 1000 pada lokast
rencana pembangunan fasilitas pelabuhan,
kondis1 hidrooceanografi dan bathimetric
meliputi pasang surut arus, angin dan
gelombang dan,

o lay out fasilitas pelabuhan yang akan
dibangun

14 Desain teknis yang memuat

o kondis1 tanah (borlog/ stratigrafi dan
kondis1 wilayah gempa, dan

o desain knteria, spesifikasi tekmis (RKS),
gambar konstruks: meliput1 lay out/ tata
letak fasilitas pelabuhan dan rencana
penempatan fasilitas Sarana Bantu Nawvigasi
Pelayaran (SBNP), tampak, potongan, detil,
dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua)
ujung dermaga dan 1 (satu) titik d1 darat

15 Kelayakan Ekonom: dan Finansial,

16 Rekomendasi Dinas Teknis/ Tim Teknis,

17 Dokumen AMDAI/ UKL-UPL dan remendasi/
keputusan kelayakan/ 1zin lingkungan,

18 Fotokop:t STTS PBB,

19 Fotokop1 terdaftar sebagai perusahaan pembern
kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bag: Badan
Usaha berbadan hukum,

20 Kesediaan memfasilitas: Tim ke Lapangan, apabila
dibutuhkan,

Persyaratan Pengoperasian Pelabuhan

1 Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp

6 000,-,

2 Fotokop Izin Pembangunan Pelabuhan
Pengumpan Lokal,

3 Pembangunan pelabuhan telah selesa1
dilaksanakan,

4 Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan
keselamatan pelayanan,

S Tersedhanya fasilitas untuk menjamin kelancaran
arus penumpang dan barang,

6 Memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai
dengan jang telah ditetapkan dalam dokumen
hingkungan,

7 Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan,

8 Tersedianya sumber daya manusia di1 bidang teknis
pengoperasioan  pelabuhan  yang < memiliki
kualifikas1 dan kompetenst yang dibuktikan
dengan sertifikat,

9 Berita acara ujicoba sandar/ lepas dan olah gerak
kapal

10 Swurat pernyataan bertanggung jawab penuh atas

A’, pengoperasian pelabuhan atau terminal yang

bersangkutan,
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11

12
13

Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran dan
lingkungan hidup dan peraturan perundang-
undangan lainnya

Rekomendasi Dinas Perhubungan/ Tim Teknis,
Fotokopi 1zin Gangguan,

14 Fotokop1 STTS PBB,
15 Fotokopr terdaftar sebagar perusahaan pember1

kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan
Usaha berbadan hukum,

16 Kesediaan memfasilitas: Tin ke Lapangan, apabila

dibutuhkan,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16
17

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima  permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkauit,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokast di aplikast GIS

Vernifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
dan benar
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5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan
Pelayanan Pengumpan Lokal

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 2 gomputer dan Printer

uang tung
Fasihtas ) Ruang pen?g%?ahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunya: keahlian
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejuyjuran,Ketelitan
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emos1

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan haran dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

> Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d h d fe al

elayan1 dengan ramah, sopan, dan profession
gee: ;ﬁaarfan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
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4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggl

14

f

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
pelayanan vang telah diselenggarakan
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IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABHAN SUNGAI DAN

DANAU

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhan sebagaimana telah dmubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhan,

4 Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KM 55 Tahun

2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus,

5 Peraturan Menter: Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Persyaratan Pembangunan Pelabuhan

1 Mengist Formulir Permohonan bermaterar Rp
6 000,-,

2 Fotokopt akta pendirian/ perubahan perusahaan

yang telah disahkan,

Fotokopr NPWP perusahaan,

Fotokop1 KTP penanggung jawab badan usaha,

Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar,

Fotokop1 SITU,

Rekomendasi kesesuairan ruang/ Izin

Pemanfaatan Ruang,

8 Fotokop: Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL),

9 Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi,

10 Rencana Induk Pelabuhan,

11 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Petunjuk Operasional, apabila dananya bersumber
dar1 APBA/APBK,

12 Perjanjizan Konsest dari penyelenggara
pelabuhan apabila dananya bersumber dan Badan
Usaha Pelabuhan,

13 Studi Kelayakan teknis

NOoO bW
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14

15
16
17

18
19

20

o hasil survey hidrooceanografi skala 1 1000
dan tofografi skala 1 1000 pada lokasi
rencana pembangunan fasilitas pelabuhan,
kondist hidrooceanografi dan bathimetric
meliputi pasang surut arus, angin dan
gelombang dan,

o lay out fasiitas pelabuhan yang akan
dibangun

Desain teknis yvang memuat

o kondisi tanah (borlog/ stratigrafij dan
kondis1 wilayah gempa, dan

o desain kriteria, spesifikasi teknmis (RKS),
gambar konstruks: meliputi lay out/ tata
letak fasilitas pelabuhan dan rencana
penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran (SBNP), tampak, potongan, detil,
dan koordinat geografis mimimal pada 2 (dua)
ujung dermaga dan 1 (satu) titik di1 darat

Kelayakan Ekonom: dan Finansial,

Rekomendasi Dinas Teknis/ Tim Teknis,

Dokumen AMDAl/ UKL-UPL dan remendasi/
keputusan kelayakan/ 1zin hingkungan,

Fotokop1 STTS PBB,

Fotokop:r terdaftar sebagai perusahaan pembert
kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan
Usaha berbadan hukum,

Kesediaan memfasilitas: Tim ke Lapangan, apabila
dibutuhkan,

Persyaratan Pengoperasian Pelabuhan

1

2

10

Mengis1 Formulir Permohonan bermaterai Rp
6 000,-,

Fotokop: Izin Pembangunan Pelabuhan
Pengumpan Lokal,

Pembangunan pelabuhan telah selesail
dilaksanakan,

Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan
keselamatan pelayanan,

Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran
arus penumpang dan barang,

Memliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen
lingkungan,

Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan,
Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis
pengoperastoan pelabuhan yang  memiliki
kualifikasi dan kompetenst yang dibuktikan
dengan sertifikat,

Berita acara ujicoba sandar/ lepas dan olah gerak
kapal

Surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas
pengoperasian pelabuhan atau terminal yang
bersangkutan,




http://jdih.pemalangkab.go.id/

270

11

12

Surat pernyataan kesediaan mematuh1 peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran dan
hngkungan hidup dan peraturan perundang-
undangan lainnya

Rekomendasi Dinas Perhubungan/ Tim Teknis,

13 Fotokopi 1zin Gangguan,
14 Fotokop: STTS PBB,
15 Fotokopr terdaftar sebagai perusahaan pemben

kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan
Usaha berbadan hukum,

16 Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila

dibutuhkan,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16
17

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onlne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menertma permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposis1 ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menanganm perizinan
terkauit,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin pka disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretarnat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar d1 proses dan mengentry di Aplhkasi E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan Lengkap
dan benar

H
/
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5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan
Pelayanan Pengumpan Lokal

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu
Fasiitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangant oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 { Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hat1i secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: d ah an, d fi al

elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Kesclamatan 2 Mem}‘;erlkan ﬁelayanan sesgal SPP drfn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
| mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi
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14 | Evaluasi Kepala Dmnas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja settap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan
[
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IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN

LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhan,

4 Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KM 55 Tahun
2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus,

S Peraturan Menter1 Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 Mengis: Formulir Permohonan bermaterai Rp 6 000,-,
Fotokop: akta pendirian/ perubahan perusahaan yang
telah disahkan,

Fotokopi NPWP perusahaan,

Fotokop1 KTP penanggung jawab badan usaha,

Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar,

Fotokop: SITU,

Badan usaha berbentuk BUMN/ BUMD/ Perseroan

Terbatas yang khusus didinkan di bidang pelabuhan,

Memliki modal disetor sesuai ketentuan,

Laporan Keuangan Perusahaan minmimal 1 (satu) tahun

terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar,

10 Proposal rencana kegiatan kepelabuhan,

11 Menguasar atau mengoperasikan sarana dan
prasarana di: pelabuhan antara lain lahan dan
peralatan,

12 Bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) orang pegawai
tetap bersertifikat yang diterbitkan oleh intansi
pemerintah/ perguruan tingg: di bidang pelayaran

13 Keterangan  pengalaman  melakukan  kegiatan
penyediaan jasa dan atau jasa terkait kepelabuhan,

NOoO g~ w N

O
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14 Rekomendasi Dinas yang membidang: perhubungan/
Tim Teknis,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

2 Pemerniksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permochonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monttoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aphkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Perjjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkaut,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikast GIS

8 Vernfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

9 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesair di1 proses dan mengentry di Aplhkas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu1r SMS Center,

16 Pengambilan [zin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan
Pengumpan Lokal

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
I Fasilitas

1 Ruang informas: dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas
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6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

Kompetensi
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai1 keahhan
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasail Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
» Sikap
» Kejuyuran,Ketelitian
» Kerjasama,komunikatif
> Empati,Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi
kelancaran
Perizinan
tersedia)

yang bersangkutan mengawasi

proses  pelaksanaan pelayanan

sarana prasarana dan yang
d SDM

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurnir Undangan 2 Orang

5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13

Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP memuliki kode etik pelayanan

1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelavanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mntegritas yang tinggi

pelayanan yang

14

Evaluasi
Kinena
Pelaksanaan

[

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahul perkembangan dan mengevaluas: keglatan
pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN

LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

11

12

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran,

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 Tentang
Undang-Undang Pokok Agrania,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
Tentang Pelabuhan,

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2010 Tentang
Kenavigasian,

Peraturan Menter1 Perhubungan Nomor KM 54
Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhan,

Keputusan Mentern Perhubungan Nomor KM 55
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus,
Peraturan Menter1 Perhubungan Nomor PM 51
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Stud: Kelayakan (Dokumen Kelayakan), yang harus
memuat Kelayakan Teknis dan Kelayakan Ekonomis
dan finansial,

Desain Teknis (Dokumen Desain), yang paling sedikit
harus memuat

a Kondisi tanah

b Konstruksi

¢ Kondist hidrooceanografi

d Topografi




IEE—
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e penempatan dan konstruksi Sarana Bantu
Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam
pelabuhan serta tata letak dan kapasitas
peralatan di pelabuhan

3 Dokumen Lingkungan/AMDAL,
4 Rencana Induk Kepelabuhan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menermma permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,

5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE /SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuyjur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikasi GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Perjjinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesair di proses dan mengentry di1 Aphikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
berkas dinyatakan lengkap dan benar
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5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan
Pelayanan Pengumpan Lokal

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu
Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi s Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunvai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejpyuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pympinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | 1 layani d ah dan professional

elayani dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mems{)erlkan gelayanan SCSE&I SPP d.’fn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
' mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
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14 | Evaluasi Kepala Dmas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahul perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
L pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN

PENGUMPAN LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diwubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhan,

Keputusan Mentert Perhubungan Nomor KM 55 Tahun
2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus,
Peraturan Menter: Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs! dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

9

Mengist Formulir Permohonan bermaterai Rp 6 000,-

Fotokop1 Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
Lokal,

Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan,
Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan
keselamatan pelayanan,

Tersedianya fasiitas untuk menjamin kelancaran
arus penumpang dan barang,

Memilikt sistem pengelolaan lhingkungan sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen
lingkungan,

Memuilikt sistem dan prosedur pelayanan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan,
Tersedianya sumber daya manusia di1 bidang teknis
pengoperasioan pelabuhan yang memuliki kualifikasi
dan kompetens: yang dibuktikan dengan sertifikat,
Berita acara ujicoba sandar/ lepas dan olah gerak
kapal

10 Surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas

pengoperasian pelabuhan atau terminal yang
bersangkutan,
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11 Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran dan
lingkungan hidup dan peraturan perundang-
undangan lainnya

12 Rekomendasi Dinas Perhubungan/ Tim Teknus,

13 Fotokopi 1zin Gangguan,

14 Fotokop: STTS PBB,

15 Fotokopi terdaftar sebagan perusahaan pemben kerja
dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha
berbadan hukum,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

5 Venfikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjmnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknuis,

7 Undangan dikinm Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Tekms melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemerniksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1r dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aphikas: GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perymnan,

12 Vernifikas:i dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa: di proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

\ 19 Pengambilan Izin oleh pemohon
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20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
4 |Jangka waktu | Maksimal 14 (empat belas) han kerja terhitung sejak
penyelesaian berkas dinyatakan LENGKAP
5 | Biaya/tanff Gratis
6 | Produk Izin Pengelolaan Termunal Untuk Kepentingan Sendin
Pelayanan (TUKS) D1 Dalam Daerah Lmmgkungan Kena
(DLKR)/Daerah  Lingkungan Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan Lokal
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 gomputer dan Printer
4 Ruang tun
Fasilitas S Ruang peni%?ahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesual bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
» Sikap
» Kejyjuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan haran dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) L
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangami oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
13 | Jamman Dinas PMPTSP memihki kode etik pelayanan
Keamanan dan
1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
/‘ ’ 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
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Keselamatan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas vang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu1 perkembangan dan mengevaluasi kegiatan

pelayanan vang telah diselenggarakan
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IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dmubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah,

Peraturan Menter1 Perhubungan Nomor 52 Tahun
2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan
Menter: Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

N

OO~ dW

10
11

12

13

14

15

16

Mengisi Formulir Permohonan bermatera: Rp 6 000,-

Fotokopr akta pendiman/ perubahan perusahaan
yang telah disahkan,

Fotokopi NPWP perusahaan,

Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha,

Pas Photo ukuran 3x4 = 3 lembar,

Fotokop1 SITU,

Fotokop: Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi,
Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan,
Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan
untuk kepentingan pembangunan dan atau
pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ Sungai
dan Danau,

Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk,
Peta pengukuran kedalaman awal (predredge
sounding) dan lokasi yang dikerjakan,

Hasil penyelidikan tanah yang akan dikeruk untuk
mengetahui jenis dan struktur tanah,

Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah
buang,

Peta situast lokas: dan tempat pembuangan yang
telah disetujui otoritas pelabuhan, yang dilengkap:
koordinat geogralfis

Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan
dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang
memiliki 1zin usaha serta mempunyair kemampuan
dan kompetenst untuk melakukan pengerukan,
Rekomendast syahbandar setempat dan kantor
distrik navigas: setempat,
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17
18
19
20

21

22

23
24

Stud: Kelayakan,

Hasil studi lingkungan,

Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan,
Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun
terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Terdaftar,

Referenst Bank Nasional dan Bank Swasta Nasional
yang memiliki aset paling sedikit Rp 50 Trilyun,
Memuiliki Modal disetor sesuai peraturan perundang-
undangan,

Fotokop1 [zin Gangguan,

Kesediaan memfasilitasit Tim ke Lapangan, apabila
dibutuhkan,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan onhne,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyjinan dan
mendisposis:t ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE /SMS,

Tim Tekmis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikas1 GIS

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikasi1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa1 di proses dan mengentry di Aplhikas: E-
Dok,

Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,
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18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 |Jangka waktu | 30 han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap
penyelesaian dan benar

S | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Perairan
Pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu
Fasiitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasal Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran,Ketelitan
» Kernjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

| ras/suku/ agama/golongan
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13 | Jamimnan Dinas PMPTSP memuliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d amah d fessional
elayani dengan ramah, sopan, dan profe
Keselamatan 2 Mem}l’)enkan gelayanan SCSIIjal SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahur perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
/ | pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN

LOKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
Tentang Reklamasi D1 Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil,

Peraturan Menter1 Kelautan Dan Perikanan Nomor
17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
D1 Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentert Kelautan Dan
Peritkanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter1 Kelautan Dan
Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang
Perizinan Reklamasi D1 Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil,

Peraturan Mentenn Perhubungan Nomor 52 Tahun
2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan
Menter1 Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Pengerukan dan Reklamas;t,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1zin lokasi,
Izin pelaksanaan reklamasi,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

|

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasit ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
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5 Venfikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikinnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemenksaan, mencetak Izin jika disetuyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak lzin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikas1 GIS

11 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Vernfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarniat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membernitahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

2 tahun han kerja terhitung sejak berkas dinyatakan
lengkap dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Reklamasi D1  Wilayah Perairan Pelabuhan
Pengumpan Lokal

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

o VT D WK

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

e Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
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» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | -y 1o vani d h dan professional

elayani: dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mem}l:’)erlkan gelayanan SGSLE)al SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
S Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg:

14 | Evaluast Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinena melaksanakan rapat kerja seuap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahur perkembangan dan mengevaluasi kegiatan

A 1 pelayanan yang telah diselenggarakan

|
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IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
DI DALAM DAERAH LINGKUNCAN KERJA 'DLWR)/DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

~l

URAIAN
Undang—i}r_ldang' Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran,
Undaiz2-Undang Nomc~ 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Ur dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan nec .a Atas Jndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermntahan Daerah,

Peratu -an Porrorontih Nomer 61 Tahun 2009 tentang
Kepelaosuhan sechags manna telah dmbah dengan
Peraturan Pemesintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan #at3s Perat.can Pemerintan Nomor 61
Tahun 2009 tentang KLepeiabuhan,

Peraturan Menter1 Pernubungan Nomor PM 51 Tahun
2011 tentarg Termial Khusus dan Terminal untuk
Kepentingan Sendirt sebagaimana telah diubah
dengar Peraturan Menrter: Perhubungan Nomor PM 73
Tahun 2014 t¢ntang Perubahan Atas Peraturan
Menter1 Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011
tentanyg Tetirunal Xhusus dan Terminal untuk
Kepentingar Se¢nairi,

Keputusan Menten Perhubungan Nomor KM 55 Tahun
2002 tertang Pergeleiran Pelabuhan Khusus,
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,
Peraturan Dacrah habupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Peranglat Daerah Kabiparen Pemalang,

Perataran Buzati Perialang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungst can Tae Ketia Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Zintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentaa Pelayanca Perz-nan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

!

2

w

O 0o~ b

Perjanjan  kerjasama  dengan  penyelenggara
pelabdhan,

Fotokop:t akta pendirian/ perubahan perusahaan
yang -clah disat kzn

Fotokopt NPWP perusanaan,

Fotokop: KTP penanggung jawab badan usaha,

Pas pnoio Ja«<uran 3> 4+ = 3 lembar,

Fotokop: SITU,

Gambar tata ictak TUKS cengan skala yang memadai,

10 Gambar konstruks: dermaga,

11 Kooicinat weograf.s TURS
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12 Studi Kelayakan
a readana (>.ume ootgkar muat bahan baku,
peralatan penunjang dan hasil produksi,
b rerncana frekuaen< ki angan kapal, dan
c aspek excnicmt yang berist efisienst membangun

TUKS,
13 Dokumien Lingkungai,
14 Rekomendasiy Keputusan Kelayakan/ Izin
Lingkungan,

15 Bukt: pzngiassan lahan,

16 Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun
terakhu dar Ak intan Publik Terdaftar,

17 Refe-tv1is Bank Nasicnzi dan Bank Swasta Nasional
yvang memilikt aset paling sedikit Rp 50 Trilyun,

18 Proposc] TUKS,

19 Rekorzenndast dart Svakbandar setempat,

20 Fotokopr 1zin Gangguan,

21 Fotokzory St 'S #3R ~hanvon Perusahaan,

22 Kesediaan memiasilitast Tim ke Lapangan, apabila
dibutuhkan,

3 | Sistem,
mekanisme dar
prosedur

(‘r

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalin perizmen online |

2 Pemeniksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda buktu pendaftaran dan lembar
momitou,sag vich Frune Gilce,

3 Jika pendaitaran onuane dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surst permohoien  lan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitorng oleh Front Office,

4 Front Olfice merouating aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

5 Vertf'ka-1Berka< Ol K=h d Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke kas! Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terka i

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tun Teknis,

7 Undang.n ¢ .. Vi hutir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeniksaanr

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pem:z ik saan me.x 2tak lzin jika disetujur dan
membuat surat penoiakar jika tidak disetujus,

10 mencetak [zin o:eh Petugas Back Office dan mengetry
lokas' d aplkas: GIS

11 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Perjjinan

12 Verifisast dan pemoabuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijnan,

13 Verfikas1 42 ~emhribuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSF,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMFTS
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15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretarniat mengarsip berkas permohonan yang
telab selest &' nrosss d2» mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretanat
pengamialan,

18 Bagian pengamouan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengarmkidan 1711 2ieh pemohon

20 bagian pengambilan mercuting 1zin ke Pemohon

menyerahkan SK 1zin ke bagian

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 har kera terk:iting <ejak herkas dinyatakan lengkap

dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

© | Produk
Pelayanan

Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) I» Dalem IDserah  Lingkungan Kera
(DLKR)/Daerah  Lingkungan  Kepentingan (DLKP)
Pelabuhar Pengimpa~ Lrkel

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informast dan pengaduan

Tempat pendaftaran perkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan datas berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

e |ONUT D W) =

Pengetahuan
Untuk anggota T:m Peiayanan Penizinan

» Jabatan pada instansinva
» Pena dikAan sosuar oGang tugasnya
» Mempunval keahlian
» Berpengalaman

e Ketrau.pilan
» Menguasai Tekmuk pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap

’ ‘Pelaksana

> Kejuyuran,Ketehtian
» Kernjesana Komuingand
» Empati,Pengendalian ercosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan =cpada kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kenala seks: vang bersangkutan mengawasi
kelarncatan  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tezsod.a) . i
10 | Penanganan Setiap laporar./saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuu p.-csinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang

2 Pengelola informas: 1 Orang
3 Pengoian daia 7 Orang,
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4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelcia pengaciaii 1 Orang
12 } Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati sccara cepat dan opat tanpa mcembedakan
ras/suku/ agama/golongan
13 | Jamman Dinas PMPTSP mie milik. kode cetik pelayanan
Keamanan dan
Keselamata. 1 Melayani dengan tamah, sopan, dan professional
2 Membernikan pelayaran scsuar SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksainaken .gas dongan penuh tanggung jawab
dan integ itas yang tinggt
14 | Evaluasi Kepala  Dmmas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanzkan 1avat «er,a  settap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu: perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan veny telaa discle agzarakan
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IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS
LANDAS HELIKOPTER

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubzhan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestanan Lingkungan Hidup
Bandar Udara,

Peraturan Menteni Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sip1l Bagian 139 tentang Bandar Udara,

Peraturan Direktur Jenderal Penerbangan Udara
Nomor SKEP/100/VI/2010 tentang tentang Petunjuk
dan Tatacara Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan
Pengoperasian Tempat Pendaratan Dan Lepas
Landas Helikopter,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupatu Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat1 Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

UL W =

~N O

Fotokop: KTP,
Fotocopy NPWP
Fotocopy akte pendinan perusahaan,

bukti kepemiiikan dan/atau penguasaan lahan,
rekomendas1 yang diberikan oleh instansi terkait
terhadap utiitas dan  aksesibiitas dalam
penyelenggaraan Banda: Udara,

bukt: penetapan lokas: Bandar Udara,

rancangan tekmik terincit fasiitas pokok Bandar
Udara, dan

kelestarnan ingkungan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

l

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu: perizinan online,

Pemernksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jpka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
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menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring coleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Perijjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurnir/Email/TNDE/SMS,

Tim Tekms melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat sural penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokast di aplikast GIS

11 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Kas: Peryjinan,

12 Vernifikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Perjinan,

13 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

16 Sekretariar mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian peagambilan membentahukan ke pemohon

melalu: SMS Center,

19 Pengambilan lzn oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

30 han kenja sejak diterimanya permohonan secara
lengkap dan benar

S5 | Biaya/tarniff

Gratis

Pelaksana

6 | Produk Izin Mendirtkan Bangunan Tempat Pendaratan Dan
Pelayanan Lepas Landas Helikopter
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
4 Ruang tunggu
Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penverahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansmya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
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» Mempunval keahhan
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasail Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran.Ketelitian
» Kenjasama Komunikanf
» Empati,Pengendalian ¢ mosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepaia DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam:1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengclah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamman Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | | 11 vani d ah, sopan, dan professional

elayani dengan ramah, sopan, profession
Keselamatan 2 Memberikan pelavanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyeienggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang ringgi

14 | Evaluas1 Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan

/ \ pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN DAN [ZIN OPERASI PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perke¢retaapian,

2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretazapian,

3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

4 Peraturan Bupau Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Izin Usaha

akte pendinian badan hukum Indonesia,

fotokopi Nomor Pokok Wajb Pajak,

surat keterangan domusili perusahaan,

rencana kerja,

kemampuan keuangan,

surat penetapan sebaga: penyelenggara prasarana

perkeretaapian umum,

perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian,

dan

8 sumber daya manusia,

9 perencaznaan tekmnis,

10 analists mengenar dampak hngkungan hidup atau
UKL dan UPL

11 pengadaan tanah,

NP WN =~

)

Izin pembangunan
1 rancang bangun vang dibuat berdasarkan
perhitungan
gambar tekmnus,
data lapangan,
jadwal pelaksanaan,
spesifikasi teknis,
analisis mengena: dampak hngkungan hidup atau
UKL dan UPL
metode pelaksanaan,
1zin mendirnkan bangunan,
1zn lain  sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan
10 telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) persen dan total tanah yang dibutuhkan

U W

O ® N
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1

Izin Oper(iél

prasarana perkeretaapian yang telah dibangun telah
sesuair dengan persyaratan kelatkan teknis dan
operasional prasarana perxeretaapian dan telah lulus
uj1 pertama

a ujn rancang bangunan, dan

b upn fungst,

memiliki  sistemm  dan prosedur pengoperasian
prasarana perkeretaapian

tersedianya petugas atau tenaga perawatan,
pemeriksaan, dan pe.agoperasian prasarana
perkerctaapian vang memiliki sertifikat kecakapan,
dan

memiliki  peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaap:an

3 | Sistem,

prosedur

mekanisme dan

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu: perizinan online,

Pemernksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onlne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
moratoring olch Front Office,

Front Office mcrouting aphkas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Venfikasi Berkas Olen kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kas: Peryjjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tun Teknis,

Undangan dikirim Via hurir/Email /TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuyjur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokast di aphikast GIS

11 Vernifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Kas: Peryiman,

12 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Penymman

13 Verifikasi dan pembububan paraf hirark: 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK lzin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomotan dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariar,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,
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17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan lzin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 30 han kerja setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap
penyelesaian dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi
Pelayanan Prasarana Perkeretaap'an Umum Yang Jaringan

Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu
Fasiitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penverahan dokumen/ Front office
8 | Kompetenst e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mnstansinva
» Pendidikan sesua: bidang tugasnya
» Mempunvai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Tekn.k pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendahan emost

9 | Pengawasan » Pelaksana member:kan laporan harian dan laporan

Internal bulsnan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola nformas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamman Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

/ ras/suku/ agama/golongan
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13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
foamanan dan |,y ravao d h dan professional
elavan1 dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Memberikan }t%elayanan semfa_l SPP dalil SOP
Pelayanan 3 Menyeclenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyamarn, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja settap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahul perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
, 1 pelayanan yang telah diselenggarakan
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83 IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN
JALURNYA MELINTAS BATAS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkerctaapian,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Peme rintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggeraan Perkeretaapian,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah habupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs! dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

prasarana perkeretaapian vang telah dibangun telah
sesuair dengan persyaratan kelaitkan teknis dan
operasonal prasarana perkeretaapian dan telah lulus
uj pertama

a uji rancang bangunan, dan

b uj fungs,,

memiliki  sistem  dan  prosedur pengoperasian
prasarana perkeretaapian,

tersedianya petugas atau tenaga perawatan,
pemeriksaan, dan peagoperasian prasarana
perkerctaapian yang memihki sertifikat kecakapan,
dan

memihiki  peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaap.an

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

!

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu: perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menernma permohonan dan mencetak lembar
montitoring oleh Front Office,

Front Office merouung aphkas: ke Back Office dan
menyec1ahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
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5 Verifikas1 Berkas Oleh Kab:d Pelayanan Perjinan dan

mendisposist k¢ Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menanganmi perizinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas

permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office,
8 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kas: Peryjjman

9 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Perjinan,

10 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dmas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bag.an pengambilan memberntahukan ke pemohon

melalui SMS Center,

16 Pengambilan lzin oleh pemohon
17 bagian pengarabilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

30 har kerja setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

I‘Delaksana

6 | Produk Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan
Pelayanan Jalurnya Melintas Batas Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3. Komputer dan Printer
4 Ruang tunggu
Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunya: keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Kornputer

Sikap

» Kejuyjuran,Kerehtuan

» Kenasama,Komunikatif

» Empat,Pengendalhian emosi
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9 | Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

> Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan

Setiap laporan/saran/ pe}léaduan dibukukan dan

Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola mformas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangar 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13 | Jaminan
Keamanan dan

Dinas PMPTSP memiiki kode etik pelayanan

Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional

Y(

1
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai1 SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggaraken proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptaxan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan mdah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan itegntas yang tingg:
14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja settap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahut perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan vang telah diselenggarakan

/
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IZIN PENGADAAN ATAU PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS,
IZIN OPERASI DAN PENETAPAN JALUR KERETA API KHUSUS YANG
JARINGANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah se¢bagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemermtahk Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahur 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayvanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

ersyaratan

l

Persyaratan pembangunan

NOUhA,WN -

O

Rekomendasi dart Menter: dan Gubernur,

akte pendirian badan usaha,

nomor pokok wajib pajak,

1ZIn usaha,

surat keterangan domisili perusahaan,

peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus,

kajlan kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian
khusus dan usaha pokoknya,

perencanaan tekunis,

analisis mengenat dampak hngkungan hidup atau UKL
dan UPL, dan

10 pengadaan tanah

Persyaratan operasional

1

pembangunan prasarana dan pengadaan sarana
perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai
dengan persyaratan kelaskan dan telah lulus up
pertama yaitu uj: rancangan bangunan dan ujn fungsi,
memiliki  sistem dan prosedur pengoperasian,
pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana
perke retaap.an khusus,

tersedianya petugas piasarana dan awak sarana,
tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana
dan satana perkeretaapian khusus yang memiliki
sertifikat kecakapan
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda hukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Oifice,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, pka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
momtoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aphkas: ke Back Office dan
meny erahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,

5 Venfikasi Berkas Oleh Kalid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasl Peryman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam pernizinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan wzin, mencetak Izin pka disetuyyur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

7 mencetak lzin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aphikas1 GIS

8 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Perginan,

9 Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Vernif.kasit dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat

13 Sekretanat mcngarsip herkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan {zin oleh pemohon

17 bagian pengambilan mecrouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

30 harn kerja setelah hasil verifikas: dinyatakan lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha, lzin Pembangunan dan lzin Operast
Prasarana Perker¢taapian Umum Yang Jaringan
Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

7 Sarana,
Prasarana,
dan/atau

Fasﬂlt;i
{

1 Ruang informasi dan pengaduan

2 Tempal pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Prninter

4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempal penverahan dokumen/ Front office

/
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Kompetens:
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
¢ Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujuran,Ketelitian
Kerjasama,Komunikatif
Empan,Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

VIVVYV

Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

Kepala seksi
kelancaran
Perizinan
tersecia)

A%

vang bersangkutan mengawasi
proses  pelaksanaan  pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditanganmi oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjut: pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurir Undangan 2 Orang

S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersih, dan indah

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

pelayanan yang

14

Evaluasi
Kinerja

Pelaksana37 \

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahu1l perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

[




http://jdih.pemalangkab.go.id/

85 IZIN INSIDENTIL

308

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermntahan Daerah sebagaimana telah dmubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,
Keputusan Mentert Perhubungan Nomor KM 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang D1 Jalan Dengan Kendaraan Umum,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Permbentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupan Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupaii Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Fotocopy Izin Trayek /Kartu Pengawasan,

Fotocopy surat tanda kendaraan yang masith berlaku,
Fotocopy buku uj kendaraan bermotor yang masih
berlaku,

Fotocopy buku jasa raharja yang maish berlaku,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur (

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitorig oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office meroutuing aphkas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Vernfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposist ke Kasi Perjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office vang menangam perzinan
terkait

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirinm Via Kurir/Email/TNDE /SMS,
Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemenksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemerntksaan, mencetak Izin jika disetujun dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,
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10 mencetak Izin olch Petugas Back Office dan mengetry

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

lokas: d1 aphkas: GIS

Verifikasi can pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Penjinan,

Venifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMFTSP

Penandatanganan SK lzin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan

Bagian pe¢ngambilan membentahukan ke pemohon
melalut SMS Center,

Pengambiian Jzin oleh pemohon

bagian pengambiian merouung 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5

han kenja setelah hasil verifikas: dinyatakan lengkap

dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Insidentil

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang nformas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

e [N A WN =

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya

» Pend'dikan sesuai brlang rugasnya
» Mempunyal keahlian

» Berpengalaman

Ketramptian
» Menguasal Tekn.k pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran Keteittian
» Kenjasama komunikat:f
> Empat;,Pengendalian emost

9 | Pengawasan
Internal !

» Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
bulanan xepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)
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10 | Penanganan Setiap 1aporajf Jsaran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani  oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpiman sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 { Jumlah 1 Petugas pendafargﬁt:;kzg pemroses] Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
S _Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
13 | Jamman Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan professional
’ X a , § ,
g:lsae ;:ae;tan 2 Mem)benkan ;c lavanan sebgal SPP delx)n SOP
3 Menyeienggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4 Menciptakan s.Jaasana tempat pelayanan yang
nyaman bersth, dan mndah
5 Melaksarakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mntegritas vang tinggi
14 | Evaluasi Kepala  Dmnas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahur perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
/ ' pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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86 IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH
KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

"~ URAIAN

Dasar Hukum

Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah drubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Mentert Koperast dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 15/PER,/M KUKM/IX/2015 tentang
Usaha Sunpan Pinjam koperasi,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

HWN =

O 0o~

Fotocopy Anggaran Dasar (AD) Koperasi,

Neraca awal,

Susunan pengurus,

Surat pernyataan pengurus tentang modal setor pada
koperas: simpan pinjam dan tidak menghimpun dana
masyarakar/non anggota koperasi,

Surat pernyataan pengawas dan pengurus tentang
tidak merangkap jabatan anggota pengawas dan
pengurus pada koperast lain yang sejems, tidak
pernah dihukum dan tidak melaksanakan kegiatan
usaha sector riil,

Fotocopy NPWP,

Fotocopy SIUP dan TDP,

Daftar sarana dan prasarana,

Daftar Riwavat Hidup masing-masing pengawas dan
pengurus,

10 RAT,

Sistem,
mekanmisme dan
prosedur !

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalut perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, pka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Oiffice,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
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Verifikasi Berkas Oleh Katid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposis1 ke Kasi Pclavanan yang diteruskan ke
petugas Back Oifice yang menangani pernzinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin pka disetyyjur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak 1zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Pelayanan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Pernjnan,

10 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesar di proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan membertahukan ke pemohon

melalu: SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian penigambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah verifikast data lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Simpan Pmjam Untuk _i{opera81 dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten,

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan penéaduan,

Tempat pendafta: an berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat penyverahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi

Pelaksana ‘

o OV U1 & W N =

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada mstansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prnima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

> Kejujuran, Ketelitian

» Kenjasama, Komunikatf

» Empau, Pengendalian emosi
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: vang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh perugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi | Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamman Petugas pada DPMPTSP me}-a&am dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profestonal
IP{SIT ;:;ltan 2 Mem{’)enkan gelavanan sesuai SPP d:n SOP,

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan

/ ‘ yang telah diselenggarakan

[
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87 1ZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR
KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH
KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,

Peraturan Mentenn Koperasi dan Usaha Kecill Dan
Menengah Nomor 15/PER/M KUKM/IX/2015 tentang
Usaha Simpan Pinjam Koperasi,

Peraturan Daeran Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat, Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

[

Apdhwh

Fotocopv Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga Koperasi,

Neraca awal

Susunan pengurus kantor cabang,

Modal kerja,

Surat pernvataan pengurus tentang modal setor pada
koperasi simpan pinjam dan tidak menghimpun dana
masyarakat/non anggota koperasi,

Surat pernyataan pengawas dan pengurus tentang
tidak merangkap jabatan anggota pengawas dan
pengurus pada koperas: lain yang sejenis, tidak
pernah dihukum dan tidak melaksanakan kegiatan
usaha sector rul,

Fotocopy NPWP,

Fotocopy SIUP dan TDP,

Daftar sarana dan prasarana,

Daftar Riwayat Hidup masing-masing pengawas dan
pengurus kantor cabang,

RAT,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur |

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukn pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onbne dilakukan pemerksaan
berkas, pka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menernima permohonan dan mencetak lembar
monittoring oleh Front Office,
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4 Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelavanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permchonan 1zin, mencetak Izin jika disetyym dan
membuat surat penolakan nka tidak disetuju,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

8 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

9 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

10 Venifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplhkasi E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

15 Bagian pengambiian memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

16 Pengambilan lzin oleh pemohon

17 bagian pengambilan mercuting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 harn kerja setelah verifikas: data lengkap dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah kabupaten,

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang mformas: dan pengaduan,

Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi

Pelaksan
!

e OV L WN =

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Tekmk pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran, Ketelitan
» Kerjasama, Komunikatif
» Empaty, Pengendalian emost
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala <eks1 yang bersangkutan mengawasi
keiancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) B
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memuitk: kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayamn: de h d fi al
elayan: dengan ramah sopan, dan profesional,
I;;S: ;eri'laantan 2 Memberikan gelayanan SCSEl)al SPP d:n SOP,
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinga
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluast kegiatan pelayanan
! | yang telah diselenggarakan

/
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88 IZIN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI UNTUK

USAHA MIKRO

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah secbagaimana telah drubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupatt Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Periwzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Keputusan Bupati Pemalang Nomor 51044/ 280/
Tahun 2015 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah
Untuk Memberikan Rekomendasi Kebutuhan Bahan
Bakar Minyak Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Usaha
pertanmian, Transportast dan Pelayanan Umum d1
Kabupaten Pemalang

Persyaratan

Foto kop: KTP,
SKU darn Desa

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

=N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukn pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kas: Pelavanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menanganmi perizinan
terkaut,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin pka disetujur dan
membuat surat penolakan pka tidak disetuju,
mencetak 1zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas:t dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas: Pelayanan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

10 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,
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11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarniat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengamblan memberitahukan ke pemohon
melalu SMS Center,

16 Pengambilan lzin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian 7 Han Kerja setelah persyaiatan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi
Pelayanan Untuk Usaha Mikro

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan datayberkas

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelavanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinva
» Pendidikan sesuar hidang tugasnya
» Mempunvai keahlian
» Berpcngalaman
e Ketrampuan
» Menguasat Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kepqjuran,Ketelitian
» Kerjasama, Komunikatif
» Empatiy,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana me-nberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Periwzinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) .

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam: oleh pertugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpman sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana [ . 2 Pengelola mformasi 1 Orang

/‘
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3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jamman Dinas PMPTSP memilik1 kode euk pelayanan
Keamanan dan
Keselamatan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan professional
2 Membernkan pelavanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluas1 Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinenja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu: perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan
ﬂ ] pelayanan yang telah diselenggarakan

[
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89 IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN DALAM
1 (SATU) DAERAH PROVINSI

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Keparwisataan,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dmubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya
D1 Museum,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabuparen Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,

Mewakih masa gaya paling singkat berusia 50 (hma
puluh) tahun,

Memilik: art:1 khusus bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan,
Pencidikan, Agama, dan/atau kebudayaan,

Memibiki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/I

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda buktu pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onime dilakukan pemerksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjinan dan
mendisposisi ke Kas: Pelavanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menanganmi perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Timn Teknis,

Undangan dikirum Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
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8 Tim Tekms melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan mencetak Izin jika disetujui dan
membuat sui at penolakan jka tidak disetuju,

10 mencetak Lzin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: d1 aplikast GIS

11 Venfikas:t dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

12 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu SMS Center,

19 Pengaminlan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Membawa Cagar Budavya Ke Luar Daerah
Kabupaten Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi1 dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dockumen/ Front office

U B WK

8 | Kompetensi

Pelaksana \

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinva
» Pendidikan sesuai b.dang tugasnya
» Mempunvai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampian
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyuran Ketelitian
» Kerjasama,Komumkatf
» Empat,Pengendahan emosi
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9 | Pengawasan > Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjutt pimpiman sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola :nformasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/ golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah sopan, d fessional

ani , dan profession
I;le: ;:;n;tan 2 Memj‘tf)erlkan gelayanan sesgal SPP d:n SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

14 | Evaluas1 Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahut perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan vang telah diselenggarakan

/‘r
/
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90 IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG
USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sc¢bagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tanun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahahan Daerah,

Peraturan Menter: Kelautan dan Penkanan Nomor 49/
Permen-KP/ 2014 tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribus: Peryinan Tertentu,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 rencana usaha, yang meliputi

rencana kegiatan usaha,

rencana tahapan kegiatan,

rencana teknologt yang digunakan,

sarana usaha yang dimiliki,

rencana pengadaan sarana usaha,

rencana volume produksi setiap tahapan
kegiatan, dan

g rencana pembiayaan

fotokop: KTP penanggung jawab korporasi, dengan
menunjukkan ashnya,

fotokopr NPWP korporasi, dengan menunjukkan
ashinya,

surat keterangan domisih usaha,

fotokopt akta  pendirian  korporasi, dengan
menunjukkan ashnya,

fotokopr 1zin lokasi, dengan mencantumkan luasan
dan titik koordinat,

fotokop: 1zin lingkungan yang dikeluarkan oleh
mstansi yang berwenang,

pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan, dan
surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung
jawab korporas: vang menyatakan kebenaran data
dan informas: yang disampaikan

O QO oe

Sistem,
mekanisme dan

prosedur /(

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

[
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Otfice,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permchonan dan mencetak lembar
monitormg oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perymnan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirimn Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
Tim Tekms melakukan rapat dan Pemnjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Bernta Acara
Pemerniksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikas: GIS

Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perymnan,

Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP

Penandatanganan Sk 1Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan

Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalun SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah persvaratan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Penkanan i Bidang Pembudidayaan Ikan
Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas ] \

1 Ruang informasi dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu
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S5 Ruang pengolahan data/berkas
Tempat penyerahan dokumen/ Front office

o

Kompetens:
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelavanan Penizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuat bidang tugasnya
» Mempunyat keahlian
> Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komumkauf
» Emparti,Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

> Kepala seksi
kelancaran
Perizinan
tersedia)

vang bersangkutan mengawasi
proses  pelaksanaan  pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Settap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangam1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti prmpinan sepagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas p‘endaftar;ﬁ“&erkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurir Undangan 2 Orang

5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jamiman
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP memiliki kode euk pelayanan

1 Melayan: dengan ramah sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

pelayanan yang

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan /‘

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

[
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IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH

KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermntahahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Jzin usaha Penggiingan Pad,
Huller dan Penyosohan Beras,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2015
tentang tata Cara Penerbitan Izin Usaha Penggilingan
Padi, Huller dan Penvosohan Beras,

Peraturan Bupau Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupan Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

WA -

Izin Prinsip,

Fotocop: KTP,

Izin Tetangga,

Membuat rumah sekam,

Anjungan  peralatan vang digunakan harus
mendukung upava peningkatan mutu beras giling dan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur,

{

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 penizinan onhne,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar monitoring
oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
Jjka sudah lenghap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menernma
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh Front
Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan beikas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perymman dan
mendisposisi ke Kast Perjinan yang diteruskan ke petugas
Back Office yang menangam perizinan terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat untuk
Pengusaha dan Tim Teknss,

Undangan dikinm Via Kunr/Email/TNDE/SMS,

Tim Tekms melakukan rapat dan Peninjauan lapangan
serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita acara
pemenksaan, mencetak Izin jka disetuju1 dan membuat
surat penolakan jika tudak disetujyus,
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10 mencetak Izin oleh Petagas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikast GIS
11 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zimn oleh Kasi
Perijjinan
12 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh Kabid
Pelayanan Peryman,
13 Verfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh Sekdin
PMPTSP,
14 Penandatanganan SK Izm Oleh Kepala Dinas PMPTSP,
15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,
16 Sekretaniat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesa: d1 proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok,
17 Sekretanat menyeranhkan SK Izin ke bagian pengambilan,
18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalu: SMS Center,
19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambiian merouting 1zin ke Pemohon
#o|Jangkawaktu ok lah persy lengkap dan b
penyelesaian ari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar
5 | Biaya/tanff Gratis
6 | Produk Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam
Pelayanan daerah Kabupaten
7 | Sarana, 1 Ruang mmforrnas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelavanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunyai keahhian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kepyuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komumnkatif
» Empati,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana membernikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Penizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, |, ditangaru oleh petugas khusus pengaduan untuk
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Saran, dan diindaklanjuti pimpinan s¢ bagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 } Jumlah 1 Petugas pendaf—taran berkas pemroses] Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi1 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 { Jaminan Petugas p&&a Dmd_s.ﬁl‘DMAf’I;S_ﬁ_ﬁlelayanl dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku; agama;golongan
13 { Jaminan Dinas PMPTSP mem.lik: kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
ani den mah, ,
I;;S:;ﬂgan 2 Mem}l;emkan Sela} anan SCS‘Il)dl SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggt
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahul perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

#
/
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IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS
PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN,
RUMAH POTONG HEWAN

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Keschatan Hewan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan,

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomo: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahahan Daerah,

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 19
Tahun 2015 tenmang Penyve.enggaraan Izin D1 Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19
Tahun 2015 tentang Retribust Perijinan Tertentu,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peratuuan Bupat Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Izin Usaha Peternakan

1

Foto kopt KTP pemilik/ penangggungjawab/
pimpinan perusahaan

Salinan akta perdinan perusahaan,

Foto kopt 1zin tenaga kerja asing (bagt perusahaan
yang mempekerjakan tenaga asing),

Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang
diperlukan

Izin pemasukan ternak usaha pembibitan

Izin Usaha Klinik Hewan

HW N =

~N Oy

Foto kopi1 KTP,

Foto kop1 jazah Dokter Hewan,

Surat Keterangan Berbadan Sehat,

Foto kop1 sertifikat kompetensi dari organisasi profesi
kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan,
Memiliki tempat praktik,

Memuliki fasilitas peralatan medik veteriner,

Memiliki dokter hewan praktk,

ot
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10
11
12

13

Memuliki dokter hewan praktik sebagai
penanggungjavwab usaha,

Menggunakan obat hewan yang terdaftar,

Memulikt ruangan khusus untuk menangani pasien,
Memuliki kode etik klinitk hewan mternal,

Masimg -~ masing tenaga medik veteriner memiliki
Surat Tanda Registrasi,

Memiliki kandang untuk observasi dan/ atau
kandang rawat map,

Memuliki surat 1zin mendinikan bangunan (IMB)

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Periyjmnan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangan perizinan
terkaut,

Back Otfice membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Orifice memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jka tidak disetuju,
mencetlak 1zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikas: GIS

Verniikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikasit dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Venifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK I[zin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalun SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagilan pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
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4 | Jangka waktu o
penyelesaian 20 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar
5 | Biaya/tanff Gratis )
6 | Produk Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan,
Pelayanan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rurmnah Potong Hewan
7 | Sarana, 1 Ruang mnforrasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi . Pengete{h{la*n_ S
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bhidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran Ketehtian
» Kerasama,homunikatif
» Ermpaiiy,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) o
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangant oleh pe.ugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sc¢bagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jamimnan Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan £, hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
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13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | |y vani d h dan professonal
elayan: dengan ramah sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mem%enkan ﬁelaw anan b(‘Sga.l SPP d;)n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, persih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinenja melaksanakan rapat kerja settap bulan  untuk
Pelaksanaan mengetahu: perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
//) pelayanan vang telah diselenggarakan

/
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IZIN USAHA PENGECER (TOKQO, RETAIL, SUB DISTRIBUTOR) OBAT

HEWAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

12

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977
Tentang Usaha Peternakan,

Keputusan Menter: Pertanian Nomor
04/kpts/OT 210/6/ 2002 tentang Pedoman Pernzinan
Dan Pendaftaran Usaha Peternakan,

Peraturan Menten Pertanian Nomor 18/Permentan/
OT 140 /4/2009 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pembernian Izin Usaha Obat Hewan,

Peraturan Menter: Pertanian Nomor
26/Permentan/HK 140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata
Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pembenan
Rekomendasit Teknis [zin Usaha D1 Bidang Pertaman
Dalam Rangka Penanaman Modal,

Keputusan Mentenn Pertamian  Nomor 1312/Kpts/
KP 340,12/ 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang
Pembenan lzin Usaha D1 Bidang Pertanian Dalam
Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan
Koordinas: Penanaman Modal

Peraturan Daecrah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perjjinan Tertentu,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19
Tahun 2015 tentang Penveicnggaraan Izin D1 Bidang
Peternakan dan kesehatan Hewan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalarg Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pclayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan
!

Mengisi Formulir Permohonan bermatera1 Rp 6 000,,
Fotokopt Akte pendirian perusahaan yang telah
disahkan

Fotokop: KTP Perorangan,

Pas photo 3x4 s¢banyak 3 lembar,
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Fotokop: SITU,

Fotokop: SIUP dan TDP,

Fotokop: IMB,

Fotokop: NPWP,

Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar,

10 Fotokop: STTS PBB,

11 Pernyataan kesediaan menyediakan leman
pendingin tempat penyvimpanan bermaterai Rp
6 000,

12 Penyataan  kesediaan  menanggami  dampak
hngkungan hidup bermaterai Rp 6 000,

13 Penyataan kesediaan menyampaikan laporan
berkala kepada Dinas yang membidang: peternakan
bermaterai Rp 6 000

14 Fotokop: terdaftar sebagai perusahaan pemben

kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan

Usaha berbadan hukum,

OO WU

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan onhine,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran onlne dilakukan pemeriksaan
berkas, jka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplhikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

5 Vernifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposist ke Kas: Pelayvanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jpka disetuju1 dan
membuat surat penolakan jka tidak disetujus,

7 mencetak 1zin oleh Petugas Back Office,

8 Vernfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Pelayanan

9 Ventfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kab:d Pelayanan Perijinan,

10 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyverahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaltn SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
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17 bagian pengambilan mercuting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian 14 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

S5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat
Pelayanan Hewan

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Prninter
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tirn Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasa:r Teknmk pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kernjasama,Komunikatif
» Empau,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pa(ia Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan , hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/ agama/golongan
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13

Jamman

Keamanan dan

Dinas PMPTSP memihki kode etik pelayanan

Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

1
Keselamatan 2 Memberikan pelavanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas vang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerpga setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
/ t pelayanan yang telah diselenggarakan

(
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IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN
USAHA TOKO SWALAYAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbeianjaan dan Toko Modern,

Peraturan Menten Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan
Pembimaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern sebagaimana telah drubah dengan
Peraturan Mentern Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Menten Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/ 12,2013 tentang Pedoman dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modein,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10
Tahun 2010 tentang lzin Gangguan sebagaimana
telah drubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Perturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penilaian Dan Pemeriksaan
Dokumen Limgkungan Hidup serta Penerbitan Ijn
Lingkungan,

Peraturan Bupat Pernalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungst dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern,
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12 Peraturan Bupati Pernalang Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelavanan Te rpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang, =~

2 | Persyaratan

CoO~NOUTH WN -

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Fotocopy surat 1zin prinsip,

Hasil analisa kondisi social ekonom: masyarakat,
Fotocopy surat zin lokasi,

Fotocopy 1zin lingkungan,

Dokumen andalalin atau manajemen lalu lintas,
Fotocopy 1zin gangguan

Fotocopy 1zin mendirikan bangunan,

Fotocopy akta pendinan perusahaan beserta
perubahannya dan pengesahannya bag: badan usaha
yang berbadan hukum,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Oftice,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplhkast ke Back Office dan
menyerahkan bc rkas ke Bidang Pelayanan Perijjinan,
Venfikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendispos.si ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknuis,

Undangan dikinnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Tekmis melakukan rapat dan Penmnjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemenksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan benta
acara pemenksaan, mence tak 1zin pka disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokas: di aplikasi GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Kasi1 Pelayanan,

12 Ventfikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelavanan Peryman,

13 Venfikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP

14 Penandatanganan SK Izmn Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretarat,

16 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesair di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,
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17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan [7in oleh pernohon

bagian

Jangka waktu
penyelesaian

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
14 han kenja setclah hasil verifikas: dinyatakan
lengkap dan benar

Biaya/tanff

Gratis

Produk
Pelayanan

Izin Pengelbiaan Pasar Rakvat, Pusat Perbelanjaan dan
Izin Usaha Toko Swalay an,

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

Kompetensi
Pelaksana

oD WN =

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Peclayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesvai bidang tugasnya
» Mempunya: keahhian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Tekmk pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujuran,Ketelitian
Kerjasama,Komunikatf

Pengawasan
Internal

>

»

» Empan,Penge ndalian emosi

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten

Pemalang

Kepala seks:

kelancaran

Perizinan

tersedia)

v

yang bersangkutan mengawasi
proses  pelaksanaan  pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh pectugas khusus pengaduan untuk
ditindakianjuti piumpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurir Undangan 2 Orang

12

Jaminan

S_Pengelola pengaduan 1 Orang

Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

Pelayanan / '
|
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13 | Jaminan Dimnas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d ah d fe al
elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mem{)erlkan §elayanan SCS’.IJZal SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptaxan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg:

14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan 1apat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan ( mengetahur perkembangan dan mengevaluasit kegiatan

/ pelayanan vang telah diselenggarakan

f
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IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN
C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang
Kepabeanan,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cuka,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
Peraturan Mentert Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 rtentang Pengendahan Dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaomana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menter1 Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentern
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendahan Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,
Peraturan Daecrah Kabupaten Pemalang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan
Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pempentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

SIUP-MB untuk IT-MB

1

PXNOUD W N

Fotokop1 akta pendirian Perseroan Terbatas
dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang
berwenang dan akta perubahan,

Fotokop: Surat penetapan IT-MB dan
Kementernian Perdagangan,

Ash  SIUP-MB bagi  perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB,

Fotokop: SIUP Besar,

Fotokop: Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Fotokop: Tanda Daftar Gudang (TDG),
Fotokop: NomorPokok Wajib Pajak (NPWP),
Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab Perusahaan,
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10

11

12

1

W

© ONOUD

11

12
13

/r

13.

14.

14.

pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran
3x4 berwarna 2 (dua) lembar,

fotokopr Normor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cuka:r (NPPBKC), bag: perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB;

rencana penjualan Minuman Beralkohol 1
(satu) tahun kedepan,

surat pernyataan d: atas meterar cukup yang
menyatakan hanya akan melakukan penjualan
Minuman Beralkohol kepada Distributor yang
memiliki SIUP MB,

surat pernyataan di atas meterar cukup yang
menyatakan bersedia menyampaikan laporan
realisas: pengadaan dan penyaluran Mimuman
Beralkohol, dan

surat pernyataan di atas meterai cukup yang
menyatakan memiliki dan/atau menguasa
gudang, alat angkut yang memadai, serta
janngan distribus: Minuman Beralkohol.

SIUP-MB Distributor

fotokop: Akta pendirian Perseroan Terbatas
dan pengesahan badan hukum dan Pejabat yang
berwenang dan akta perubahan,

Surat penunjukan sebagair Distributor dan
produsen dan/atau IT-MB,

Rekomendast dan Gubernur dalam hal mm
Kepala Dinas Provinsi: untuk setiap Provinsi
wilayah pemasaran, yang didukung dengan
Berita Acara Penelitian Lapangan dan Dinas
Kabupaten /Kota tempat domisili perusahaan,
fotokop: SITUP Menengah atau SIUP Besar,
fotokopr Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
fotokop1 Tanda Daftar Gudang (TDG),

fotokopt Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab Perusahaan,

pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran
3x4 berwarna 2 (dua) lembar,

fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cuka: (NPPBKC), bagi perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB,

fotokopt Izin Usaha Industn (IU) dan
Kementerian Perindustrian bagi perusahaan
yang ditunjuk produsen dalam neger,
fotokopii1zin edar dart BPOM,

Surat pernyvataan di atas meterar cukup yang
menyatakan hanya akan melakukan penjualan
Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor,
Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk,
dan

Surat Pernyataan di atas meteran cukup yang
menyatakan memiliki dan/atau menguasai

gudang
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SIUP-MB Sub Distributor

1.

NoOuAw N

0

fotokop! axta pendirtan Perseroan Terbatas dan
pengesahan badan hukum dan Pejabat yang
berwenang dan akta perubahan [jika berbentuk
Perseroan Terbatas),

Surat penunjukan sebagair Sub Distributor dan
Distributer Minuman HBeralkohol,

fotokopi1 SIUP Menengah atau SIUP Besar,
fotokopr Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
fotokop1Tanda Daftar Gudang (TDG),
fotokop: NomorPokok Wajib Pajak (NPWP),
fotokopt Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab Perusahaan;

pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran
3x4 berwarna 2 (dua) lembar,

fotokopr Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukair (NPPBKC) bagi perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB,

10 fotokopr  SIUP-MB mihik Distnibutor yang

11

12

menunjuk dan dirandasahkan oleh perusahaan
Distributor vang bersangkutan,

Surat Pernyataan di atas meterar cukup yang
menvatakan hanya akan melakukan penjualan
Mimnuman Beralkohol kepada Pengecer atau
Penjual Langsung yang ditunjuk, dan

Surat Pernvataan di atas meterar cukup yang
menyatakan memiliki dan/atau menguasai

gudang,

SIUP-MB untuk TBB

1

ONOUAW N

fotokop1 akta pendirian Perseroan Terbatas dan
pengesahan badan hukum darn Pejabat yang
berwenang dan akta perubahan,

Surat penunjukan dan IT-MB kepada TBB
sebagai Pengecer Minuman Beralkohol,
fotokopt Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
fotokopi1 Surat [zin TBB dar1t Mentenn Keuangan,
fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar,
fotokop1 Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
fotokopi Nomor Pokok Wanb Pajak (NPWP), dan
fotokop1 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cuka1 (NPPBKC) bagi perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB

SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual langsung

1

3
fi

Fotokop: akta terbatas pengesahan badan
pepejabat beruwenang dan akta perubahan
(ika perusahaan pemohon berbentuk
Perseroan Terbatas),

surat penunjukan dar1 Distributor atau Sub
Distributor sebagai Pengecer atau Penjual
Langsung,

fotokop1 penzman teknis dan instans: yang
berwenang,
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fotokop1 Surat lzin Tempat Usaha (SITU),
fotokop1 Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
fotokopr Nomor Pokok Wapb Pajak (NPWP),
fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab Perusahaan, dan

pas foto Penanggung Jawab Perusahaan
ukuran 3 x 4 berwama 2 (dua) lembar,
fotokop: Nomor Pokck Pengusaha Barang Kena
Cukair (NPPBKC),bagt perusahaan yang
memperpanjang SIUP-MB,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

| 20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalut perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monttoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Perynan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menanganm perzinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirnm Via Kunr/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan bernta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jjka disetujur dan
membuat surat penolakan jka tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikas: GIS

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas1 Perjjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kab:id Pelayanan Perijnan,

Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dmas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

Sekretariat menverahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan [zin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting izin ke Pemohon
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4 |Jangka waktu S han kerja sejak diterimarya permohonan lengkap
penyelesaian dan benar
5 | Biaya/tarff Gratis
6 | Produk Izin Usaha Perdagangan Mimuman Beralkohol Golongan
Pelayanan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman
Ditempat
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduadn
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
4 Ruang tunggui
Fasilitas S Ruang penﬁahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelavanan Pernizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mecmpunyal keahhan
> Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Tekmk pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
> Empaii,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala scksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersecha) N
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindakianjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengeiola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayanm dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode euk pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d i d { 1
elayan1 dengan ramah, sopan, dan professiona
Kesclamatan 2 Mem}berlkan gelayanan SCSI}Jjal SPP dail SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan L

/

!

{
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4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan 1integeitas yang tingg

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala  Dinas PMPISP  Kabupaten  Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yvang telah diselenggarakan
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1ZIN USAHA TOKO MODERN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah se¢bagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Normor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern,

Peraturan Menier1 Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter1 Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
tentang Perubahan  Atas Peraturan Menten
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelan,aan dan Toko Modern,

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusatl Pcrbelanjaan dan Toko Modern,
Peraturan Daerah Ksbupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat. Pemalang Nomor 114 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten P¢malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan '

NN DWN -

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Fotocopy surat 1zin prinsip,

Hasil analisa kondist social ekonomi masyarakat,
Fotocopy surat uin lokasi,

Fotocopy 1zin lingkungan,

Dokumen andalalin atau manajemen lalu lintas,
Fotocony 1z1n gangguan,

Fotocopy 1zin mendirikan bangunan,
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9 Fotocopy akta pendirtan perusahaan beserta
perubahannva dan pengesahannya bagi badan usaha
yang berbadan hukum,

10 Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha
kecil,

3 | Sistem,

prosedur

mekanisme dan

1 Pengajuan berkas permochonan di Front Office atau
melalul penzinan onhne

2 Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Off.ce,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permochonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aphkas: ke Back Office dan
menyerankan berkas ke Bidang Pelayanan Peryiman,

5 Ventfikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendispos:st ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam penzinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan izin, mencetak Izin jika disetuyyu1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,

7 mencetak Izin oieh Petugas Back Office,

8 Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Pelayanan,

9 Venfikas:t dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat

13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

16 Pengambilan Izia oleh pemohon

17 bagian pengambian mercuting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 hart kerja setelah hasil venfikasi dinyatakan
lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 Produk

Pelayanan

Izin Usaha Toko Modern,

7 | Sarana,

dan/atau
Fasilitas

Prasarana,

f

1 Ruang informasi1 dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu

|
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Ruang pengelahan datay berkas
Tempat penyerahan doxumen/ Front office

o) Jd)]

Kompetensti
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
> Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunvai keahhan
» Berpengaiaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknuk pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujyuran,Ketelhitian
Kerjasama,Komunkatf

Pengawasan
Internal

»

>

> Empati,Pengendalian emost
» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
Kepala seks:

\4

yvang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran /_pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurnir Undangan 2 Orang
S_Pengelola pengaduen ! Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP memibki hode etik pelayanan

1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuail SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tnggi

tempat pelayanan yang

14

Evaluasi
Kinerja

Kepala Dinas  PMPTSP  Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahut perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
pelayanan vang telah diselenggarakan

Pelaksanaan / [
|}
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97 IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BAGI INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,

Peraturan Pemerimtah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Ussaha Industn,

Peraturan Menten Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pembenan 1zin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industr,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelarnzaan dan Toko Modern,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Keduduxan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto kopt 1zin Usaha Industn,

Dokumen Rencana Perluasan,

Data industr: 2 (dua) tahun terkahir yang disampaikan
melali Sistem Informasi Industr1 Nasional,
Perubahan Izin Lingkungan,

Dokumen lain yang dipersyaratkan paeraturan
perundang — undangan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur !

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan onlbine,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jpka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplhikasi1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Venifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyjinan dan
mendisposist ke Kas: Perjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait,
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6 Back Off:ce memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetujun dan
membuat surat penolakan nika tidak disetujuy,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

8 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas1 Peryjinan,

9 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelay anan Perimnan

10 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 |Jangka waktu | 5 han kerja permohonan lengkap dan benar

penyelesaian
5 | Biaya/tariff Gratis
6 | Produk Izin Perluasan Usaha Industr (IPUI) bagi Industn Kecil
Pelayanan dan Menengah
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi s Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instans_nya
» Pendidikan sesual bidang tugasnya
» Mempunya:! keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasail Teknk pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujuran,Ketelitian
Kerjasama,Komumkatif

»
»
» Empat,Pengendahan emosi
>

9 | Pengawasan Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal { bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam oleh petugas knusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi | Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode euk pelayanan
Keamanan dan |1 Melayan: dengan ramah sopan, dan professional
Keselamatan 2 Memberikan pelavanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyclenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas vang unggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerga  setiap  bulan  untuk
Pelaksanaan / ! mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

[
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98 IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dmubah
dengan Undang-Undang Noraor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah,
Peraturan Pemernntah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industr,

Peraturan Mentenn Perindustnan Nomor 05/M-
IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pembenan Izin
Usaha Kawasan Industn dan Izin Perluasan Kawasan
Industn,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 ten-ang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1

Izin Usaha Kawasan Industri:

Mengist Forrmulir Permohenan Izin Usaha Kawasan

Industri Model PMK-III can melampirkan data

kemajuan pembangunan kawasan mdustn terakhir

dengan menggunakan Formulr PMK-II,

Memenuhi persyaratan sebagai berikut

Permohonan Persetujuan Prinsip dengan syarat

a Surat Permohonan menggunakan formulir model
PMK-I,

b Foto kopr akta pendiran perusahaan yang telah
disahkan oleh Menter1t Hukum dan HAM atau oleh
menter: vang mevelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Koperasi, dan khusus
untuk penanaman modal asmmg melampirkan
persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM,

¢ Foto kopt NPWP, kecual untuk penanaman modal
asing,

d Sketsa rencana lokas1 (desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi,

e Surat pernyataan bahwa rencana lokas: terletak
dalam Kawasan Peruntukan Industrnn sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah,

Perusahaan Kawasan Indusin yang telah memperoleh

Persetupuan Prinsip paling lama 2 tahun wapb

memenuhi svarat

a Memuki lzin Gangguan,

r 'b Memiliki Izin Lokas:i,

/




Y i B e ————

354

1

2
3
4

)]

¢ Melaksanakan perencanaan dan pembangunan
Prasarana dan  Sarana  Penunmjang  serta
Pemasangan Instalast/ peralatan yang diperlukan
dalam Kawasan Industn

d Memiliki Tata Tertib Kawasan Industn,

e Menyediakan lahan bag kegiatan usaha mikro,
kecil dan menengah,

Memenuh: ketentuan Pedoman Tekmis Kawasan

Industr:

Sebagian dan  kawasan 1ndustrnisiap  untuk

dioperasikan yang sekurang-kurangnya telah memihka

Prasarana dan Sarana Penunjang yang meliput: jalan

masuk Kawasan ke Kawasan Industn, jaringan jalan

dan saluran airr hujan dalam Kawasan Industr, serta

instalasi  pengolahan air hmbah bagi Kawasan

Industri, kantor pengelola

Izin Perluasan Kawasan Industri:

Surat permochonan dengan menggunakan Formulir
PMK-V,

Memilikt lzin Lingkungan atas Kawasan Industn
perluasan,

Memilikt Izin lokast periuasan,

Lahan yang direncanakan sebagar areal perluasan
telah dikuasat dan dibukukan dengan Surat Pelepasan
Hak (SPH) atau sertifikat,

Berada dalam Kawasan Peruntukan Industn

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

f1

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui penizinan onhne,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemernksaan
berkas, jka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan bx rkas ke Bidang Pelayanan Peryimnan,
Venifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposts: ke Kasi Permmnan yang diteruskan ke
petugas Back Otfice yang menangam penzinan
terkaat,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan tzin, mencetak Izin pka disetuyjui dan
membuat surat penolakan pka tidak disetupu,
mencetak 1zin o-eh Petugas Back Office,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi1 Peryjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarka 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK [zin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,
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12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,
13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
]t;:lell{h selesar di proses dan mengentry di Aplhkas: E-
o >
14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambiian
15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalus SMS Center,
16 Pengambilan lzin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
4 | Jangka waktu S hari kerja permohonan lengkap dan benar
penyelesaian
S | Biaya/tanff Gratis -
6 | Produk Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Pelayanan Kawasan Industri {IPKI} Yang Lokasinya Di Daerah
Kabupaten
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran betkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Pnnter
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelavanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan scsuai bidang tugasnya
» Mempunyal keahlian
» Berpengalaman
e Ketramp:lan
» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan kompttel
e Sikap
» Kejuyuran,Ketelitian
» Kenasama,Komumkatif
» Empati,Pengendalian emos:
9 | Pengawasan » Pelaksana membenkan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala <eksi jang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia) ) o
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan  dibukukan dan
Pengaduan, ditanganm1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan _
11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaian berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informast 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/ agama/golongan
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13

Jamman
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Dinas PMPTSP mermtliki kode etik pelayanan

1 Melayam dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pclavanan sesuzi SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transoaran

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersth, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengar penuh tanggung jawab

dan mtegritas yang tinggr

14

Evaluasi
Kinenja
Pelaksanaan

Al

Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
melaksanakan rapat keria setiap bulan untuk
mengetahuir perke mbangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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31 IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
No| KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajb

10

11

12

Daftar Perusahaan,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (PT),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Mentert Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten
Perdagangan Nomor  07/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga Atas Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menter1 Perdagangan Nomor 77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan
Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter: Perdagangan Nomor 14 /M-
DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Mentern1 Perdagangan Nomor 77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan
Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 119 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pclaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Penzinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,
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2 | Persyaratan

a Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas,

1) Fotokop: Akta Notaris Pendinan Perusahaan,

2) Fotokop: Akte Perubahan Perusahaan (apabila
ada),

3) Fotokop: Surat Keputusan Pengesahan Badan
Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen
Hukum dan Hak Asasi1 Manusia,

4) Fotokop:1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggungjawab/ Direktur Utama
Perusahaan,

5) Surat Pernyataan darn Pemohon SIUP tentang
lokas1 usaha perusahaan,

6) Surat keterangan Domisili tempat usaha dart
Kelurahan/Desa Setempat,

7) Fotokopt Izin Gangguan untuk kegiatan usaha
barang/jasa dagang utamanya = yang
mengganggu lingkungan setempat,

8) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar), dan

9) Fotokop1 Nomor Pokok Wajib Pajak

b Perusahaan berbadan hukum Koperasi

1) Fotokopi Akta Notaris Pendinan Koperas: yang
telah mendapatkan pengesahan dar1 instansi
yang berwenang,

2) Fotokopt Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi,

3) Surat Pernyataan dar1 Pemohon SIUP tentang
lokas1 usaha Koperasi,

4) Surat keterangan Domisili tempat usaha dan
Kelurahan/Desa Setempat,

5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha
barang/jasa  dagang  utamanya  yang
mengganggu lingkungan setempat,

6) Foto Penanggungjawab atau Pengurus
Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar), dan

7) Fotokopt Nomor Pokok Wajib Pajak

¢ Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma

1) Fotokop: Akta Notaris Pendinan
Perusahaan/Akta  Notaris yang  telah
didaftarkan pada Pengadilan Negeri,

2) Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik
atau Pengurus atau Penanggungjawab
Perusahaan,

3) Surat Pernyataan dan Pemohon SIUP tentang
lokas1 usaha Perusahaan,

4) Surat keterangan Domusili tempat usaha dan
Kelurahan/Desa Setempat,

5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha
barang/jasa dangan utamanya = yang
mengganggu lingkungan setempat,

6) Foto Pemlik atau Pengurus atau
Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm
(2 lembar), dan

7) Fotokop: Nomor Pokok Wajib Pajak

A ] d Perusahaan yang berbentuk Perorangan
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1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik
atau Penanggungjawab Perusahaan,

2) Surat Pernyataan darn Pemohon SIUP tentang
lokasi usaha Perusahaan,

3) Surat keterangan Domisili tempat usaha darn
Kelurahan/Desa Setempat,

4) Fotokop: Izin Gangguan untuk kegiatan usaha
barang/jasa  dangan utamanya = yang
mengganggu lingkungan setempat,

5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar), dan

6) Fotokop1 Nomor Pokok Wajpb Pajak

PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/
PERWAKILAN PERUSAHAAN

a Fotokop:1 SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah

dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP,

b Fotokopt dokumen pembukaan Kantor Cabang/

C

Perwakilan Perusahaan,

Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat
Penunjukkan sebagair Penanggungjawab Kantor
Cabang/Perwakilan Perusahaan,

d Surat Pernyataan dar1 Pemohon tentang lokasi

usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,
Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan
ukuran 3x4 cm (2 lembar)

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjnan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perzinan
terkaut,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetyu dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di aplikasi GIS

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

Vernifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Vernifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,
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12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,
Sekretanat
pengambilan,
Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalu: SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

13

14 menyerahkan SK 1zin ke bagian

15

Jangka waktu
penyelesaian

3 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya/tanff

Gratis

Produk
Pelayanan

Surat 1zin Usaha Perdagangan {SIUP)

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

O N b WN -

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

> Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

f

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan
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11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas. 1 Orang
3 Pengolah data 1 Orang
4 Kunr Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
g:ls:;gian 2 Mem}lf)erlkan gelayanan SCSEl)al éPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
| Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan
/‘ | yang telah diselenggarakan

/
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32 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

10

11

12

13

A1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajb
Daftar Perusahaan,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustnan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Knitena danPersyaratan Penyusunan Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan di1 Bidang Penanaman Modal,
Peraturan Menter1 Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan,
Peraturan Mentern1 Perdagangan Nomor 77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan
Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter: Perdagangan Nomor 14 /M-
DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Mentern1 Perdagangan Nomor 77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan
Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendaftaran
perusahaan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,




http://jdih.pemalangkab.go.id/

113

14

15

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 120 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Foto copy Akte Pendinan Perusahaan

Foto copy KTP (Direktur/Ketua/Penanggung Jawab
Perusahaan/Ketua Koperasi)

Neraca Awal Perusahaan

Foto copy NPWP

Pas foto (Direktur/Ketua/Penanggung Jawab
Perusahaan/Ketua Koperasi) ukuran 3 x 4 cm hitam
putith / berwarna

Foto copy Ijin Gangguan / HO bagi kegiatan Usaha
perdagangan yang dipersyaratkan oleh UU

Khusus untuk PT dilampir1 pengesahan Menteri
Kehakiman dan HAM (Asl) untuk dilegalisir

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjinan,
Venfikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin pka disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi1 di1 aplikast GIS

Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Pelayanan,

Vernifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretannat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,
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15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar
penyelesaian

S5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,

Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansimya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
> Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks1 yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Kurir Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamiman Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ﬂr ras/suku/agama/ golongan
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13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | - =) vam d ah dan professional
elayan1 dengan ramah, sopan, dan profession
Kesclamatan 2 Mem}l’)erlkan gelayanan ses§a1 SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja sethap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
f‘ yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA INDUSTRI (IU])

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustnan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 Tentang
Izin Usaha Industn,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industr,

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman teknis
Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap
Lingkungan Hidup pada Sektor Industr,

Peraturan Mentert Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara
pembernan Izin Industrn, Izin Perluasan Dan Tanda
Daftar Industn,

Peraturan Menter1 Perindustrian Nomor 81/M-
IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan
Menten Perindustnan Nomor 41 /M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara
pemberian Izin Industr, Izin Perluasan Dan Tanda
Daftar Industn,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2013 tentang Ilzin Usaha Industn,lzin
Perluasan dan Tanda Daftar Industn,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Izin Usaha Industn, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

f

Persyaratan

1
2

3
4
5

Foto copy KTP

Foto copy Ijim Gangguan / HO dan IMB yang masih
berlaku

Foto copy Lingkungan (SPPL/UKL/UPL)

Foto copy NPWP

Akta Pendinan Perusahaan (Bagi Pemohon yang
Berbadan Hukum)
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalur perizinan online,

2 Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

5 Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposist ke Kasi Penjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuyu,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office

8 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Perijinan,

9 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Industr

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau

[Fasﬂltas
]

1 Ruang informas: dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer

4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempat penyerahan Izin / Front office




http://jdih.pemalangkab.go.id/

118

Kompetensi
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesua: bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
> Kejuyjuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola mformasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kunir Undangan 2 Orang

S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/
agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara, cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersth, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

pelayanan yang

14

Evaluasi

Kinerja

Pelaksanaan
!

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kenja setiap bulan untuk mengetahui
perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 Tentang
Izin Usaha Industn,
Keputusan Menten Perindustnan Nomor
250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman tekms
Penyusunan  Pengendalian Dampak  Terhadap
Lingkungan Hidup pada Sektor Industr,
Peraturan Menter1 Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara
pembenan lzin Industri, Izin Perluasan Dan Tanda
Daftar Industnn sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter1 Perindustnian Nomor 81/M-
IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan
Menten Perindustrian Nomor 41 /M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara
pemberian [zin Industri, Izin Perluasan Dan Tanda
Daftar Industn,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin
Perluasan dan Tanda Daftar Industn,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Izin Usaha Industn, 1zin Perluasan Dan Tanda Daftar
Industn,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pelayanan Pernizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pemalang,

//

Persyaratan

NPWN =

Foto copy KTP

Foto copy Ijin Gangguan / HO yang masih berlaku
Foto copy Lingkungan (SPPL/UKL/UPL)

Foto copy NPWP

Akta Pendinan Perusahaan (Bagi Pemohon yang
Berbadan Hukum)
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monttoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Pelayanan

4 Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijjinan,

S Venfikas:1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perymnan
dan mendisposisi ke Kasi Perymnan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan
penminjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

7 Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Tekms melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan benta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokasi di aplikas1 GIS

11 Vernfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Perijinan,

12 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryjinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aphkasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 |Jangka waktu |5 han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
penyelesaian benar

S5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Tanda Daftar Industn
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Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan lzin / Front office

Kompetensi
Pelaksana

e O U1 Hh WIN —

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap

Kejyjuran

Ketelitian

Kerjasama

Komunikatif

Empati

Pengendalian emosi

VVVVVY

Pengawasan
Internal

> Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpmnan sebagaimana ditetapkandalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurir Undangan 2 Orang

5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

,felayanan
/

DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayam dengan ramah, sopan, dan professional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

pelayanan yang
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14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja settap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

yang telah diselenggarakan
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SURAT IZIN OPERASIONAL PANTI

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia,
Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP

Foto copy Akte Pendinian NotarisAD/ART
Susunan Pengurus,

Program Kegiatan

Foto copy identitas pengurus

Pas photo pengurus

Daftar kelayakan

Foto kelayakanPapan nama Orsos/Panti

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

!

=00 U D WN -

N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Venfikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,
Tim Teknis melakukan rapat dan Penminjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemenksaan,
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9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokast di aplikas: GIS

11 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Perymnan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambulan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu 14 har kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
penyelesaian benar
Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
Produk Izin Operasional Panti
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

(1

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejuyjuran
» Keteliian
» Kerjasama
» Komumnkatif
» Empati
» Pengendalian emosi
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DMPTSP Kabupaten Pemalang
> Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana

prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Mimimal Lokas1 2
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S5 Pengirim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/

agama/golongan

13 | Jamman DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d ramah d rofesional

elayan: dengan , sopan, dan 1
Keselamatan 2 Mem}t’)enkan pelayanan SeSlIl)al SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinenja rapat kerja settap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

1 yang telah diselenggarakan
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IZIN PEMAKAMAN
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No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupau Pemalang Nomor 8 Tahun 2014
tentang lIzin Pemakaman dan Pengabuan mayat di
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP pendaftar

Surat pembayaran pemakaman dar1 DPU
Surat kematian dari kelurahan / desa

Surat pengantar dar yayasan Dharma Bhakti

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/(I

D W N -

N

10

11

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalur perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuyyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,
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12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikasi E-
Dok,

14 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon

melalu: SMS Center,

16 Pengambilan 1zin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

1 han kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya/tanff

Rp 100 000,/ m?

Produk
Pelayanan

1zin Pemakaman

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas: dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

Kompetensi
Pelaksana

o Y U1 h W IN =

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran

» Ketelitian

» Kenasama

» Komunikatif

» Empat

» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

£

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangant oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan
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11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 1 Orang
4 Kurir Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/
agama/golongan
13 [ Jammnan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memyberlkan gelayanan ’seetll)al éPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja settlap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan
[t yang telah diselenggarakan
/
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IZIN KREMATORIUM

129

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2014
tentang [zin Pemakaman dan Pengabuhan Mayat di
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pemalang,
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP pendaftar
Surat kematian dari kelurahan / desa
Surat pengantar dar1 yayasan Dharma Bhakti

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

i N

[\

10

11

12

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Vernifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangan perizinan
terkaait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Pelayanan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,
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13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa: di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretanat
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

menyerahkan SK Izin ke bagian

Jangka waktu
penyelesaian

1 han kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya/tanf

Rp 100 000/orang

Produk
Pelayanan

Izin Krematormum

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

Ul b WN -

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap

Kejujuran

Ketelitian

Kerjasama

Komunikatif

Empati

Pengendalian emosi

VVVVYVY

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjut1 pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana
|

1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
2 Pengelola informas:1 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang

4 Kurnr Undangan 1 Orang
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5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/
agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah dan profi al
ah, sopan, rofesion
I;;s: ;:fllailtan 2 Memberikan §elayanan S(—)SlIl)al SPP dgn SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara, cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kenma setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan
[/ yang telah diselenggarakan
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IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali dwubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2006 tentang lzin Pelayanan d Bidang
Kesehatan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Restribusi Pelayanan
Kesechatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
1zin Pelayanan di Bidang Kesehatan

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pemungutan Restribus: Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Penizinan Pada  Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pemalang,

Persyaratan

N

Daftar rincian biaya pengganti pengobatan
darah/tanf

Prosedur screening, pengolahan dan penyimpanan
darah

Daftar personala

Daftar inventaris

Denah lokasi

Sistem,mekanisme
dan prosedur

Y

U1 Hh W

N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalut perizinan online,

Pemerniksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan
lembar monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan
Peryjinan,
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10

11

12

13

14

15

16
17

Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposisi ke Kasi1 Pelayanan yang
diteruskan ke petugas Back Office yang
menangani perizinan terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan
berkas permohonan 1zin, mencetak Izin jka
disetujur dan membuat surat penolakan jika tidak
disetujui,

mencetak 1zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Pelayanan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi
E-Dok,

Sekretarnat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian  pengambilan  memberitahukan ke
pemohon melalur SMS Center,

Pengambilan [zin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

S

har1 kerja setelah diternma permohonan lengkap

dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk Pelayanan

Izin Unit Transfus: Darah

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Ruang informast dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan [zin/ Front Office

8 | Kompetensi
Pelaksana

[l

el U1 A W N =

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunyal keahlian
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap

Kejujuran
Ketelitian

>
>
» Kerjasama
>

Komunikatif
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» Empat:
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan
Internal laporan bulanan kepada Kepala DPMPTSP

Kabupaten Pemalang

» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti prmpinan sebagaimana
Masukan ditetapkandalam SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah Pelaksana | 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang

2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 1 Orang

4 Kurir Undangan 1 Orang

5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan profesional
E;S:;:El;ltan 2 Mem}l;erlkan gelayanan SCSIIZal éPP dgn SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mntegritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kinerja Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan

elaksanaan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
{ perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Keputusan Menter Kesehatan Nomor
544 /Menkes/SK/VI/2002 tentang Registras: dan Izin
Kerja Refraksionis Optisien,

Keputusan Mentert Kesehatan Republik Indonersia
Nomor 1424 /MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan
!

Akte pendinan perusahaan optikal yang disahkan
oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk
perusahaan bukan perorangan,

Surat Keterangan dari pejabat setempat yang
berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah
penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah
kewenangannya (mimimal Camat/ fotokopt KTP
terlampar),

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat
Keterangan Bebas lzin Tempat Usaha (SBITU) dan
Walikota/ Bupat: setempat,

Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien
untuk menjadi penanggungjawab pada optikal /
laboratorrum optik yang akan didirikan, dengan
kelengkapan

Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis
optisien tersebut,

Surat keterangan dan pejabat setempat yang
berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien
calon penanggungjawab bertempat tinggal /
berdomisili di kabupaten / kota yang bersangkutan
atau fotokopi KTP terlamprr,

Fotokop1 yazah refraksionis optisien yang telah
dilegalisir,

Surat keterangan sehat dar1 dokter,

Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm
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Surat pernyataan kerjasama dar laboratorium optik
tempat pemrosesan lensa — lensa pesanan, bila
optikal tidak memiliki laboratorium sendiri,

Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan,
Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya,

Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domsih
optikal / laboratorium optik,

Denah ruangan dibuat dengan skala 1 100,

Surat keterangan dari1 organisasi profes: setempat
yang menyatakan bahwa refreksionis optisien yang
diagjukan hanya menjadi penanggungjawab dar
optikal yang mengajukan 1zin tersebut, dan diketahu
oleh asosiasi pengusha optikal setempat,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

10

11

12

13

14

15

16

17

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukt: pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujuir dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikasi GIS

Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Perjjinan,

Venifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh
Kabid Pelayanan Perijjinan,

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,
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18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,
19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian 7 han setelah persyaratan lengkap dan benar

S | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Penyelenggaraan Optikal
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
> Kejuyjuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana membernkan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersediq)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola intormast 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh

Pelayanan hat1 secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan

il
(
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13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayanm: dengan ramah, sopan, dan professional
1 b4 b
Keselamatan 2 Meml})renkan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
/ ' pelayanan yang telah diselenggarakan
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40 IZIN PENDIDIKAN DASAR

No

KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
Dan Menengah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Berbadan Hukum,

Status tanah dan gedung,

jasah pendidik,

Profil sekolah,

Pertimbangan teknis dar1 OPD terkait,

3 | Sistem,
mekanisme dan

frosedur
I

b W

e}

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryimnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Benta Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,




http://jdih.pemalangkab.go.id/

140

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi di aplikast GIS

11 Venfikas. dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kasi Perjjinan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretannat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon

melalut SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan meroutung 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

60 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

S [ Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Pendidikan Dasar

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ul BAWN =

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen dan 1zin/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tum Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansmmya

» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran,Ketelitian

» Kerjasama,Komunikatif

» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan
Internal

/

Pelaksana membenkan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

Kepala sekst yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan /saranﬂ)engaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh
Pelayanan hat1 secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan
13 | Jaminan Dinas PMPTSP memuliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
1 de , sopan, 1
Keselamatan 2 Mem}t;erlkan §elayanan sesgal SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tinggi
14 | Evaluast Kepala  Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu1l perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
/ / pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
Peraturan Menter1 Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dimi,
Peraturan Mentert Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Satandar Pendidikan Anak Usia Din,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan
|

Syarat pendiriar_x_TK Negeri

1

Memiliki Kepala Tk berdasarkan Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah,

Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang
memenuhi kualifikast dan dasar kompetens: dasar,
Melaksanakan program kegiatan belajar tk yang diatur
oleh pemerintah,

Memiliki buku baik pedoman guru maupun
perpustakaan,

Mampu menyediakan bangunan, kantor dan ruang
guru beserta perlengkanapannya, kamar mandi,
halaman dengan alat bermain, dan lokas: tidak terlalu
ramati,

Memuiliki perabot, alat peraga dana tau alat permainan
edukatif di1 dalam dan di luar kelas ruangan,

Memuliki sumber dana yang tetap,
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10

11

12
13
14

Mempunyar kurikulum dan program pembelajaran
taman kanak-kanak,

Memiliki 1 kelompok usia minimal 20 orang anak
didik,

Memiliki guru untuk setiap kelompok usia belajar
sesual dengan kompetensi,

Membuat pernyataan tertulis menaati ketentuan/
peraturan yang berlaku tentang lokasi pendirian
dengan memperhatikan peryaratan lingkungan yaitu
factor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat
dengan pemukiman penduduk serta kemudahan
transportasi dan jarak,

Memiliki rekening bank An Lembaga PAUD,
Memiliki NPWP PAUD

Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan
berupa  akte/sertifikat tanah yang  dapat
dipertanggungjawabkan,

Syarat Pendirian TK Swasta

1

8
9

10
11

12

Diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang
bersifat social dan memiliki akte dan struktur
organisasi yayasan atau badan hukum lainnya,
Penyelenggara harus mempunyar kurikulum dan
program pembelajaran,

Memiliki kepala sekolah berdasarkan Peraturan
Menter1 Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah /Madrasah,

Memiliki sumber dana yang tetap,

Melaksanakan program pembelajaran taman kanak-
kanak,

Memiliki 1 kelompok usia munimal 20 orang anak
didik,

Memiliki guru untuk setiap kelompok usia belajar
sesual dengan kompetensi,

Memiliki buku baik pedoman guru maupun
perpustakaan,

Memuliki rekening bank An Lembaga PAUD,

Memiliki NPWP PAUD

Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan
berupa  akte/sertifikat tanah yang  dapat
dipertanggungjaw abkan,

Lokasi pendirian hendaknya memperhatikan aspek
keamanaan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan,
keterjangkauan dan dekat dengan pemukiman,

3 | Sistem,
mekanisme dan
}prosedur

/

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menernima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,
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4 Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

S Venfikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisi ke Kasi Periinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikinm Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di aplikas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Peryinan,

12 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryjinan,

13 Vernifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesair di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

40 han kerja setelah permohonan diterima lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1 Ruang informas: dan pengaduan

2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
3 Komputer dan Printer

4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

f

¢ Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
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> Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayvanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketelhitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emost
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh

Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan
13 | Jamman Dinas PMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d H 4 ¢ al
elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Meml};erlkan gelay anan sestfal SPP dalljn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 { Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

! pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
KELAS C DAN D SERTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran,

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakat,

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

S5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan,

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakat,

7 Peraturan Menter: Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Akreditas: Rumah Sakat,

8 Peraturan Menter: Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikas: dan Perizinan Rumah Sakat,

9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

11 Peraturan Bupatt Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

fi

Mendirikan :

Mengisy blanko permohonan,

Foto Copy KTP yang masth berlaku,

Foto Copv NPWP,

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ( untuk badan

hukum),

Foto Copy SK Mentert Hukum dan HAM ( untuk PT ),

Studi Kelayakan,

Master Plan,

Detail Engineering Design,

Foto Copy Sertifikat Tanah /Bukti Kepemilikan Tanah

Atas Nama badan Hukum Pemilik Rumah Sakit,

10 Foto Copy lzin Prinsip/lzin Lokasi/IPPT { luas
usaha >500m? ),

11 Foto Copy HO,

12 Foto Copy IMB,

13 Foto berwarna 4x6 ( 3 lembar ),

14 Rekomendasi: mendirikan dari Dinas Teknis terkait,

H WA =

OO U
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15 Surat kuasa bermaterair (permohonan 1zin selain
pemuilik)
Operasional :

1 Mengs: blanko permohonan,

2 Foto Copy lzin Mendirtkan Rumah Sakit beserta
persyaratannya,

3 Profil Rumah Sakit, meliputi vis1 dan misi, lingkup
kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi,

4 Isian mstrumen self assessment sesuai klasifikasi
Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya
manusia, peralatan, bangunan dan prasarana,

S5 Gambar Desain (blue print) dan foto bangunan serta
sarana dan prasarana pendukung,

Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik
fungs:,

7 Daftar sumber daya manusia,

8 Daftar peralatan medis dan nonmedas,

9

1

)]

Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan,

0 Benta Acara hasil up fungsi peralatan kesehatan
disertar kelengkapan berkas 1zin pemanfaatan dari
istansi berwenang,

11 Dokumen administrasi dan manajemen,
Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws),
Komite medik,
Komite keperawatan,
Satuan pemeriksaan internal,
Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK)
tenaga kesehatan,
Standar prosedur operasional kredensial staf
medis,
g Surat penugasan klisis staf medis, dan
h Surat keterangan/sertifikat hasil uji1/kalibras alat
kesehatan,
12 Foto berwarna 4x6 ( 3 lembar ),
13 Rekomendas: Operasional dar1 Dinas Teknis
terkaut,
14 Surat kuasa bermaterai (permohonan 1zin selain

pemilik)

o000 o

s}

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/r

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
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Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaait,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

Tim Tekmis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuyuu,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi di aplikasi GIS

11 Verntfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kasi1 Peryinan,

12 Ventfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Sekd.n PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

16 Sekretaritat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretannat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon

melalur SMS Center,

19 Pengambilan [zin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 hari kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

S5 | Biaya/tanff

Gratis / Tidak dipungut biaya

6 | Produk
Pelayanan

Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit
Kelas Cdan D

7 | Sarana,
Prasarana,

dan/atau
Fasilitas

O pH WN -~

Loket informasi dan pengaduan
Loket pendaftaran berkas
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas
Loket penyerahan dokumen

8 | Kompetensi

/?elaksana
[

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunya: keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan
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» Menguasa: Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejuyjuran
» Keteliian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empatt
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana membernkan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: vyang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses peclaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Kurnr Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memlikt kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayam dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,

mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

[ yang telah diselenggarakan
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IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

43 1 IZIN PRAKTEK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS,
DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER INTERNSIP, DOKTER PPDS,
DOKTER GIGI PPDGS, DOKTER PENDIDIK, DOKTER GIGI

PENDIDIK

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan,
Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010
tentang Penyelnggaraan Program Dokter Internsip,
Peraturan Menter Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011
tentang lzin Praktek dan Pelaksanaan Praktek
Kedokteran,
Surat Edaran Nomor HK 03 03/Menkes/274/2014
tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek
Kedokteran,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

f

Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi

1

2
3
4

Ul

N O

Blangko permohonan,

Fotokop1 KTP,

Fotokop: yjasah,

STR yang diterbitkan dan dilegalisas1 oleh
KKL/KFN/MTKP,

Foto berwarna latar belakang merah 4x6 (3 lembar)
dan 3x4 (2 lembar),

Surat Keterangan Sehat dar1 RS / Puskesmas,
Rekomendas: dar1 Organisasi Profes: sesuar dengan
alamat praktek,

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek untuk
praktek mandin atau surat keterangan dan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya,
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9 Surat Persetujuan dar1 atasan langsung bagi Dokter
yang bekerja pada instans1 / fasyankes mihk
pemerintah atau pada pada instansi / fasyankes lain
secara paruh waktu,

10 Surat Pernvataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(SPPL) untuk praktek mandir,

11 SIP Asli (Perpanjangan dan Pindah Alamat),

Izin Prakter Dokter Spesialis dan Dokter Gigt Spesialis

1 Blangko permohonan,

2 Fotokop1 KTP,

3 Fotokop: yasah,

4 STR vyang diterbitkan dan dilegalisas1 oleh

KKL/KFN/MTKP,

Foto berwarna latar belakang merah 4x6 (3 lembar)

dan 3x4 (2 lembar),

Surat Keterangan Sehat dart RS / Puskesmas,

7 Rekomendas: dart Organisast Profes: sesuai dengan
alamat praktek,

8 Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek untuk
praktek mandin atau surat keterangan dan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya,

9 Surat Persetujuan dan atasan langsung bagi Dokter
yang bekerja pada 1instanst / fasyankes mihk
pemerintah atau pada pada instansi / fasyankes lain
secara paruh waktuy,

10 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(SPPL) untuk praktek mandin,

11 SIP Ash (Perpanjangan dan Pindah Alamat),

12 Rekomendasi dari Kolegium sesuar dengan

kompetensinya,

9}

)

Izin Praktek Dokter Internsip, Dokter PPDS, Dokter Gigi

PPDGS, Dokter Pendidik dan Dokter Gigit Pendidik

1 Blangko permohonan,

2 Fotokop: KTP,

3 Fotokop: yasah,

4 STR vang diterbitkan dan dilegalisas1 oleh

KKL/KFN/MTKP,

Foto berwarna latar belakang merah 4x6 (3 lembar)

dan 3x4 (2 lembar),

Surat Keterangan Sehat dart RS / Puskesmas,

7 Rekomendas: dar1 Organisast Profesi sesuai dengan
alamat praktek,

8 Surat Persetyjuan dan atasan langsung bagi Dokter
yang bekerja pada instansi / fasyankes mihk
pemerintah atau pada pada instans: / fasyankes lain

Ut

o

[ ¢ secara paruh waktu,

i
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhline dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposist ke Kasi Peryman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuyyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Venifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Penjinan,

Venifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki i1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

13 Sekretarniat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan

pengambilan,

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon

melalul SMS Center,

16 Pengambilan 1zin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 har kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis / Tidak dlpungu_f biaya

6 | Produk Izin Prakter Dokter, Dokter G_lgl, Dokter Spesialis,
Pelayanan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip, Dokter PPDS,
Dokter Gigit PPDGS, Dokter Pendidik, dan Dokter Gigt
Pendidik
7 | Sarana, 1 Loket informasi dan pengadﬁan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer
dan/atau 4 Ruang tunggu
Fasihitas S Ruang pengolahan data/berkas
/ ’ 6 Loket penyerahan dokumen
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Kompetensi
Pelaksana

e Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejyjuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komumnikatif
> Empati
» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks:i yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
2 Pengelola informasi1 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang

4 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa ~membedakan
ras/suku/agama /golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

DPMPTSP memuilik: kode etik pelayanan

1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tingg

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

{

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja settap bulan untuk mengetahu
perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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43 2 IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN (PSIKOLOGI,

PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN, APOTEKER, KEFARMASIAN,
EPIDEMIOLOG KESEHATAN, TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN
ILMU PERILAKU, TENAGA SANITASI LINGKUNGAN, NUTRIONIS,
FISIOTERAPIS, OKUPASI TERAPIS, TENAGA TERAPIS WICARA,
TENAGA AKUPUNTUR, PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN, TENAGA RADIOVASKULER, REFRAKSIONIS
OPTISIEN/OPTOMETRI, PENATA/PERAWAT ANASTESI,
RADIOGRAFER, ELEKTROMEDIS, AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK, RADIOTERAPIS, ORTOTIK PROSTETIK,
TENAGA  KESEHATAN  TRADISIONAL RAMUAN, TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN)

No

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum (1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan,

4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan,

5 Peraturan Menter: Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013
tentang perubahan atas Peraturan Menten Kesehatan
Nomor 02 02 / Menkes / 148 / 1 / 2010 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktek Perawat,

6 Peraturan Menter1 Kesehatan Nomo 1464 / Menkes /
Per / X / 2011 tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktek Bidan,

7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan Izin Kerja

1 Blangko permohonan,
2 Fotokop: KTP,
3 Fotokop: jasah,
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STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh
KKL/KFN/MTKP,

Foto berwarna latar belakang merah 4x6 (3 lembar)
dan 3x4 (2 lembar),

Surat Keterangan Sehat dart RS / Puskesmas,
Rekomendas: dar1 Organisasi Profes1 sesuai dengan
alamat praktek,

Surat Tugas atau surat keterangan dan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat kerja /
praktuiknya,

Surat Persetujuan dar atasan langsung bagi yang
bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan
milik pemerintah atau pada pada instansi / fasilitas
pelayanan kesehatan lain secara paruh waktu,

10 SIP Asl (Perpanjangan dan Pindah Alamat),

Izin Praktek

1

2
3
4

9]

o))

10

11

12

Blangko permohonan,

Fotokop1 KTP,

Fotokop1 yasah,

STR yang diterbitkan dan dilegalisast oleh
KKL/KFN/MTKP,

Foto berwarna latar belakang merah 4x6 (3 lembar)
dan 3x4 (2 lembar},

Surat Keterangan Sehat dar1 RS / Puskesmas,
Rekomendasi dar1 Organisasi Profes1 sesuai dengan
alamat praktek,

Rekomendasi dart Kepala Puskesmas sesuai alamat
prakteknya,

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek untuk
praktek mandi1 atau surat keterangan darn fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya,
Surat Persetujuan dar atasan langsung bagi

yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah atau pada pada instansi
/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara paruh
waktu,

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (
SPPL),

SIP Asli ( Perpanjangan dan Pindah Alamat ),

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/’t

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
momnitoring oleh Front Office,
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Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaat,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Vernifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Vernifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarkr 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplhikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalui SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

S5 | Biaya/tanff

Gratis / Tidak dipungut biaya

6 | Produk Izin Praktek Psikologi Klintk dan [zin Kerja Psikologi
Pelayanan Khnmk
7 | Sarana, 1 Loket informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer
dan/atau 4 Ruang tunggu
Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen

8 | Kompetensi
Pelaksana

A

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
> Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunyal keahhan

> Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima

» Mengoperasikan komputer

Sikap

» Kejujuran
» Ketelitian
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f1

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empati

» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan haran dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks1 yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjut: pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | -\ jayani d ah dan profesional

elayani dengan ramah, sopan, dan profesio
I;;s: ;:;r::an 2 Memberikan gelayanan sesgal SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
S Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja settap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

yang telah diselenggarakan
43 3 IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN (FISIKAWAN
MEDIK, AUDIOLOGIS, TERAPIS GIGI DAN MULUT, TEKNISI GIGI,
TENAGA  TEKNISI PELAYANAN DARAH, MIKROBIOLOG
KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN
REPRODUKSI DAN KELUARGA, BIOSTATISTIK DAN
KEPENDUDUKAN, ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
DAN PEMBIMBING KESEHATAN KERJA)
No| KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum |1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

2 | Persyaratan

Belum Ada

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/fr

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemerksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Verifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretarat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,
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15 Bagian pengambilan membenitahukan ke pemohon
melalui SMS Center,
16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 baglan pengambilan merouting izin ke Pemohon
4 | Jangka waktu
penyelesaian 7 harn kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar
S5 | Biaya/tanff Gratis / Tidak dipungut biaya
6 | Produk Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Loket informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer

dan/atau 4 Ruang tunggu

Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen

8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman

¢ Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap
» Keyujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
»  Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 { Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati

Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
A [ ras/suku/agama /golongan

[
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13 | Jaminan DPMPTSP memailiki kode etik pelayanan
Keamanan dan | Mel 4 h d " al
elayan1 dengan ramah, sopan, dan profesion
Kesclamatan 2 Memi)erlkan Ig)elayanan SCSII;al SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menvelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan
/ ! yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012
tentang Industr: dan Usaha Obat Tradisional,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

N

Blangko permohonan,
Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

()

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak [zin oleh Petugas Back Office,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Penjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,
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12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian 7 hari kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis / Tidak dipungut biaya

6 | Produk 1zin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pelayanan

7 | Sarana, 1 Loket informas: dan pengaduan

Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer

dan/atau 4 Ruang tunggu

Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen

8 | Kompetensi s Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

» Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

o Sikap
» Kejujuran
» Ketelitan
» Kenasama
» Komunikatif
» Empat:
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setitap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditanganm oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
‘Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang
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3 Pengolah data 1 Orang
4 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
’ O k4
E;S: ;ﬁfntan 2 Mem}t;enkan gelayanan SCSII,I)al SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahw
elaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
% yvang telah diselenggarakan

[
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45 SERTIFIKASI PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I DAN PERBEKALAN
KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) KELAS 1

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah,

Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012
tentang [Industr dan Usaha Obat Tradisional,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

N =

Blangko permohonan,
Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

(

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknzs,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Benta Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi di aphkasi GIS,
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11 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryman,

13 Vernfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
7 har kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

penyelesaian

5 | Biaya/tanff Gratis / Tidak dipungut biaya

6 | Produk Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Loket informasit dan pengaduan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer
dan/atau 4 Ruang tunggu
Fasilitas 5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen
8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

~

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman

¢ Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap

» Kejuyjuran

» Ketehitian

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empati

» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
\ Pemalang

» Kepala seksti yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 1 Orang
4 Petugas Kurir 1 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani d h, sopan, dan profesional
elayani dengan ramabh, ,
g:lsae;::;fan 2 Memberikan gelay anan SCSIEaI SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan 1ntegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:t keglatan pelayanan
) yang telah diselenggarakan
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46 IZIN APOTEK, TOKO OBAT DAN TOKO ALAT KESEHATAN

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter: Kesehatan
Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi,
[zin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,
Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017
tentang Apotek,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

N0 h WN =

O

Blangko permohonan,

Fotokop: Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Foto Copy STRA dengan menunjukan STRA asli,

Pas Foto berwarna 4x6 (3 lembar),

Foto Copy Nomor Pokok Wajb Pajak Apoteker,

Foto Copy peta lokas: dan denah bangunan,

Daftar prasarana, sarana, dan tenaga,

Akta perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelola
Apotek ( APA ) dengan Pemilik Sarana Apotek ( PSA ),
Rekomendasri dar1 Organinsasi Profesi,

2 | Persyaratan

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

0

/

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,
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Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposisit ke Kas1 Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani pernzinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemertksaan, mencetak Izin jika disetuyyu1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokas: di aplikasi1 GIS

11 Venfikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kasi Peryinan,

12 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Perymnan,

13 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

17 Sekretanat

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,
Izn ke

menyerahkan SK bagilan

pengambilan,

18 Bagilan pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian 7 hari kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar
Biaya/tanff Gratis / Tidak dipungut biaya
Produk Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan
Pelayanan
Sarana, 1 Loket informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
4 3 Komputer
an/atau 4 Ruang tunggu
Fasilitas S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen
Kompetensi ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

!

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesual bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
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» Berpengalaman
o Ketrampilan

~ Menguasai1 Teknik pelayanan prima

> Mengoperasikan komputer
o Sikap

» Kejuyjuran

» Ketelitian

» Kerjasama

» Komunikatif

> Empat1

» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Pengelola pengaduan 1 Orang
5 petugas kurnir 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | - - | vani d ah dan profesional

elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Memberikan gelayanan SCSlIl)al SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Mecnciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan imndah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahw
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:1 kegiatan pelayanan

I yvang telah diselenggarakan
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IZIN PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Giz1 Pangan,
Peraturan Kepala Badan Koordinas: Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
Peraturan Kepala BPOM HKO03 1 23 04 12 2205
Tahun 2012 tentang Pedoman Pembernan Sertifikat
Produks: Pangan Industri Rumah Tangga,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenPemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang

Persyaratan

a b

Blangko permohonan,

Fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Pas foto berwarna terbaru latar belakang merah
ukuran 4x6 ( 3 lembar ),

Surat keterangan domisihi usaha,

Denah lokast dan bangunan tempat usaha,

Foto Cop1 sertifikat Pelatihan/kursus Keamanan
Pangan ( PKP ) bagi pemilik dan penjamabh,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
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S5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposisi ke Kasi Perjjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkauit,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

7 Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikast GIS

11 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kast Peryinan,

12 Vernfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK 1Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaltn SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
7 han kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar

penyelesaian
S | Biaya/tanff Gratis / Tidak dipungut biaya
6 | Produk Izin Produksi Makanan Dan Minuman Industr1 Rumah
Pelayanan Tangga
7 | Sarana, 1 Loket informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Loket pendaftaran berkas
3 Komputer
dan/atau 4 Ruang tunggu
Fasilitas S5 Ruang pengoclahan data/berkas
6 Loket penyerahan dokumen
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
‘\ ~ Jabatan pada instansinya
( Pendidikan sesuai bidang tugasnya

o

» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

¢ Ketrampilan
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» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejyuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran dan ditindaklanjutt pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang
4 Pengelola pengaduan 1 Orang
S Petugas Kurir 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d h d fi al

elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Memj‘t/)enkan gelayanan SCSII,I)al SPP dall)n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinena rapat kerja  setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

/r | yang telah diselenggarakan
/




http://jdih.pemalangkab.go.id/

173

48 SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar
Hukum

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Menter1 Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/
2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun
2016 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs: dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Persyaratan

X

o D WN =

= = O 00~
- O

13

14

15

16

17

Surat Permohoanan SLF,

Fotocopy KTP Pemohon,

Fotocopy NPWP Pemohon,

Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang telah dilegalisir
oleh Notaris,

Fotocopy SIPPT yang terbit tahun 2008 dan setelahnya,
Fotocopy [zin Bangunan yang dimilik: (IMB, IPB, dan/atau
KBM),

Gambar Arsitek Lampiran IMB,

Peta rencana kota & RTLB, yang menjad: lampiran IMB,
Surat pernyataan telah membuat SRAH/Kolam Resapan,
Foto SRAH/Kolam Resapan,

Foto tampak bangunan minimal 3 sis1, sesual keadaan
lapangan sekarang,

Laporan Direksi Pengawas (DIRWAS), oleh pengawas yang
memegang IPTB (lzin Pelaku Teknis Bangunan),

Legalisir  fotocopy IPTB bidang Arsitektur, Struktur,
Instalasi,

Surat pernyataan koordinator Direks: Pengawas,

Gambar (As Built Drawing) Arsitektur hasil pelaksanaan
bangunan yang telah disahkan sesuai dengan lapangan,
beserta CD berisikan file format CAD,

Gambar (AS Built Drawing) Struktur hasil pelaksanaan
bangunan yang telah disahkan sesuai dengan lapangan ,
Gambar (AS But Drawing) Instalasi hasil pelaksanaan
bangunan yang telah isahkan sesuai dengan lapangan,




http://jdih.pemalangkab.go.id/

174

18

10

Rekomendas: OPD/unit terkait yang  masih berlaku
untuk

e Kebakaran

¢ Penggunaan pesawat angkat/ angkut (Lift , Eskalator,
dll)

e Penggunaan Motor Diesel
s Penggunaan Instalas: ListrnK
e Pengunaan Instalasi Penyalur Petir,

Surat Kesanggupan Pembayaraan Retribusiy, apabila
diperlukan

3 Sistem,
mekanisme
dan
prosedur

A

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
mencetak tanda bukt pendaftaran dan lembar monitoring
oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
Jika sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima
permohonan dan mencetak lembar momtoring oleh Front
Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan terkait,
Back Office membuat jadwal dan undangan peninjauan
lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknus,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita acara
pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan membuat
surat penolakan jika tidak disetujui,

mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi1 di1 aplikast GIS

Vernfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh Kasi
Peryinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh Kabid
Pelayanan Periyman,

Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh Sekdin
PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,
Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesal di proses dan mengentry di Aplikast E-Dok,
Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian pengambilan,
Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemochon
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4 | Jangka
waktu 30 Har1 Kerja setelah persyaratan lengkap dan benar
penyelesaian

S |Biaya/tanff | Gratis

6 llzcre(l):;aljlan Sertifikasi Laik Fungs1 Bangunan Gedung

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetens: | e Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
> Jabatan pada instansinya
> Pendidikan sesuai bidang tugasnya
> Mempunyai keahlian
> Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasit kelancaran
proses pelaksanaan pelayanan Perizinan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan | Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani
Pengaduan, |oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
Saran, dan | pimpinan sebagaimana ditetapkandalam SOP pengelolaan
Masukan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh hati

Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat, mudah,
Pelayanan dan transparan
1
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4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah

S Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
Integritas yang tinggi

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

£

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu perkembangan
dan mengevaluast kegiatan pelayanan yang telah
diselenggarakan
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49 IZIN PEMAKAIAN ALUN-ALUN

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Foto copy KTP
Proposal kegiatan

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

f\

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalur perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplkas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kas1 Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangan1 perizinan
terkaut,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetyuw dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perjjinan

10 Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,
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13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagilan pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon,

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon,

Jangka waktu
penyelesaian

7 har kerja setelah permohonan diterima lengkap dan
benar

Biaya/tanff

Rp 1 000 000/han

Produk
Pelayanan

Izin Pemakailan Alun-Alun

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Loket informasi dan pengaduan
Loket pendaftaran berkas
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas
Loket penyerahan dokumen

N hWN -

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks1 yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditanganit oleh petugas khusus pengaduan untuk
diindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

|

1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 1 Orang

4 Pengelola pengaduan 1 Orang
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12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memilik: kode etik pelayanan
Keamanan dan | 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluast kegiatan pelayanan
)f ) yang telah diselenggarakan

[
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50 IZIN PEMAKAJAN TAMAN PATIH SAMPUN

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Foto copy KTP,
Proposal kegiatan,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perzinan
terkaat,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin pika disetuyyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kast Pelayanan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Vernifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,
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13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretanat
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu:t SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting izin ke Pemohon

menyerahkan SK Izin ke bagian

Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya/tanff

Rp 750 000/harn

Produk
Pelayanan

Izin Pemakaian Taman Pati Sampun

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Loket informas: dan pengaduan
Loket pendaftaran berkas
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas
Loket penyerahan dokumen

UL WN

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunyai keahlian

> Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap

» Kejuyjuran

» Ketelitian

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empat:

» Pengendalian emost

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan

Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Ay

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 1 Orang

{
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4 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
¢ , S , (o)
E:i:; ::;tan 2 Mem}t;erlkan gelayanan SCSEI)dl SPP dell)n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinernja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman,

Peraturan Pemernntah Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman,

Instruks1 Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan
Perumahan,

Peraturan Menter1 Pekerjaan Umum Nomor
S/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan
Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana Sarana
dan Utilitas Perurnahan Permukiman,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Pernizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan
{

Mengs1 formulir permohonan,

Fotokop1 Akta Pendirtan Perusahaan yang telah
disahkan,

Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan,

Fotokop1 SITU, SIUP, TDP, IUJK, NPWP,

Fotokop1 Izin Lokasi,

Fotokop1 Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah,

Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar,

Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum,

Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan,

Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran,
Izin Gangguan atas Kegiatan,

Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan Lingkungan/
Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan,
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13 Fotokop1 STTS PBB,

14 Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-
Undangan (Bermaterai Rp 6 000,-),

15 Pernyataan Kesediaan memfasiltas1 Tim Tekms ke
Lapangan (apabila diperlukan),

16 Matera1 Rp © 000,- 2 lembar

3 | Sistem, 1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme dan melalu1 perizinan online,
prosedur 2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aphkasi1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

S5 Vernfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknus,

7 Undangan dikirrm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Benta Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemenksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuy,

10 mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 d1 aplikast GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Peryjinan,

12 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplhikasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambulan,

18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalu:r SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan meroutng 1zin ke Pemohon

4 |Jangka waktu | 14 han Kerja setelah permohonan dan persyaratan
/’ penyelesaian diternma dengan benar dan lengkap
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S5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyail keahhan
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasal Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

s Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana membernkan laporan harnan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala seks:1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 } Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi1 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamman Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh

Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
Keselamatan 2 Mem{,)erlkan gela3fanan ’SCSII.I)al éPP dall)n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
! mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
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5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

f

Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahu1 perkembangan dan mengevaluas: kegiatan
pelayanan yang telah diselenggarakan
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52 SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKBG)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Rumah Susun,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dac¢rah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman,

Peraturan Pemcrintah Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman,

Instruks1 Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan
Perumahan

Peraturan Menter1 Pekerjaan Umum  Nomor
S5/PRT/M/2016 tentang lzin Mendinkan Bangunan
Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
2 Perjanjian sewa menyewa,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

[

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, pka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
momnitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
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S5 Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryman yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

7 Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemerniksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di1 aplikas1 GIS

11 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

12 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di1 proses dan mengentry di Aplhkast E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membernitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan [zin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Sertifikat Kepemilikan Bangﬁnan Gedung

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendafiaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

S h WM =

8 | Kompetensi
Pelaksana

//

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesual bidang tugasnya
> Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

e Ketrampilan
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» Menguasai Teknik pelavanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketelhitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seks: yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dimmas PMPTSP melayam dengan sepenuh

Pelayanan hat1 secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan
13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d " d ¢ al
elayan: dengan ramah, sopan, dan profession
Keselamatan 2 Mem}t’)enkdn gelayanan ses§a1 SPP deIl)n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluas: Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja settap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan

!f pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali1 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang
Pembinaan  Penyelenggaraan Perumahan Dan
Kawasan Permukiman,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman,

Instruks: Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan,
Peraturan Mentenn Pekerjaan Umum  Nomor
S5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendinkan Bangunan
Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana Sarana
dan Utilitas Perumahan Permukiman,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

A/

N =

CONONUGLHA~ W

Mengisi formulir permohonan,

Fotokop1 Akta Pendinan Perusahaan yang telah
disahkan,

Fotokop: KTP Pimpinan Perusahaan,

Fotokop:1 SITU, SIUP, TDP, IUJK, NPWP,

Fotokopi Izin Lokasi,

Fotokop: Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah,

Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar,

Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum,

Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan,

10 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran,
11 Izin Gangguan atas Kegiatan,
12 Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan Lingkungan/

Izin Lingkungan dar1 Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan,

13 Fotokopi STTS PBB,
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14

15

16

Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-
Undangan (Bermaterai Rp 6 000,-),

Pernyataan Kescdiaan memfasiltasi Tim Teknis ke
Lapangan (apabila diperlukan),

Materai Rp 6 000,- 2 lembar

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan bcrkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisi ke Kasi Pernjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perzinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknmis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikast GIS

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Perjjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

gl

14

hari kerja setelah permohonan dan persyaratan

diterima dengan benar dan lengkap
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S | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

S5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

s Sikap
» Kejujuran,Ketehtian
» Kerjasama,Komunikatif
> Empati,Pengendahian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  piroses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap lapbran /saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan1 dengan sepenuh

Pelayanan hat: secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan
13 | Jaminan Dinas PMPTSP memihiki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
T ’ >
g:ls: ;ﬁ:;tan 2 Mem}l:’)erlkan §elay anan SeSlIJ:l)dl SPP d;)n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
[ mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah




http://jdih.pemal

angkab.go.id/

193

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

)‘ (

14 | Evaluasi

Kinerja
Pelaksanaan

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang

melaksanakan rapat kena setiap bulan untuk
mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang Atau Barang,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,

Peraturan Menter1 Sosial Nomor 1/HUK/ 1995 tentang
Sumbangan Untuk Korban Bencana,

Pertauran Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996
tentang Pelaksanaan Sumbangan Oleh Masyarakat,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

S WN

co~NOoYUt

Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendinan
dan/atau perubahan sebagaimana badan hukum
yang disahkan oleh instansi yang berwenang,

Daftar nwayat hidup penanggungjawab,

Fotocopy KTP,

Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah,

Fotocopy NPWP,

Fotocopy serufikat tanah atau perjanjan sewa,
Keterangan domisih LPK,

Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggungjawab
LPK,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

l

[

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jijka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
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Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin yjka disetuju dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kast Pelayanan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryjnan,

10 Verifikasi1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalui SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 han kerja setelah hasil verifikas: dinyatakan lengkap
dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ul D WN -

Ruang informas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi
Pelaksana

(

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Pernzinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuat bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran,Ketelitian

» Kerjasama,Komunikatif

» Empati,Pengendalian emosi
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan  pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpimnan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayani dengan sepenuh
Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional

1 H ’
I;ZZ: ;ﬂ;tan 2 Memberikan pelayanan sesfal SPP deg'l SOP

3 Menyclenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahu perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

A( [ pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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IZIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan
Daerah,

Peraturan Menter: Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Tatacara Perizinan Dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

HWN

0o ~NOy Ut

Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian
dan/atau perubahan sebagaimana badan hukum
yang disahkan oleh instansi yang berwenang,

Daftar nwayat hidup penanggungjawab,

Fotocopy KTP,

Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah,

Fotocopy NPWP,

Fotocopy sertifikat tanah atau perjanjan sewa,
Keterangan domisili LPK,

Profil LPK yang ditandatangam oleh penanggungjawab
LPK,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/f/

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan onhine,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Vernifikasi1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,
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7 Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Tekmis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika nidak disetujyui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di1 aplikas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Peryinan,

12 Venifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelavanan Peryman,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas:1 E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

19 Pengambilan 1zin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 han kerja setelah hasil verifikas1 dinyatakan lengkap
dan benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas1 dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer dan Printer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

OB WN

8 | Kompetensi
Pelaksana

/

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunya: keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
> Empat,Pengendahan emosi




http://jdih.pemalangkab.go.id/

199

9 | Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan

Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan
Pelayanan

Petugas pada Dinas PMPTSP melayam dengan sepenuh
hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan

13 | Jamimnan
Keamanan dan

Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan

Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

fi

Keselamatan 1
2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan yang telah diselenggarakan

[
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IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Menten1 Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

OCO~NOU A WN =

Fotocopy akta pendiran,

Fotocopy surat keterangan domsili perusahaan,
Fotocopy npwp,

Fotocopy sertifikat tanah,

Surat pernyataan,

Bagan struktur LPTKS,

Rencana kerja 1 tahun,

Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar,

Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih
berlaku,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

M

—

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Periyjinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email /TNDE/SMS,
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8 Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak I1zin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikasi: GIS

11 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK I[zin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu

7 han kenja setelah peninjauan lapangan

penyelesaian
Biaya/tanff Gratis
Produk Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Pelayanan dalam 1 {Satu) Dearah Kabupaten
Sarana, 1 Ruang informasi dan penéaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempat penyverahan dokumen/ Front office
Kompetenst e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

[

» Jabatan pada mstansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyvai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran,Ketelitian

» Kerjasama,Komunikatif

» Empati,Pengendalian emosi
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9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi

kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan

Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan: dengan sepenuh

Pelayanan hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan

13 | Jamman Dinas PMPTSP memailiki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
geelsae ;:;naa;ltan 2 Memsl;erlkan gelayanan SCSLE_)al SPP d:n SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala  Dinas PMPTSP  Kabupaten  Pemalang
Kinerja melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
Pelaksanaan mengetahur perkembangan dan mengevaluasi kegiatan
[ pelayanan yang telah diselenggarakan

(\‘\’




http://jdih.pemalangkab.go.id/

57

203

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
57 1 IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

12

13

14

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
sebagaimana drubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan  Pengendahan
Pencemaran Air,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan,
Peraturan Mentert Negara Lingkungan Hidup nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air,
Peraturan Menter: Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2014 tentang Baku Mutu Air Limbah,
Peraturan Daerah Provins: Jawa Tengah Nomor 20
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota
d1 Provinsi Jawa Tengah,
Peraturan DaerahbProvins: Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembenan Izin Pembuangan dan
Pemanfaatan Air Limbah,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

MM

1 Formulir permohonan 1zin pembuangan Air Limbah,
2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
3 Salinan akte pendirian perusahaan,
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Fotocopy 1zin lokasi,

Fotocopy 1zin gangguan (HO),

Fotocopy IMB,

Fotocopy Izin Usaha,

Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL,

Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air
himbah,

Peta lokas1 instalas: pengelolaan air imbah (IPAL),
Peta lokas1 pengambilan air,

Gambar 1instalas: pengelolaan air limbah (IPAL), dan
Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna
sumber air diketahu oleh Kepala Desa/Lurah,

Surat keterangan dari masyarakat pengguna tanah
diketahu oleh Kepala Desa/Lurah,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposist ke Kas1 Peryjinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirinm Via Kurir/ Email/TNDE /SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokasi di1 aplikasi1 GIS

Vernifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesair di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,
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18 Bagian pengar;t_)ﬁé}rrﬁembentahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

19 Pengambilan lzin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 20 han kerja setelah berkas permohonan diterima
penyelesaian secara lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis T

6 | Produk Izin Pembuanga Limbah Cair
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi o Pengetahlian S B
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunya: keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
> Kejujuran, Ketelitian
» Kerjasama, Komunikatf
» Empati, Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftarmrkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP méﬁgf;tm dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 { Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan

[l (| Keamanan dan

1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan profesional,
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Keselamatan
Pelayanan

5

Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP,
Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,

Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tinggi

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja settap bulan untuk mengetahui
perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan

57 2 1ZIN TPS (TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA) LIMBAH B3
(BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun,

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendahan
Pencemaran Aur,

Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor
18 Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
Peraturan Menter1 Negara Lingkungan Hidup Nomor
30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan  Pengelolaan Limbah B3  serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah
B3 oleh Pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pengendlaian Lingkungan,
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
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11

12

13

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan
Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3},

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang,

2 | Persyaratan

OO NP WN =

Fotocopy KTP,

Salinan akte pendirian perusahaan,

Fotocopy 1zin Lokasi,

Fotocopy 1zin Gangguan (HO),

Fotocopy IMB,

Fotocopy lzin Usaha,

Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL,

Salinan hasil analisa kelayalan baku mutu air
limbah,

Peta lokasi1 TPS limbah B3,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

—|\O

1\9)

10

11

12

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan onhne,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan
dan mendisposisi ke Kasi1 Peryinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
penmnjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknais,

Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknmis melakukan Peninjauwan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokas: di1 aplikasi GIS

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,
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14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di1 proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

17 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 14 han kerja setelah berkas permohonan diterima
penyelesaian secara lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3
Pelayanan (Bahan Berbahaya dan Beracun)

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
> Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran, Ketelittan
» Kerjasama, Komunikatif
» Empati, Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan
Internal laporan bulanan kepada Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pemalang,
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang

I[ ¢ | Pelaksana 2 Pengelola informas1 1 Orang
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3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

DPMPTSP memuliki kode etik pelayanan

1 Melayan1 dengan ramah, sopan, dan profesional,

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP,

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja settap bulan untuk mengetahwu
perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan

57 3 1ZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN) SKALA KABUPATEN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun,

4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

S5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Permohonan Pengajuan lzin,
Fotocopy KTP,
Salinan akte pendirian badan usaha,

W N
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(0 L o)

Nama, sumber dan karakteristik hmbah B3 yang
akan dikumpulkan,

Dokumen yang menjelaskan tentang tempat
penyimpanan limbah B3,

Dokumen tentang pengemasan limbah B3

Prosedur pengumpulan limbah B3,

Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan
pencemaran lngkungan hidup dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan
fungsi lingkungan hidup,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposisi ke Kasi Perijinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peminjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan

11

mengetry lokas: di1 aplhikas: GIS
Verifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

12 Venfikas: dan pempubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

16 Sekretarnat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesar di1 proses dan mengentry di Aplhikas: E-
Dok,

17 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
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4 |Jangka waktu |54 han kerja setelah berkas permohonan diterima
penyelesaian secara lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
Pelayanan Beracun) skala Kabupaten

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office

8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesual bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
s Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
o Sikap
» Kejyujuran, Ketelitian
» Kerjasama, Komunikatif
» Empati, Pengendalian emosi
9 | Pengawasan > Pelaksana memberikan laporan harnan dan
Internal laporan bulanan kepada Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pemalang,
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama /golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah an, dan profesional

1 , sopan, ,
g:ls:}i;n:;an 2 Mem}l,)erlkan gelayanan SCSIljal SPP d:n SOP,

/ f 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,

mudah, dan transparan,
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4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

(

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan




http://jdih.pemalangkab.go.id/

58

213

IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH /PENGOLAHAN SAMPAH,
PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeirah sebagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelavanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1

1

Persyaratan Teknis

Lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas
dengan dibangun pagar tembok permanen dengan
ketentuan mimimal 3 (tiga) meter sesuai dengan
ketentuan teknis bangunan,

Mempunvai tempat penyvimpanan dan pengelolahan
yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan
tempat tinggal,

Apabila dalam  proses  penyimpanan dan
pengelolahan akan memmbulkan pencemaran
terhadap lingkungan maka harus dyauhkan darn
permukiman,

Tempat penvimpana dan pengelolahan wajb
dilengkapt alat pemadam kebakaran,

Dalam pelaksanaan usahanya baik perseorangan
maupun badan usaha wajilb menjamin kedekatan
pekerja dan system tanggap darurat

Persyaratan Administrast

Setiap orang yang bergerak dalam usaha pengelolaan
sampah wajib mempunyat 1zin usaha dar1 Pemerintah
Daerah,

Setiap orang yang bergerak dalam usaha pengelolaan
ampah harus mendapatkan pengantar permohonan
1zin lokasi dan kelurahan/desa,

Setiap orang yang bergerak dalam usaha pengelolaan
sampah harus mendapatkan 1zin lokast dar instansi
yang menangani perizinan,
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4

Untuk menjamin segala sesuatu yang mungkin
timbul atas pekerja/tenaga kerja pengusaha
pengelolaan sampah wapb mendaftarkan pada
ASTEK/JAMSOSTEK tenaga kerjanya,

Rekomendas:! num tekms

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menenima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisit ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office vang menangani perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan wundangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE /SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokast di1 aplikast GIS

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikasi1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryimnan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark:i 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah peninjauan lapangan
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S | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah,
Pelayanan Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah

Yang Diselenggarakan Oleh Swasta

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer dan Printer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan dokumen/ Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
> Mempunvai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap
» Kejujuran,Ketelitian
» Kerjasama,Komunikatif
» Empati,Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses pelaksanaan pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangant oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada Dinas PMPTSP melayan dengan sepenuh

Pelayanan hat1 secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku
/agama/golongan

13 | Jaminan Dinas PMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan professional
Keselamatan 2 Mem}l;erlkan gelayanan ,sesgal éPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
! mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
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5 Melaksanakan_tugéé dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

14 | Evaluast
Kinenja
Pelaksanaan

Kepala Dimnas PMPTSP Kabupaten Pemalang
melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk
mengetahui perkembangan dan mengevaluas: kegiatan

pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENGESAHAN DAN REGISTRASI SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah se¢bagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pcnilalan dan Pemenksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin
Lingkungan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

DHWN

Permohonan Pengajuan [zin,

Fotocopy KTP,

Draft SPPL

Siteplan/denah lokasi rencana wusaha dan/atau
kegiatan,

Lapangan pendukung,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

|

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menenima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:t ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak lzin jika disetuyyu1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikasi GIS

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas1 Pernjinan,
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9 Venfikas:i dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretarnat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

3 han kerja setelah berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

S5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Pengesahan Dan Registrasi Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan,

Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

O A WN -~

8 | Kompetenst
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasa:! Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujuran, Ketelitian
Kerjasama, Komunikatif

9 | Pengawasan
Internal

/q:

>

>

» Empati, Pengendalian emos:i

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,

Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran  proses  pelaksanaan  pelayanan
Perizinan (sarana prasarana dan SDM yang
tersedia)

v
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jamimnan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
Eeelsai} anai:an 2 Mem}l;erlkan ge]ayanan SCSlI,l)al éPP d:n SOP, ’
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:1 kegiatan pelayanan
A’ ' yang telah diselenggarakan

/
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60 PERSETUJUAN PERMOHONAN PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,
PENGELOLAAN DAN/ATAU PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRY, DI
RUMAH SAKIT, HOTEL DAN PABRIK

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs1 dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan Surat permohonan,
Penyediaan TPS sementara,
TPS harus berlokasi yang strategis sehingga mudah
dyangkau oleh kendaraan pengangkut sampah,
3 | Sistem, Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme dan melalui perizinan online,
prosedur Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran

serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemerksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kas:1 Peryjmnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetujuir dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikast GIS

Vernifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Peryjinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,
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10 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat
pengambilan,

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

16 Pengambilan [zin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Izin Oleh Kepala Dinas

menyerahkan SK Izin ke baglan

Jangka waktu
penyelesaian

14 har kerja setelah berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

Biaya/tanff

Rp 500 s/d Rp 100 000 (berdasarkan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum)

Produk
Pelayanan

Izin Persetujuan Permohonan Pengambilan,
Pengangkutan, Pengelolaan dan/atau Pemusnahan
Sampah Industry, di Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan,

Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat penyerahan dokumen/ Front office

DU DA WN -

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansmya
» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
Kejujuran, Ketelitian
Kerjasama, Komunikatif

Pengawasan
Internal

(

>

>

» Empati, Pengendalian emosi

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
Kepala seksi
kelancaran
Perizinan
tersecia)

v

yang bersangkutan mengawasi
proses  pelaksanaan  pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemproses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas1 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama /golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel dengan ramah d fesional
elayani den ah, sopan, dan profesi ,
E:lsaf; ?;ﬁaﬂ 2 Mem}t,)enkan ﬁelayanan sesgal SPP d:n SOP,
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluas: Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
r' yang telah diselenggarakan
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR

TAHUN

13

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

A

1

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinas:i Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Permohonan 1zin
Prinsip Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan
Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan
Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2009 tentang Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2015
tentang lzin Prinsip,

Peraturan Bupati Pernalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
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10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

Permohonan ditandatangam di atas materai cukup
oleh Direksi/Pimpmman perusahaan dan stempel
perusahaan, sebagai pemohon,

Rekaman  Akta Pendirian perusahaan dan

perubahannya untuk PT, CV dan Fa diengkap:

dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan
persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada)
darn Menter1 Hukum dan HAM serta NPWP

Perusahaan,

Fotocopy anggaran dasar bagi badan usaha koperas;,

yayasan, dilengkapt pengesahan Anggaran Dasar

Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang

serta NPWP perusahaan,

Fotocopy KTP dan NPWP untuk usaha perorangan

Fotocopy KTP dan NPWP para pemegang saham (bag:

yang berbadan hukum),

Keterangan rencana kegiatan

a Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow
chart of production) dilengkapi dengan penjelasan
detail uraian proses produkst dengan
mencantumkan jenis bahan baku dan bahan
penolong,

b Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang
akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang
dihasilkan

Izin Prinsip/Rekomendast dari Kementrnian/Lembaga

Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan

bidang usaha,

Surat Kuasa ash bermaterai apabila pengurusan

permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh

pemohon,

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran di
aplikas1 SPIPISE serta mencetak tanda bukti
pendaftaran oleh Front Office,

Front Office menyerahkan berkas ke Bidang
Pelayanan Peryinan,

Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaait,

Back Office memproses Peryinan di Aplikas: SPIPISE
berdasarkan Dokumen Pengajuan,

mencetak draf 1zin oleh Petugas Back Office,
Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki i1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,
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10 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

11 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

12 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesa1r di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok
dan EDF,

13 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

14 Bagian pengambilan membertahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

15 setelah Izin diambil oleh Pemohon bagian
pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

3 han kerja sejak diterimanya permohonan lengkap
dan benar

Biaya/tanff

Gratis

Produk
Pelayanan

Izin Prinsip Penanaman Modal

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

YUl D WN =

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mmstansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunya1 keahhan

» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap

» Kejujuran

» Keteliian

» Kerjasama

» Komunikatif

> Empati

» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

bulanan kepada Kepala,

> Kepala seksi yang Dbersangkutan mengawast

kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10

M

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
SOP pengelolaan pengaduan
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11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayanm1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/ golongan
13 | Jamimnan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan profesional
1 ] 2 2
g:lsef ;z;naa;ltan 2 Mem}l’)enkan gelayanan ses1I1)a1 SPP drfn SOP,
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahu1 perkembangan dan mengevaluasi
/ I| Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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2 1ZIN USAHA PENANAMAN MODAL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daerah,

Peraturan Kepala Badan Koordinas: Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal,
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang

Tahun 2011 sampail dengan Tahun 2031,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

o v

(0 BN

Permohonan ditandatangani di atas materar oleh
Direks1/Pimpman perusahaan dan stempel
perusahaan, sebagat pemohon,

Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal,

Fotocopy  Akta  Pendinan  perusahaan dan

perubahannya dilengkapi dengan pengesahan

Anggaran Dasar Perusahaan dan

persetujuan/pemberitahuan perubahan, dar Mentern

Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan,

Fotocopy legalitas lokasi proyek dan/atau alamat

perusahaan terdin dari

a Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau
bangunan untuk kantor/gudang berupa akta jual
beli oleh PPAT atas nama Perusahaan atau
sertifikat Hak Atas Tanah dan IMB,

b Bukti perjanjan sewa menyewa tanah dan/atau
gedung/bangunan berupa fotocopy perjanjan
sewa menyewa tanah dan bangunan,

¢ Bukti afilias1 sebagaimana dimaksud di atas,
apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan
dengan kepemilikan saham dalam  akta
perusahaan

Fotocopy KTP dan NPWP untuk usaha perorangan

Fotocopy KTP dan NPWP para pemegang saham (bagi

yang berbadan hukum),

Dokumen Lingkungan,

Tanda terima penyampaian LKPM
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

Pengajuan berkas permohonan di Front Office,
Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran di
aplikas: SPIPISE serta mencetak tanda bukti
pendaftaran oleh Front Office,

Front Office menyerahkan berkas ke Bidang
Pelayanan Perijinan,

Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan
mendisposisi ke Kast Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office mempioses Peryjinan di Aphikasi: SPIPISE
berdasarkan Dokumen Pengajuan,

Setelah proses mencetak draf Izin Petugas Back
Office,

Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki i1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesal di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok
dan EDF,

Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,

setelah Izin diambil oleh Pemohon bagian
pengambilan merouting 1zin ke Pemchon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 han kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan
benar

S | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Usaha Penanaman Modal

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

O Ul A WN =

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya

» Mempunyai keahhan

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasat Teknik pelayanan prima
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» Mengoperasikan Komputer
e Sikap

» Kejuyjuran

» Ketelhitian

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empati

» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana membenkan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala,

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpman sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 { Jumlah 1 Petugas pendaftar-a—m berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/ golongan

13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan
Keselamatan 1 Melayan: dengan ramah, sopan, dan profesional,

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP,
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi

/(, Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Peraturan Mentenn Dalam Neger1 Nomor 24 Tahun
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Permohonan 1zin Prinsip
Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2015
tentang lzin Prinsip,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

DWN =

[0 )]d)

Foto Copy KTP Direktur dan Pemegang Saham,

Foto Copy NPWP Direktur dan Pemegang Saham,
Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah,

Foto Copy Akta Pendinman Perusahaan dan
pengesahan beserta perubahannya bagt yang
berbadan hukum,

Foto Copy NPWP Perusahaan,

Rencana dan Nilar Investasit (untuk Perumahan,
Industr1 menengah keatas atau tingkat gangguan
sosial kemasyarakatan tingg),

gambar/Denah/ Site Plan, dan

informasi sinyal/Persetujuan pengguna frekuensi
untuk menara Telekomunikasi/Radio darnn Dinas
Perhubungan, Komunikast1 dan  Informatika
Kabupaten Pemalang

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/M

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,,
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposis: ke Kas: Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkauit,

Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jka disetujuir dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 d1 aplikasi GIS

Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

Venifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 harn kerja setelah rapat rekomendasi

S5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Prinsip

7 | Sarana,
Prasarana,

dan/atau
Fasilitas

[

O PhHWN

Ruang informas: dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
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8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyail keahlian
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

s Sikap
» Kejuyjuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Penzinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani1d n ramah, sopan, dan profesional

nidenganr , , ,
Keselamatan 2 Mem}‘r’)erlkan gelayanan sesuai SPP d:n SOP,
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas vang tinggi

14 | Evaluas: Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja settap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

/ﬁ / yang telah diselenggarakan
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IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

12

13

14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Mentert Pekerjaan Umum Nomor
24 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung,

Peraturan Menter1 Dalam Negern Nomor 32 Tahun
2010 tentang Pedoman Pembenan Ijin Mendirikan
Bangunan,

Peraturan Mentert Pekerjaan Umum  Dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2016
Tentang Izin Mendiritkan Bangunan Gedung,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pemalang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi1 Perizinan
Tertentu,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamnisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pmmtu Kabupaten
Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada  Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu kabupaten Pemalang,

Persyaratan

1 Foto copy KTP
2 Surat Pernyataan Persetujuan tetangga
3 Bukti kepemilikan tanah / status tanah
4 Gambar rencana bangunan
5 Foto copy SPPT
( 6 Perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat
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3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monittoring oleh Front Office,

Front Office merouting aphkas:1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kas: Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkaut,

Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE /SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di aphikas1 GIS

Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Perjjinan,

Verifikast dan pembubuhan paraf hirark:i 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanriat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 han kerja setelah permohonan lengkap dan benar

5 | Biaya/tanf

f

Biaya luas bangunan x 0,25 % x koefisien Bangunan (luas
bangunan, tinggi bangunan, guna bangunan, hirarkhi
kota/wilayah, koefisien jalan menurut fungs: dan sistem
jaringannya, kelas jalan)
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6 | Produk Izin Mendirikan Bangunan
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan Izin / Front office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai1 keahlian
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

o Sikap
» Kejujuran
» Ketehtian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
> Kepala seks: yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayam1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan |y 1 vani d h dan professional

yvani dengan ramah, sopan, dan profession
g:ls: ;er:l;fan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
!4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
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S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tingg

14

/(!

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahur perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7

Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi,

3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

S5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
1zin Usaha Jasa Konstruksi,

6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 Surat pernyataan kebenaran di atas materai cukup

2 Surat pernyataan penanggungjawab teknik di atas
materal cukup

3 Surat pernyataan tenaga teknik/tenaga ahli tugas
penuh di atas materai cukup

4 Foto copy sertifikat badan usaha

Foto copy tanda daftar perusahaan

Foto copy akte pendirian perusahaan dan segala

perubahannya

7 Foto copy yin gangguan

8 Foto copy PKP dan NPWP

9

1

SN

Foto copy tanda anggota asosiast
0 Foto copy KTP pemilik perusahaan, pimpinan

perusahaan dan karyawan perusahaan

11 Pas foto pimpinan perusahaan ukuran 2x3 cm
sebanyak 2 lembar

12 Foto copy sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat
ketrampilan (SKT) dar1 Penanggungjawab Teknik
Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh
lembaga

13 Foto copy kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk
Direktur dan Tenaga Teknik

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,
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/1(«

Ruang pengolahan data/berkas,
Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

S5 Venfikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

7 Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tmm Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemertksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di aplikas1 GIS

11 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perijjinan,

12 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki i1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

13 Verifikasit dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretamat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aphkas: E-
Dok,

17 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalun SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 10 han Kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
penyelesaian benar
5 | Biaya/tanff Gratis
6 | Produk Izin Usaha Jasa Konstruks
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
S
6

/
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Kompetensi
Pelaksana

¢ Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

> Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

s Sikap

Kejujuran

Ketelitian

Kerjasama

Komurnikatif

Empati

Pengendalian emosi

VVVVVY

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepadaKepala DPMPTSP

» Kepala seks:t yang bersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
SOP pengelolaan pengaduan

11

Jumlah
Pelaksana

1 Petugas pendaftaran berkas pemohon 1 Orang
2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kurir Undangan 1 Orang

5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12

Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan

13

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayani1 dengan ramah, sopan, dan profesional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat
nyaman, bersih, dan indah

S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg

pelayanan yang

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahu perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN LOKASI

30

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97
Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal,
Peraturan Menter1 Agrana dan Tata Ruang /Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015
tentang Izin Lokasi,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam
Penerbitan lzin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah,

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

WN =

Foto Copy KTP,

Gambar denah /Master Plan lokasi yang dimohon,
Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan
ganti rugy,

Foto Copy NPWP,

Surat persetujuan BKPM bagi PMA

Sistem,
mekamisme dan
prosedur

p—

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menenma permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Venifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaut,
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Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemernksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuyu,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan

mengetry lokasi di aplikasi: GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Kasi Peryinan,

12 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Periyinan,

13 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu

10 han kerja setelah permohonan lengkap dan benar

penyelesaian

S | Biaya/tanf Gratis

6 | Produk Izin Lokasi
Pelayanan

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

O OWN =

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetensi
Pelaksana

il

Pengetahuan
Untuk anggotaTim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuail bidang tugasnya
» Mempunyai keahhian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
Sikap

» Kejujuran

» Ketelitian
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» Kerjasama
» Komunikatif
> Empati
» Pengendalian emost

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP,

» Kepala seks1 vang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemrosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang

4 Kunr Undangan 2 Orang

S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamimnan Petugas pada_ DPMPTSP melayant dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayam dengan ramah, sopan, dan profesional
I;ZIS: ;:;n;tan 2 Memberikan I%elayanan sesgal SPP d:n SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,

mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang

nyaman, bersih, dan indah

S Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

dan integritas yang tingg

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap
Kinerja bulan untuk  mengetahu1  perkembangan dan
Pelaksanaan mengevaluasy  kegiatan  pelayanan  yang  telah

7(I diselenggarakan
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IZIN PENDIRIAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeiintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Menter1 Sosial Republik Indonesia Nomor
02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok
Bermain,

Peraturan Menter! Sosial Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera,
Peraturan Menter1 Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

W N -

Foto copy KTP

Berbadan hukum / tidak berbadan hokum
Mempunyai anggaran biaya / dana yang bersumber
dar1 Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
Mempunyal sarana prasarana

Mempunyatl tenaga pekerja social

Melampirkan hasil study kelayakan

Sistem,
mekamsme dan
prosedur

- B

N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu: perizinan onhine,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplhkas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Vernifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryiman dan
mendisposisit ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email /TNDE /SMS,
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8 Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita

acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan

membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

mencetak 1zin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi d1 aplikasi GIS

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kas1 Perjjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Periyinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK

PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-

Dok,

Sekretanat

pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melaluir SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

10
11
12
13
14 Izin Oleh Kepala Dinas
15

16

17 menyerahkan SK Izin ke bagian

18

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 (Lima) har1 kerja setelah diterima permohonan
lengkap dan benar

5 | Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk Izin Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informast dan peh—gaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan Izin / Front office
Kompetensi ° Pengetah&an
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada istansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

Kejujuran

Ketelitian

Kerjasama

Komunikatif

Empati

VVVVY
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» Pengendalian emos1

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana

prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan/Peninjauan Minmimal Lokasi1 2
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S5 Pengirim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa ~membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | -y ovam: d h dan profesional

elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
Kesclamatan 2 Mem}l’)enkan pelayanan SCSII.:I)al SPP dgn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan

Kinerja untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
/ ‘Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Keputusan Mentert Perindustrian dan Perdagangan
No 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan
Teknmis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan
Perdagangannya

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Izin Pelayanan D1 bidang
Kesehatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Izin Pelayanan Dibidang Kesehatan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP

Surat rekomendas1 wilayah Puskesmas setempat
Denah lokast

Surat Izin pengambilan air

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

— D WON

N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposisi ke Kasi Peryjinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
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8 Tmm Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokasi d1 aphkas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas1 Perijinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalui SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu 5 (Lima) hart kerja setelah diterirma permohonan
penyelesaian lengkap dan benar
Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
Produk Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
> Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyjuran
» Ketelhitian
» Kerjasama
{l » Komunikatif
>

Empati
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» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP
» Kepala sekst vyang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana

prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Minimal Lokasi1 1
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S Pengirnim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | | 1 lavam d h dan profestonal

elayan1 dengan ramah, sopan, dan profesion
Kesclamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap
Kinerja bulan untuk  mengetahui  perkembangan dan
Pelaksanaan mengevaluast  kegiatan  pelayanan yang  telah

/ ! diselenggarakan
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SERTIFIKASI LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA

No

KOMPONEN

"URAIAN

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Keputusan Mentr:1 Kesehatan Nomor 715/Menkes/
SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Jasa Boga,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Izin Pelayanan D1 Bidang
Kesehatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
1zin Pelayanan Dibidang Kesehatan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungst dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Urh W -~

o

Foto copy KTP

Denah bangunan

Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku
Surat penunjukan penanggung jawab jasa boga

Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitast makanan
bag: pengusaha

Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitas1 makanan
bagt penjamah makanan minimal 1 orang penjamah
makanan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan onhne,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onlne dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monttoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyinan
dan mendisposis: ke Kas1 Peryjinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,
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6 Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

7 Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

8 Tim Tekmis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan benta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokas: di aplikast GIS

11 Vernfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Perjjinan,

12 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periynan,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai d1 proses dan mengentry di Aphkasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu |5 (Lima) har1 kerja setelah diternrma permohonan
penyelesaian lengkap dan benar
Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
Produk Sertifikat Laik Hygiene Sanitas: Jasa Boga
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informasi: dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan [zin/ Front Office
Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
> Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

e Sikap

{ > Kejujuran

/
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» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat1
» Pengendahan emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP
» Kepala seks1 yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana

prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditanganmi1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Mimimal Lokas: 1
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S5 Pengirim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamman Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/

agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel 4 h d ¢ ol

elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesgau SPP dfn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integntas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap
Kinerja bulan untuk  mengetahu  perkembangan  dan
Pelaksanaan mengevaluas:1  kegiatan  pelayanan yang  telah

/ , diselenggarakan
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SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI HOTEL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Izin Pelayanan D1 Bidang
Kesehatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Izin Pelayanan Dibidang Kesehatan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

S WN -

Foto copy KTP

Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku
Foto copy surat keterangan domisili hotel

Peta lokasi hotel

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

'

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,
Vernifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
Peninjauan Lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknais,

Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
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10 mencetak [zin oleh Petugas Back Office dan
mengetry lokasi di aplikasi GIS,

11 Verfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Peryjinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK I[zin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di1 Aplikas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 |Jangkawaktu |5 (Lima) han kerja setelah ditenma permohonan

penyelesaian lengkap dan benar
S | Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
6 | Produk Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada istansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
> Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap

Kejujuran

Ketelitian

Kerjasama

Komunikatif

Empat1

Pengendalian emos1

VVVVVY

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harnan dan laporan
j(lntemal bulanan kepada Kepala DPMPTSP

[
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» Kepala seksi vang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Tim Pemernksaan / Peminjavan Minimal Lokasy 1
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S5 Penginim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/

agama/golongan

13 { Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d h d f al

elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Mem}l’)erlkan gelayanan sesgal SPP d:n SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegrilas yang tinggt

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap
Kinerja bulan untuk  mengetahu1  perkembangan  dan
Pelaksanaan mengevaluas:  kegiatan  pelayanan  yang  telah

* ! diselenggarakan

/
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11 SERTIFIKASI LAIK HYGIENE SANITASI KOLAM RENANG DAN
PEMANDIAN UMUM

No | KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Hukum Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

2 Peraturan Mentern1 Kesehatan RI dan Keputusan
Direktur Jenderal PPM dan PLP Tahun 1997 tentang
Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian
Umum,

3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun
2006 tentang Izin Pelayanan Dibidang Kesehatan,

4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

S5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin
Pelayanan Dibidang Keschatan,

6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

1 Foto copy KTP

2 Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku

3 Foto copy surat keterangan domusilhi kolam renang dan
pemandian umum

4 Peta lokasi kolam renang dan pemandian umum

S5 Gambar denah bangunan kolam renang dan pemandian

2 | Persyaratan

umum
6 Foto copy ujn laboratormum air kolam
3 | Sistem, 1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme melalu1 perizinan online,
dan 2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
prosedur mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar

monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
Jika sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh
Front Office,

4 Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,

5 \Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perymnan dan
mendisposist ke Kas! Perymnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan Peninjauan
! Lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

/( 7 Undangan dikinnm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
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8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19
20

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Benita Acara Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuyjur dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas1 di1 aplikas: GIS,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh Kasi
Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,
Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarniat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesa1 d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-Dok,
Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluis SMS Center,

Pengambilan 1zin oleh pemohon

bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka
waktu

penyelesaian

dan

5 (Lmma) hart kerja setelah diterima permohonan lengkap

benar

5 | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk
Pelayanan

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi1 Kolam Renang dan
Pemandian Umum

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

N hWN =

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Fiont Office

8 | Kompetensi
Pelaksana

>
>

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan

Menguasai Teknik pelayanan prima
Mengoperasikankomputer

e Sikap

Kejujuran
Ketelitian
Kerjasama
Komunikatif
Empati
Pengendalian emosi
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9 |Pengawasan | » Pelaksana membenkan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP
» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi kelancaran
proses pelaksanaan pelayanan (sarana prasarana dan
SDM yang tersedia)

10 | Penanganan | Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani
Pengaduan, |oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
Saran, dan | pimpimnan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan
Masukan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Minimal Lokas: 1 Orang
4 Pengolah data 1 Orang

S5 Penginm Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuar SPP dan SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
mtegritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahut perkembangan dan mengevaluasi

f‘Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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SERTIFIKASI LAIK HYGIENE RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

No

"URAIAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Keputusan Menternn Kesehatan No 1098/MENKES/
SK/VI/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Rumah Makan dan Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun
2006 tentang Izin Pelayanan Dibidang Kesehatan,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang  Petunjuk  PelaksanaanPeraturan  Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin
Pelayanan Dibidang Kesehatan,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Foto copy KTP

Foto copy surat keterangan domisilt ideal dengan boga
Peta lokas1 Rumah Makan dan Restoran

Gambar denah bangunan Rumah Makan dan Restoran
Foto copy Izin Gangguan (HO) vang mastih berlaku

KOMPONEN
Dasar 1
Hukum
2
3
4
S
6
7
Persyaratan | 1
2
3
4
S
Sistem, 1
mekanisme
dan 2
prosedur
3
4
5
6
7
8
9

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
Jika sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh
Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Periinan,
Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perpyjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menaangani perizinan terkait,
Back Office membuat jadwal dan undangan Peninjauan
Lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemerniksaan, mencetak Izin jika disetuyjui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujus,
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10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di1 aplikas: GIS,

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh Kasi
Periyinan,

12 Venfikast1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesar di proses dan mengentry di Aplikas: E-Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membernitahukan ke pemohon
melalul SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka
waktu 5 (Lima) har kerja setelah diterima permohonan lengkap
penyelesaian dan benar

5 | Biaya/tanff | Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetensi | ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada mmstlansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikankomputer

e Sikap

Kejyjuran

Ketelitian

Kerjasama

Komunikatif

Empati

Pengendalian emos1

VVVVVYY

9 | Pengawasan | » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP

» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi kelancaran
f { proses pelaksanaan pelayanan (sarana prasarana dan

SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan | Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani
Pengaduan, |oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
Saran, dan | pimpinan sebagaimana ditetapkandalam SOP pengelolaan
Masukan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Minimal Lokas1 1 Orang
4 Pengolah data 1 Orang
S Penginm Surat 1 Orang
6 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Keselamatan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
/( | Pelaksanaan | kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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13  IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

No | KOMPONEN URAIAN

1 |Dasar 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Hukum Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

2 Keputusan Mentenn Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1076 /MENKES/SK/VII/2003
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional,

3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun
2006 tentang Izin Pelayanan diBidang Kesehatan,

4 Peraturan Daerah Nomor 13
tentangPembentukandanSusunanPerangkat
KabupatenPemalang,

S5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin
Pelayanan diBidang Kesehatan,

6 PeraturanBupatiPemalangNomor 56
tentangKedudukan, SusunanOrganisasi,

Fungsidan Tata KerjaDinasPenanaman Modal Dan
PelayananTerpaduSatuPintuKabupatenPemalang,

7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan | 1 Biodata pengobat tradisional

2 Foto copy KTP /paspor untuk TKA

3 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai pengobat tradisional

4 Rekomendasi dari asosiasi/organisast profesi dibidang
pengobatan tradisional yang bersangkutan

5 Foto copy sertifikat / yasah pengobatan tradisional (bila
ada)

6 Surat pengantar Puskesmas setempat

7 Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

8 Rekomendasi (Kejaksanaan/Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota)

9 Foto copy Izin Gangguan (HO)

3 | Sistem, 1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme melalu1 perizinan online,
dan 2 Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
prosedur mencetak tanda bukti pendaftaran dan
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
jtka sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menenma
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh
Front Office,

4 Front Office merouting aphkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,

5 Verifikas1 Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryman dan

/f ( mendisposisi ke Kasi Perymnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan terkait,
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6 Back Office membuat jadwal dan undangan Peninjauan
Lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikinim Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan bernta
acara pemeriksaan, mencetak lzin jika disetyjui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikasi GIS,

11 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh Kasi
Peryinan,

12 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesai di1 proses dan mengentry di Aplikas: E-Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan [zin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka
waktu 5 (Lima) han kerja setelah diterima permohonan lengkap
dan benar
penyelesaian

5 |Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

Pelaksana

6 | Produk Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Ruang informasi: dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetens:1 |} ¢ Pengetahuan

/
A

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuat bidang tugasnya
» Mempunya: keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikankomputer

Sikap

» Kejujuran

» Ketelitian

» Kerjasama

J
/
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» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan | » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP
» Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi kelancaran
proses pelaksanaan pelayanan (sarana prasarana dan
SDM yang tersedia)

10 | Penanganan | Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangan
Pengaduan, |oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
Saran, dan | prmpman sebagaimana ditetapkandalam SOP pengelolaan
Masukan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Minimal Lokasi1 2 Orang
4 Pengolah data 1 Orang

S Pengirim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional

2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Keselamatan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
Integritas yang tinggi

14 | Evaluas: Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan

Kinerja untuk mengetahur perkembangan dan mengevaluasi
}\ I Pelaksanaan | kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PEMAKAIAN STADION SIRANDU

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar
Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Izin Pemakaian Lapangan Sirandu dan Lapangan
Mulyoharja di1 Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP
Denah lokasi
Proposal kegiatan

Sistem,
mekanisme
dan
prosedur

W N -

N

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas,
pka sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh
Front Office,

Front Office merouting aphkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryman dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan terkait,
Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikirim Via Kunir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan lapangan
serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkanberita acara
pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak 1zin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokasi d1 aplikas1 GIS

11 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh Kasi

Pelayanan,

12 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,
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14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,
15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,
16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesar di proses dan mengentry di Aplikas1 E-Dok,
17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,
18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaluir SMS Center,
19 Pengambilan Izin oleh pemohon,
20 Bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon
4 | Jangka
7 han kerja setelah permohonan diterima lengkap dan
waktu
benar
penyelesaian
5 |Biaya/tanff | Rp 1 000 000/har (Kegiatan pertunjukan)
Rp 300 000/har1 (Kegiatan olah raga)

6 | Produk Izin Pemakaian Stadion Sirandu
Pelayanan

7 | Sarana, 1 Ruang informasi: dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetens1 | ¢ Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuan bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikankomputer

e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kernjasama
» Komunikatif
> Empati
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan | » Pelaksana memberikan laporan harnian dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSPKabupatenPemalang
» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi kelancaran
proses pelaksanaan pelayanan (sarana prasarana dan
SDM yang tersedia)

10 | Penanganan | Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani
Pengaduan, |oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
Saran, dan | pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan
Masukan pengaduan
!
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11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petuéas pada DPMPTSP melayant dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayani1 dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menaptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahut perkembangan dan mengevaluasi
/( ,Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN MULYOHARJO

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar
Hukum

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Izin Pemakaian Lapangan Sirandu dan
Lapangan Mulvoharja di Kabupaten Pemalang,
PeraturanBupatiPemalangNomor 56 Tahun 2016
tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP
Proposal kegiatan

Sistem,
mekanisme
dan
prosedur

10

11

12

13

Pengayjuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta
mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan berkas,
nka sudah lengkap dan benar mencetak surat
permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima
permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh
Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Venfikas:t Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan terkauit,
Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan lapangan
serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeritksaan, mencetak Izin pka disetuyyju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi1 di1 aplikasi GIS

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh Kasi
Pelayanan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,
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14
15

16

17

18

19
20

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP,
Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah
selesal di proses dan mengentry d1 Aplikasi E-Dok,
Sekretanat menyerahkan SK 1zin ke bagian
pengambalan,

Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

Pengambilan Izin oleh pemohon

Bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka
waktu
penyelesaian

7 har kerja setelah permohonan diterima lengkapdanbenar

Biaya/tanff

Rp 750 000/hari (Kegiatan pertunjukan)

Rp 200 000/har (Kegiatan olah raga)

Produk
Pelayanan

Izin Pemakaian Mulyoharjo

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ot b WN -

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuar bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikankomputer

Sikap

» Kejujuran

> Ketelitian

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empati

» Pengendalian emosi

Pengawasan
Internal

Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP

Kepala seks1 yang bersangkutan mengawasi kelancaran
proses pelaksanaan pelayanan (sarana prasarana dan
SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani
oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti
pumpimnan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan
pengaduan
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11 { Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan
dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
Pelayanan mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluas1 Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
/‘ Pelaksanaan | kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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60

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2013 tentang K3,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame,
Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Reklame,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Reklame Permanen

a

b

h

1

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
menunjukan aslinya,

fotocopv Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) dengan
menunjukan ashinya,

akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan
hukum,

surat kuasa bermaterar dan pemohon bila pengajuan
permohonan dikuasakan pada orang lain,

denah lokasit penyelenggaraan reklame disertai
gambar konstruksi,

desain dan tipologl reklame,

foto terbaru rencana lokasi1 penempatan reklame
berukuran 4R,

perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh
penanggung jawab struktur/kontruksi, dan

wajib melampirkan Izin Mendiritkan Bangunan (IMB)

Reklame Non Permanen

a

b

c

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
menunjukan ashnya,

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan
menunjukan aslinya, dan

surat kuasa bermaterai darn pemohon bila pengajuan
permohonan dikuasakan pada orang lain
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3 | Sistem, 1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme dan melalul perizinan online,
prosedur 2 Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menernnma permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aphkasi: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

S5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikirnm Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujuu,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokas: di1 aplikas: GIS

11 Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalul SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 5 har kerja setelah permohonan diterima lengkap dan
penyelesaian benar

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Reklame
Pelayanan
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7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,

Fasilitas 4 Ruang tunggu,
S5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuat bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

¢ Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

o Sikap
»  Kejgjuran
» Keteliian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat
» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/

agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel 4 ah d ; al

elayan: dengan ramah, sopan, dan profesion
Kesclamatan 2 Mem)l;erlkan gelayanan SeSII;aJ SPP delljn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
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14 | Evaluast
Kinenja
Pelaksanaan

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
yang telah diselenggarakan
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IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PENGERAH TENAGA KERJA
INDONESIA SWASTA (PTKIS)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja indonesia
d1 Luar Neger,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerna,

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI)
No PER 03/KA/1/2013 tentang Tata Cara
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera
Asing,

Peraturan Menter: Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,
Nomor PER-9/MEN/V/2009 tentang Tata Cara
Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana
Penenmpatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta,
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy SIPPTKI yang dilegalisir oleh Direktur
Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk,

Surat keputusan direks: tentang Pengangkatan dan
Penempatan Kepala Kantor Cabang, Karyawan serta
penempatan wilayah kerja,

Data struktur Organisasi,

Foto copy bukti penguasaan sarana dan prasarana
berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan
atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam
jangka waktu paling kurang 5 (lma) tahun,

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jitka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,
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4 Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkazit,

6 Back Office membuat jadwal dan undangan rapat
untuk Pengusaha dan Tim Teknis,

7 Undangan dikinnm Via Kurir/ Email/TNDE/SMS,

8 Tim Teknmis melakukan rapat dan Peninjauan
lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara
Pemeriksaan,

9 Back Office memproses berkas berdasarkan bernta
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi d1 aphikas: GIS

11 Verifikast dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kas1 Peryinan,

12 Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjinan,

13 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretarnat,

16 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar d1 proses dan mengentry di Aplhkas: E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 (Lima) hari kerja setelah diterinma permohonan lengkap
dan benar

5 | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk
Pelayanan

Izin Instalas1 Kebakaran

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informasi dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan Izin / Front office

N Ul D WN -

8 | Kompetensi

/Pelakswa
!

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesual bidang tugasnya

» Mempunyai keahlian
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» Berpengalaman
o Ketrampilan

> Menguasa: Teknik pelayanan prima

> Mengoperasikan komputer
e Sikap

> Kejuyjuran

> Ketelitian

» Kerjasama

>  Komunikauf

> Empati

> Pengendalian emosi

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi vyang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangami oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemroses 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Tim Pemeriksaan / Peninjauan Minimal Lokasi1 2
Orang

4 Pengolah data 1 Orang

S5 Pengirnim Surat 1 Orang

6 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 { Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/

agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memuiliki kode etik pelayanan
Reamanan dan | |\ ayam d ah dan profesional

elayani1 dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Memberikan pelayanan sestI:al SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja seuap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan

/(f yang telah diselenggarakan
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IZIN INSTALASI LISTRIK

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

10

11

12

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012
tentang Jasa Penunjang Tenaga Listrik,

Peraturan Pemernntah Nomor 23 Tahun 2014
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
Peraturan Menter1  Ketenagakerjaan  Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik D1 Tempat
Kerja,

Keputusan Mentenn Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Standar nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-04-
0225-2000 Mengena: Persyaratan Umum Instalasi
Listrik 2000 (PUIL 2000} di Tempat Kerja,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 27
Tahun 2002 tentang Izin Ketenagakerjaan,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang Izin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Pernizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Keputusan Bupat: Pemalang Nomor 40 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Izin Ketenagakerjaan,

Persyaratan

1 Foto copy KTP
2 Gambar instalasi

Sistem,
mekanisme dan

frosedur
/

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu perizinan online,

Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,
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Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak Izin jika disetuyju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Peryinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

10 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

11 Penandatanganan SK

Sekdin PMPTSP,
Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

14 Sekretariat

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,
Izin ke

menyerahkan SK bagian

pengamb.lan,

15 Bagilan pengambilan memberntahukan ke pemohon

melaluir SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu |14 han kerja setelah diterima berkas permohonan
penyelesaian lengkap dan benar
Biaya/tanff Gratis
Produk Surat Izin Instalas: Listrk
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer
Fasilitas 4 Ruang tunggu

5 Ruang pengolahan data/berkas

6 Tempat penyerahan Izin / Front office
Kompetensi e Pengetahuan

Pelaksana

i

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

> Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

Sikap

» Kejuyjuran

» Ketelitian
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Kerjasama
Komunikatif
Empati
Pengendalian emosi

VVVYVY

9 | Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seks: yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM vang tersedia)

10 | Penanganan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan

Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan diindaklanjut1 pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengagiuan 1 Orang

12 | Jaminan
Pelayanan

Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan
Keamanan dan

DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan

1 Melayani dengan ramah, sopan, dan professional

Kesclamatan 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integnitas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahur perkembangan dan mengevaluasi
,M’elaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

/
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IZIN PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI/DIESEL

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Permenaker Nomor PER/04/MEN/1985 tentang
Pesawat Tenaga dan Produksi,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang lzin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Gambar konstruksi instalas: dan pesawat tenaga dan
produks: rangkap 4

Sertifikas1 bahan dan keterangan lain rangkap 4
Syarat kerja pesawat tenaga produks: yang
bersangkutan

Gambar konstruksi dan alat perlindungan dan cara
kerjanya rangkap 4

Sistem,
mekanisme dan
(prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemenksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas:t ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposisit ke Kasi Perijjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetuju,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Peryinan,
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9 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perymnan,

10 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melaltu SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouung 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian 14 han kerja setelah ditennma permohonan lengkap
Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
Produk Izin Pesawat Tenaga dan Produks: / Diesel
Pelayanan
Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan lzin / Front office
Kompetenst e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer
e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi
Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten

' Internal

Pemalang

» Kepala seksi yang Dbersangkutan mengawasi

kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan: oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jamman Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani de h an, d fi al
elayani dengan ramah, sopan, dan profesion
g:ls:; :;n::an 2 Mem}tf)erlkan gelayanan SCSS&I SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggt
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja settap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:1 kegiatan pelayanan
f ' yang telah diselenggarakan
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IZIN PENYALUR PETIR

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Permenaker Nomor PER/2/MEN Tahun 1989 tentang
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang lzin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Gambar rencana instalasi  Gambar tampak atas dan
samping, Gambar detail bagian-bagian instalasi, Jenis
atap bangunan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijjinan dan
mendisposist ke Kasi Perjjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak 1zin jika disetuju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyjmnan,
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10 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

14 (Empat Belas) harn kerja setelah diterima
permohonan lengkap dan benar

Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk
Pelayanan

Izin Penyalur Petir

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang mformas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan Izin / Front office

NN b WN e~

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada mstansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
e Sikap
Kejujuran
Ketelitian
Kerjasama
Komunikatif
Empat:
Pengendalian emost

VVVVVY

Pengawasan
Internal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
{Masukan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
SOP pengelolaan pengaduan
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11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan fesional
ah, sopan, rofes1
I;:E ;ﬁ;:an 2 Mem}t,)emkan gelayanan sesgl)aj SPP drfl)n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tingg
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja  setiap bulan untuk mengetahw
]Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:t kegiatan pelayanan
/ yang telah diselenggarakan
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21 IZIN PESAWAT LIFT

No| KOMPONEN URAIAN

1 | Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kernja,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

3 Permenaker Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Atas Permenaker = Nomor  PER
03/MEN/1999 tentang syarat-syarat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan orang
dan Barang,

4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang Izin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kernja,

5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pemalang,
2 | Persyaratan 1 konstruksi lengkap dan detail
2 Perhitungan konstruksi,Spesifikas1t dan sertifikasi
material
3 | Sistem, 1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
mekanisme dan melalui perizinan online,
prosedur 2 Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
i serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar

monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplhkasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryjinan,

5 Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Perymnan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangami perizinan
terkait,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak Izin jika disetuyju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

8 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Peryjinan,
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Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijnan,

10 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesar di1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon

melalu1 SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

14 han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
benar

S | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk
Pelayanan

Izin Pesawat Laft

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

U W

Ruang informasi dan perigaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan lzin / Front office

8 | Kompetenst
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Pernizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
Sikap

» Kejujuran

» Ketelitian

» Kerjasama

» Komunikatif

» Empati

» Pengendalian emost

9 | Pengawasan
! Internal

Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

Kepala seksi vang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangant oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kunr Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan fesional
, , rofesi
g:lze}i:rr:lgan 2 Mem}l;erlkan selayanan sesgal SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersith, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas1 kegiatan pelayanan
! yang telah diselenggarakan
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IZIN INSTALASI KEBAKARAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal1 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Menter: Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/ 1980
tentang Svarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan
Alat Pemadam Ap1 Ringan,

Peraturan Menter: Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/ 1983
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang Izin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang, .

Persyaratan

Berkas rencana system p}otekm kebakaran yang
meliputi Uraian, crniterna  desaign, Gambar
perencanaan, dan Spesifikasi teknik

Rekomendasi dari1 OPD teknis

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

/

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan onlne,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jijka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak [zin jika disetuyju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,
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8 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perjjinan,

9 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periinan,

10 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesa1 di proses dan mengentry di1 Aplikas1 E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalul SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

7 han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
benar

5 | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

6 | Produk
Pelayanan

Izin Instalas: Kebakaran

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang informas: dan pengaduan

Tempat pendaftaran berkas / Front office
Komputer

Ruang tunggu

Ruang pengolahan data/berkas

Tempat penyerahan 1zin / Front office

Ul P WN -

8 | Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap
> Kejujuran
» Ketelitian
» Kenasama
» Komunikatif
» Empati

» Pengendalian emosi

9 | Pengawasan
rInternal

» Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan

bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi

kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)




http://jdih.pemalangkab.go.id/

81
10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurnir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
a > S ’
E:;S ::aian 2 Mem}‘r;erlkan gelayanan sesgal SPP dapn SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:t kegiatan pelayanan
/ [ yang telah diselenggarakan

/
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IZIN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

3 Permenaker Nomor 05/Men/1985 tentang Pesawat
Angkat dan Angkut,

4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2010 tetang Izin Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

6 Peraturan Bupau Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs! dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,

7 Peraturan Bupau Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 Gambar konstruks: dan instalasi listrik serta system
pengamanannya

2 Sertifikat bahan dan  sambungan-sambungan
konstruksinya

3 Perhitungan kekuatan konstruksi dan bagian-bagian
yang penting

4 Rekomendas: dar1 OPD Teknis

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1 Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalul perizinan online,

2 Pemenksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

3 Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

4 Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,

S Verifikast Berkas Oleh Kabid Pelayanan Periyinan
dan mendisposist ke Kasi Peryjinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangam perizinan
terkaut,

6 Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak [zin jika disetuju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujus,

7 mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

A 8 Verifikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
|

Kasi Peryjinan,
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9 Venfikas:1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Venfikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretaritat menyerahkan SK Izin ke bagian
pengambilan,

15 Baglan pengambilan memberitahukan ke pemohon
melalut SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 Jangka waktu 14 harn kerja setelah diterima permohonan lengkap
penyelesaian dan benar
5 Biaya/tanff Gratis/Tidak dipungut biaya
6 Produk Izin Pesawat Angkat dan Angkut
Pelayanan
7 Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas / Front office
dan/atau 3 Komputer
Fasilitas 4 Ruang tunggu
5 Ruang pengolahan data/berkas
6 Tempat penyerahan Izin / Front office
8 Kompetenst e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komumnikatif
» Empat
» Pengendalian emosi
9 Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten

Pemalang

» Kepala seks:i yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan diindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 |Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan1 dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa ~membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayan1 d r h an, d f al
an1 dengan ramah, sopan, dan profesion
g:lz?g;tan 2 Mem}{)enkan ;%elayanan sesSaJ SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluasit kegiatan pelayanan
/ ' yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA ANGKUTAN

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

gt bd W~

o)}

Foto copy KTP

Foto copy NPWP

Foto copy Ijin Gangguan

Surat keterangan domaisili perusahaan

Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau
menguasal 5 (lma) kendaraan bermotor

Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan
fasilitas penyimpanan kendaraan

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposist ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak [zin jika disetuju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

mencetak [zin oleh Petugas Back Office,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Perijinan,

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: izin oleh
Kabid Pelayanan Periinan,
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10 Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai di proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalui SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 |Jangka waktu |5 han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
penyelesalan benar
5 | Biaya/tanff Gratis
6 | Produk Izin Usaha Angkutan
Pelayanan
7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan lzin/ Front Office
8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tun Pelayanan Perizinan
» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasa1 Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyjuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
10,| Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
K Pengaduan, ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk
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Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayam: dengan ramah, sopan, dan profesional
1 n ramabh, , rofesi
I;:f:;?:ntan 2 Mem)t[)erlkan gelayanan sesgal SPP dgn SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
S5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
A! yang telah diselenggarakan

[
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25 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (30 JENIS)

No| KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

10

11

12

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal1 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintahan Nomor S50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan,
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan
Keindahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Hiburan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Hiburan,

Peraturan Bupat:i Pemalang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penataan Usaha Karaoke D1 Kabupaten
Pemalang sebagaimana telah dmubah dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha
Karaoke D1 Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

2 | Persyaratan

/H

fotokopt akta pendinan badan wusaha yang
mencantumkanbidang usaha pariwisata sebagaimana
maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila
ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha,
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fotokop1 kartu tanda penduduk,

fotokopt bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha
pariwisata, dan

fotokopt 1zin teknis dan 1zin lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1

2

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran onhne dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
Vernifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijjinan dan
mendisposist ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Oifice yang menangam perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak [zin jika disetuju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetujui,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

10 Vernfikas: dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

11 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesai d1 proses dan mengentry di Aplikas: E-
Dok,

14 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalui SMS Center,

16 Pengambailan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 harn kerja setelah permohonan diterima lengkap

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
[ y Fasilitas

1

Ruang informas: dan pengaduan,

2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,

3
4

Komputer dan Printer,
Ruang tunggu,
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5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetensi e Pengetahuan
Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman
o Ketrampilan
» Menguasa: Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emost
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan haran dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
> Kepala seks1 yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangami oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | | 1o van d h dan profesional

elayan: dengan ramah, sopan, dan profesion
Keselamatan 2 Mem}t’)erlkan ;g)elayanan sesEal SPP dfn SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas vang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

/{( ! yang telah diselenggarakan

/
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26 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PADA KAWASAN WISATA PANTAI
WIDURI PEMALANG

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Keparniwisataan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai
Widurn

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 7 Tahun
2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai
Widuri,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungst dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

Foto copy KTP

Surat Keterangan dari Dinas Panwisata

Foto copy NPWP

Foto copy akte pendirian (bagi yang berbadan hukum)

Sistem,
mekanisme dan

prosedur
!

—hWN =

)

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monzitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jtka sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan dan
mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangam perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
1zin, mencetak Izin jika disetuyju1 dan membuat surat
penolakan jika tidak disetuju,

mencetak Izin oleh Petugas Back Office,
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8

9

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kas1 Pelayanan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Periyinan,

10 Venifikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

11 Penandatanganan SK

Sekdin PMPTSP,
Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretariat,

13 Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang

14 Sekretanat

telah selesa1 di proses dan mengentry di Aplhikasi E-
Dok,
Izn ke

menyerahkan SK bagian

pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalur SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon
17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

10 han kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya/tanff

Gratis/tidak dipungut biaya

Produk
Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Panwisata Pada Kawasan Wisata
Pantai Widur: Pemalang

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

U Hh WA -

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

Kompetensi
Pelaksana

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuat bidang tugasnya
» Mempunyai keahhan

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer

Sikap

» Kejujuran

» Ketelitian

» Kerjasama

» Komumnikatif

» Empati

» Pengendalian emost

Pengawasan
Internal

Pelaksana memberikan laporan hanan dan laporan
bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang

Kepala seks:1 yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)
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10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan
11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Mel d h, so dan fi al
elayan: dengan ramah, sopan, rofesion
g:lsae ;?;;can 2 Mem}t’)enkan I%elayanan SCSlljal SPP d:n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluas: Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
/N yang telah diselenggarakan
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IZIN USAHA ATAU TANDA DAFTAR USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN
PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan,

Keputusan Menter1 Pertanian Nomor
859/KPTS/Tp 250/11/1998 tentang Pedoman
Pembinaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan
Beras,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi,
Huller dan Penyosohan Beras,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2015 tentang tata cara penerbitan 1zin usaha
penggilingan padi, huller dan penyosohan beras,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Peryinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

(

Persyaratan

Persyaratan umum terdiri dan
1 Fotocopy KTP pemohon,

2 Rekomendas: pendirian perusahaan pengilingan
padi, huller dan penyosohan beras yang
diterbitkan oleh Kepala SKPD,

Izin Lingkungan,

Izin Gangguan (HO),

Denah lokasi dan gambar bangunan,
Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

NOoO O AW

Jarak paling dekat antara usaha penggilingan
padir dengan fasiitas umum dan Pemukiman
Penduduk adalah 250 (dua ratus Ima puluh)
meter,

8 Jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi
adalah 700 (tuyjuh ratus) meter, dan

9 Waktu operasional usaha penggillingan padi
adalah dan pukul 07 00 WIB sampai dengan
pukul 17 00 WIB kecuali ditentukan lain
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Persyaratan teknis, yang terdiri dan

1 Peralatan yang digunakan harus mendukung
upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan
randemen dan meningkatkan mutu beras giling,

2 Larangan penggunaan bahan kimia (bahan
pemutih) dalam proses penggilingan padi,

3 menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat
yaitu lebih dan satu kali penyosohan,

4 untuk penggilingan padi menggunakan paket
peralatan yang terdir1 dar1 peralatan pecah kulit
yang bailk seperti Rubber Roll Husker atau
pelmolen atau flash type husker atau peralatan
lain yang direkomendasikan, separator, mesin
penyosoh atau polisher secara bertingkat,

5 wuntuk huller menggunakan peralatan pecah kulit
yang bailk seperti Rubber Roll Husker atau
pelmolen atau flash type husker atau peralatan
lain yang direkomendasikan,

6 untuk penyosohan beras menggunakan mesin
penyosohan secara bertingkat yaitu lebith dar
satu kali penyosohan, dan

7 Pembuatan rumah sekam secara tertutup rapat
dan permanen

3 | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

10

11

12

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas: ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan,
Venifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kasi1 Peryjinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkaat,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknmis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujui,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry
lokasi di aplikasi GIS

Venfikasi dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi1 Perjjinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,
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13 Venifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

16 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesai1 di proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagan
pengambilan,

18 Bagian pengambilan membentahukan ke pemohon
melalur SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu 5 han kerja setelah pemeriksaan lokas:
penyelesaian

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan
Pelayanan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan lzin/ Front Office

8 | Kompetensi ¢ Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahhian
» Berpengalaman

e Ketrampilan
> Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap
> Kejujuran
» Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat:
» Pengendahian emost

9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kab Pemalang

» Kepala sekst vyang bersangkutan mengawasi

kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangam oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam

’ Masukan SOP pengelolaan pengaduan
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11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang
3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jamman DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan 1 Melayam dengan ramah, sopan, dan profesional
g:lf; Z:;tan 2 Mem}lgerlkan ;%elayanan ,SCSElDal éPP darl)n SOP
3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan mtegritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP melaksanakan rapat kerja setiap bulan
Kinerja untuk mengetahut perkembangan dan mengevaluasi
Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
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IZIN PENYELENGGARA PERUSAHAAN PEMBERANTASAN HAMA (PEST

CONTROL)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Izin Pelayanan di Bidang
Kesehatan,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Izin Pelayanan diBidang Kesehatan,

Peraturan Bupat: Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

HWN -

5

6

Foto copy KTP

Peta lokas: dan alamat perusahaan

Denah dan luas bangunan

Daftar susunan petugas teknis perusahaan yang
terdinn atas nama, jenis kelamin, alamat, pendidikan,
Jabatan, dan uraian tugas

Surat keterangan sehat darn dokter untuk tenaga
supervisor dan operator/teknis

Sertifikat tanda lulus sebagai supervisor teknis atau
operator

Daftar pestisida yang akan digunakan

Daftar peralatan teknis

Surat yang menyatakan status bangunan/Surat Hak
Guna Pakai/Surat Kontrak Bangunan

Foto copy Ijnin Gangguan / HO

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalu1 perizinan online,

Pemeniksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemernksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monttoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perjjinan,
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Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perjinan dan
mendisposisi ke Kasi Peryinan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknus,

Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS,
Tin Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jtka disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry

lokas1 di aplikas: GIS

11 Vernfikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Kasi Periyjinan,

12 Venfikas1 dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh

Kabid Pelayanan Peryinan,

13 Verifikast dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh

Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK JIzin Oleh Kepala Dinas

PMPTSP,

15 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh

Sekretanat,

16 Sekretaniat mengarsip berkas permohonan yang

telah selesar di1 proses dan mengentry di Aplikasi E-
Dok,

17 Sekretanat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

19

melaluir SMS Center,
Pengambilan 1zin oleh pemohon

20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5
b

han kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
enar

S | Biaya/tanff

Gratis/Tidak dipungut biaya

Pelaksana

l

6 | Produk Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama
Pelayanan (Pest Control)
7 | Sarana, 1 Ruang informas: dan pengaduan,
Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,
5 Ruang pengolahan data/berkas,
6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office
8 | Kompetensi e Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

> Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman
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e Ketrampilan
» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan Komputer
e Sikap
» Kejuyjuran
» Ketelitian
» Kernjasama
» Komunikatif
» Empati
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang,
» Kepala seksi yang bersangkutan mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan Perizinan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangant oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti punpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
S5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jaminan Petugas pada DPMPTSP melayani dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memiliki kode etik pelayanan
Keamanan dan | = 1) vant d h dan profesional

elayani dengan ramah, sopan, dan profesional,
g:ls: ;i:;:an 2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP,

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan,

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah,

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas:t kegiatan pelayanan

/ [ yang telah diselenggarakan
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IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

(IPPSBW)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan Sarang Burung
Walet di1 Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungs: dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pemalang,

Persyaratan

1 Foto copy KTP
2 Foto copy [jin Gangguan / HO
3 Foto copy IMB

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

1

2

10

111

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalut perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikast ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryjinan dan
mendisposist ke Kast Pelayanan yang diteruskan ke
petugas Back Office yang menangani perizinan
terkait,

Back Office memproses berkas berdasarkan berkas
permohonan 1zin, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetujyus,
mencetak Izin oleh Petugas Back Office,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kasi Pelayanan,

Verifikasi1 dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Perijinan,

Verifikas1 dan pembubuhan paraf hirarki i1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas
PMPTSP,
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12 Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretanat,

13 Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesar di proses dan mengentry di1 Aplikasi E-
Dok,

14 Sekretaniat menyerahkan SK Izin ke baglan
pengambilan,

15 Bagian pengambilan memberntahukan ke pemohon
melalu1 SMS Center,

16 Pengambilan Izin oleh pemohon

17 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
5 harn kerja setelah permohonan diterima lengkap
penyelesaian

5 | Biaya/tanff Gratis

6 | Produk 1zin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Pelayanan (IPPSBW)

7 | Sarana, 1 Ruang informasi dan pengaduan,

Prasarana, 2 Tempat pendaftaran berkas/Front office,
dan/atau 3 Komputer dan Printer,
Fasilitas 4 Ruang tunggu,

5 Ruang pengolahan data/berkas,

6 Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetensi e Pengetahuan

Pelaksana Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya
» Pend.dikan sesual bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian
» Berpengalaman

o Ketrampilan
» Menguasail Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

e Sikap
» Kejujuran
> Ketelitian
» Kerjasama
» Komunikatif
» Empat
» Pengendalian emost

9 | Pengawasan > Pelaksana membernkan laporan hanan dan laporan

Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala sekst yang bersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangan1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas pendaftaran berkas pemprosesl Orang

/\[ Pelaksana 2 Pengelola informas: 1 Orang
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3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 2 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang
12 | Jamimnan Petugas pada DPMPTSP melayam dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan
ras/suku/agama/golongan
13 | Jaminan DPMPTSP memuliki kode etik pelayanan
Keamanan dan
Keselamatan 1 Melayani dengan ramah, sopan, dan profesional
2 Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
Pelayanan 3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan
4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah
5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
\| Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan
/ yang telah diselenggarakan
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IZIN TANDA DAFTAR GUDANG DAN RUANG (TDG/R) DAN SURAT
KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

Peraturan Mentert Perdagangan No 90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan
Pembinaan Gudang,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar
Gudang D1 Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu $Satu Pintu
Kabupaten Pemalang,

Persyaratan

Foto copy sertifikat badan usaha

Foto copy tanda daftar perusahaan

Foto copy akte pendirian perusahaan dan segala
perubahannya

Foto copy 1in gangguan (HO) dan IMB yang masih
berlaku

Foto copy PKP dan NPWP

Foto copy KTP pemilik perusahaan, pimpinan
perusahaan dan karyawan perusahaan

Pas foto pimpinan perusahaan ukuran 2x3 cm
sebanyak 2 lembar

/~r

Sistem,
mekanisme dan
, prosedur

Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau
melalui perizinan online,

Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran
serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar
monitoring oleh Front Office,

Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan
berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak
surat permohonan dan kelengkapan persyaratan,
menerima permohonan dan mencetak lembar
monitoring oleh Front Office,

Front Office merouting aplikas1 ke Back Office dan
menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Peryinan,
Verifikas: Berkas Oleh Kabid Pelayanan Peryinan
dan mendisposisit ke Kasi Perijjinan yang diteruskan
ke petugas Back Office yang menangani perizinan
terkauit,
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Back Office membuat jadwal dan undangan
peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim
Teknis,

Undangan dikinm Via Kurir/Email/TNDE/SMS,

Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta
membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan,
Back Office memproses berkas berdasarkan berita
acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetuju1 dan
membuat surat penolakan jika tidak disetuju,

10 mencetak lzin oleh Petugas Back Office dan

11

12

13

mengetry lokasi di1 aplikas: GIS

Verifikasi dan pembubuhan paraf hirark: 1zin oleh
Kasi Peryinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Kabid Pelayanan Peryinan,

Verifikas: dan pembubuhan paraf hirarki 1zin oleh
Sekdin PMPTSP,

14 Penandatanganan SK lzin Oleh Kepala Dinas

15

16

PMPTSP,

Penomoran dan pencatatan di buku register oleh
Sekretariat,

Sekretanat mengarsip berkas permohonan yang
telah selesal d1 proses dan mengentry di Aphkasi E-
Dok,

17 Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian

pengambilan,

18 Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon

melalu1 SMS Center,

19 Pengambilan Izin oleh pemohon
20 bagian pengambilan merouting 1zin ke Pemohon

4 | Jangka waktu
penyelesaian

5 har kerja setelah diterima permohonan lengkap dan
benar

5 | Biaya/tanff

Gratis

6 | Produk
Pelayanan

Izin Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R} dan
Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKBP)

7 | Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

NN DH WN =

Ruang informasi dan pengaduan,
Tempat pendaftaran berkas/Front office,
Komputer dan Printer,

Ruang tunggu,

Ruang pengolahan data/berkas,

Tempat Penyerahan Izin/ Front Office

8 | Kompetensi
Pelaksana

i

Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan

» Jabatan pada instansinya

» Pendidikan sesuai bidang tugasnya
» Mempunyai keahlian

» Berpengalaman

Ketrampilan

» Menguasai Teknik pelayanan prima
» Mengoperasikan komputer

Sikap

> Kejujuran
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» Ketehitian
» Kerjasama
» Komunikat:if
» Empati
» Pengendalian emosi
9 | Pengawasan » Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
Internal bulanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Pemalang
» Kepala seksi yang Dbersangkutan mengawasi
kelancaran prosespelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia)

10 | Penanganan Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan
Pengaduan, ditangani1 oleh petugas khusus pengaduan untuk
Saran, dan ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkandalam
Masukan SOP pengelolaan pengaduan

11 | Jumlah 1 Petugas loket pendaftaran 1 Orang
Pelaksana 2 Pengelola informasi 1 Orang

3 Pengolah data 2 Orang
4 Kurir Undangan 1 Orang
5 Pengelola pengaduan 1 Orang

12 | Jamiman Petugas pada DPMPTSP melayan: dengan sepenuh hati
Pelayanan secara cepat dan tepat tanpa membedakan

ras/suku/agama/golongan

13 | Jaminan DPMPTSP memlik: kode etik pelayanan
Keamanan dan | |y d h dan profesional

n1 dengan ramah, sopan, dan profesion
g:lsai::rr?ian 2 Mem}l;erlkan gelayanan ses1}19a1 SPP d:n SOP

3 Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah, dan transparan

4 Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih, dan indah

5 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi

14 | Evaluasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang melaksanakan
Kinerja rapat kerja setiap bulan untuk mengetahu
Pelaksanaan perkembangan dan mengevaluas: kegiatan pelayanan

/’ yang telah diselenggarakan




